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BAB II 

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 

 

2.1 Aspek Geografi dan Demografi 

2.1.1 Karakteristik Wilayah 

2.1.1.1 Letak dan Batas Wilayah Administrasi 

Secara astronomis, Kabupaten Tanah Datar terletak pada 00°17” - 

00°39” Lintang Selatan dan 100°19”-100°51” Bujur Timur. Berdasarkan 

letak administrasinya, Kabupaten Tanah Datar mempunyai batas-batas 

wilayah sebagai berikut : 

 

Batas Kabupaten/Kota 

Utara Kabupaten Agam dan Kabupaten Lima Puluh Kota 

Selatan Kabupaten Solok 

Barat Kabupaten Padang Pariaman 

Timur Kota Sawahlunto dan Kabupaten Sijunjung 

  

Kabupaten Tanah Datar mempunyai luas wilayah 1.336 km2  atau 

133.600 ha, atau sekitar 3,16% dari luas wilayah Provinsi Sumatera Barat 

(42.297,30 km2), menjadikan Kabupaten Tanah Datar sebagai kabupaten 

dengan wilayah paling kecil kedua di Provinsi Sumatera Barat setelah 

Kabupaten Padang Pariaman. Secara administratif, Kabupaten Tanah 

Datar dibagi menjadi 14 kecamatan, 75 nagari dan 395 jorong. Kecamatan 

paling luas adalah Kecamatan Lintau Buo Utara dengan luas 20.431 Ha 

atau 15,29% dari luas wilayah Kabupaten Tanah Datar. Sedangkan 

kecamatan terkecil adalah Kecamatan Tanjung Baru dengan luas 4.315 Ha 

atau 3,23% dari luas wilayah Kabupaten Tanah Datar. Komposisi luas 

wilayah berdasarkan kecamatan dapat dilihat pada Tabel 2.1 dan Gambar 

2.1 : 

Tabel 2.1 

Luas Wilayah Administrasi Kecamatan di Kabupaten Tanah Datar 

No Kecamatan Luas (Ha) Persentase 
Jumlah 

Nagari Jorong 

1. X Koto 15.202 11,38 9 41 

2. Batipuh 14.427 10,8 8 49 

3. Batipuh Selatan 8.273 6,19 4 17 

4. Pariangan 7.643 5,72 6 21 

5. Rambatan 12.915 9,67 5 33 

6. Lima Kaum 5.000 3,74 5 33 
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No Kecamatan Luas (Ha) Persentase 
Jumlah 

Nagari Jorong 

7. Tanjung Emas 11.205 8,39 4 19 

8. Padang Ganting 8.350 6,25 2 7 

9. Lintau Buo 6.022 4,51 4 22 

10. Lintau Buo Utara 20.431 15,29 5 63 

11. Sungayang 6.545 4,9 5 14 

12 Sungai Tarab 7.185 5,38 10 32 

13. Salimpaung 6.088 4,58 6 27 

14. Tanjung Baru 4.315 3,23 2 17 

 Jumlah 133.600 100 75 395 

Sumber: BPS Kabupaten Tanah Datar, 2015 

Gambar 2.1  Peta Administrasi Kabupaten Tanah Datar 

 

2.1.1.2 Topografi 

Kabupaten Tanah Datar merupakan wilayah dengan kondisi topografi 

bervariasi mulai dari datar, bergelombang hingga berbukit dengan elevasi   

± 200 – 1.000 m dpl. Berdasarkan kemiringan lahan, wilayah Kabupaten 

Tanah Datar terbagi sebagaimana digambarkan dalam Tabel 2.2: 

Tabel 2.2 

Luas Wilayah Berdasarkan Kemiringan Lahan 

Klasifikasi Kemiringan Lereng (%) Luas (Ha) Persentase (%) 

Datar dan agak landai 0 – 3 6.189 4,63 

Landai 3 – 8 3.594 2,69 

Bergelombang 8 – 15 43.922 32,88 

Agak Curam 15 – 30 79.895 59,80 

Curam 30 – 45 - - 

Sangat Curam > 45 - - 

Sumber: RTRW Kabupaten Tanah Datar 2011 – 2031 
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Gambar 2.2 Peta Topografi 

 

2.1.1.3 Hidrologi 

Hidrologi adalah data yang berkaitan dengan kondisi keairan, baik air 

permukaan maupun air tanah yang ada pada suatu wilayah. Kondisi 

hidrologi suatu kawasan sangat dipengaruhi oleh kondisi curah hujan, 

jenis batuan, jenis tanah serta tingkat kemiringan dan kondisi tutupan 

lahan. Kondisi hidrologi di Kabupaten Tanah Datar cukup baik dengan pola 

aliran bersifat dendritik. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya sumber air. 

 

Air Permukaan 

Air permukaan adalah air yang muncul atau mengalir di permukaan 

seperti mata air, danau, sungai dan rawa. Potensi air permukaan 

dipengaruhi oleh kondisi topografi, jenis batuan dan material penyusun 

tanah, penggunaan lahan, curah hujan dan aktifitas manusia. Potensi air 

permukaan sebagian besar berasal dari berbagai mata air yang banyak 

terdapat di Kabupaten Tanah Datar yang mengalir melalui sungai-sungai 

kecil di sekitar perbukitan dengan pola aliran berbentuk radial serta 

berbentuk dendritik untuk cabang-cabang sungai besar. 

Kabupaten Tanah Datar memiliki 5 (lima) sungai besar dan 208 (dua 

ratus delapan) sungai kecil yang tersebar di seluruh kecamatan. 

Kebanyakan dari air sungai-sungai tersebut bersumber dari lereng-lereng 

gunung, seperti Gunung Marapi, Gunung Singgalang, Gunung Sago serta 

Gugusan Bukit Barisan. Sebagian besar wilayah Kabupaten Tanah Datar 

merupakan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang mengalir ke arah timur yaitu 

DAS Indragiri dengan pola dendritik, namun untuk sungai di sekitar 

Danau Singkarak pola aliran sungai yang terbentuk adalah pola 
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rectangular dengan sungai utama adalah Batang Ombilin dan sebagian 

mengalir dengan pola dendritik terutama cabang-cabang sungai besar. 

Untuk jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.3 berikut: 

Gambar 2.3 Peta Hidrologi 

 

Air Tanah 

Air tanah terdiri dari air tanah dangkal dan air tanah dalam. Air 

tanah dangkal adalah air tanah yang umumnya digunakan oleh 

masyarakat sebagai sumber air bersih berupa sumur-sumur gali. Potensi 

air tanah dapat diketahui dari kedalaman sumur gali masyarakat dan 

sifat fisik tanah/batuan dalam kaitannya sebagai pembawa air. 

Di Kabupaten Tanah Datar sebagian kecil masyarakat masih 

menggunakan sumur gali sebagai cadangan persediaan air bersih pada 

saat air PDAM mengalami gangguan. Masyarakat yang menggunakan 

sumur gali sebagai sumber air bersih tersebar di Kabupaten Tanah Datar 

khususnya daerah permukiman. 

 

2.1.1.4 Geologi 

Berdasarkan peta geologi lembaran Padang dan lembaran Solok, 

Kabupaten Tanah Datar secara geologi mempunyai beberapa formasi 

geologi : 

1. Anggota bawah formasi Ombilin batu kuarsa yang mengandung mika, 

sisipan arkose, serpih lempungan (liat), konglomerat kuarsa dan 

batubara 

2. Anggota filit dan serpih formasi Kuantan, serpih dan filit sisipan 

batusabak, batu lanau, rijang dan aliran lava 
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3. Andesit dari gunung berapi dan lahar di sekeliling Gunung Marapi, 

konglomerat dan endapan-endapan kolovium di bagian barat Danau 

Singkarak 

4. Granit kapur bersusunan leuco-granit sampai monzonit kuarsa, 

umumnya bertekstur faneritik-forfiritik 

5. Formasi brani, konglomerat dengan sisipan pasir dan Tuf batu apung. 

Gambar 2.4  Peta Geologi 

 

2.1.1.5 Klimatologi 

Kabupaten Tanah Datar mempunyai sebaran curah hujan antara 

1.750 – 4.000 mm per tahun dengan sebaran wilayahnya sebagai berikut: 

1. Wilayah dengan curah hujan antara 3.000 – 4.000 mm per tahun tanpa 

ada bulan kering  meliputi wilayah di sekitar pinggang Gunung Marapi 

yang meliputi wilayah di Kecamatan X Koto dan Pariangan. 

2. Wilayah dengan curah hujan antara 2.500 – 3.000 mm per tahun 

dengan bulan kering kurang dari 2 bulan, meliputi  wilayah di sekitar 

Kecamatan Pariangan, Lima Kaum, Lintau Buo, Batipuh dan Batipuh 

Selatan. 

3. Wilayah dengan curah hujan antara 2.000 – 2.500 mm per tahun 

dengan bulan kering 4 sampai 6 bulan, meliputi wilayah di sekitar 

Kecamatan Batipuh, Batipuh Selatan, Salimpaung, Sungai Tarab, 

Sungayang dan bagian utara kecamatan Tanjung Emas. 

4. Wilayah dengan curah hujan antara 1.750 – 2.000 mm per tahun , 

meliputi wilayah di sekitar Kecamatan Batipuh, X Koto dan Rambatan. 
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Berdasarkan peta agroklimat Provinsi Sumatera Barat (zona iklim 

menurut Oldeman), Kabupaten Tanah Datar mempunyai beberapa zona 

agroklimat, yaitu : 

1. Wilayah bagian barat mempunyai zona iklim A dan B1, dimana zona 

iklim A mempunyai bulan basah lebih dari 9 bulan/tahun dan bulan 

kering kurang dari 2 bulan/tahun, sedangkan zona iklim B1 mempunyai 

bulan basah 7-9 bulan/tahun dan bulan kering kecil 2 bulan/tahun 

(bulan basah: curah hujan  besar dari 200 mm/bulan dan bulan kering: 

curah hujan kecil dari 100 mm/bulan). 

2. Wilayah bagian tengah dan utara mempunyai zona iklim C1, dengan 

bulan basah 5-6 bulan/tahun dan bulan kering kurang dari 2 bulan 

/tahun, dan zona iklim D1 dengan bulan basah 3-4 bulan/tahun 

dengan bulan keringnya kurang 2 bulan/tahun 

3. Wilayah bagian timur dan selatan mempunyai zona iklim D2 dengan 

bulan basah 3-4 bulan/tahun dengan bulan kering 2-3 bulan /tahun. 

Gambar 2.5  Peta Curah Hujan 

 

2.1.1.6 Jenis Tanah 

Berdasarkan faktor-faktor pembentukan tanah yang terdiri dari 

bahan induk, iklim, topografi, vegetasi dan waktu geologis, maka di 

wilayah ini terdapat beragam jenis tanah yaitu (1) Entisols, (2) Inceptisol, 

(3) Andosols, (4) Ultisols,(5) Oxisol, (6) Vertisol dan (7) Psamment/Regosols 

pergunungan. 

Tanah Andosols  tersebar  di wilayah sekitar kaki Gunung Marapi, 

Inceptisol, Ultisols dan Oxisol  tersebar di wilayah bagian timur dan 

selatan, sedangkan Entisols tersebar di sekitar kawasan hutan lindung dan 

Vertisol tersebar di sekitar daerah Rambatan. 
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Gambar 2.6  Peta Jenis Tanah 

 

2.1.1.7 Penggunaan Lahan 

Luas wilayah Kabupaten Tanah Datar secara keseluruhan adalah 

133.600 ha, terdiri dari lahan pertanian seluas 108.794 ha (81.43%) dan 

lahan bukan pertanian seluas 24.806 ha (18.57%). Lahan pertanian terdiri 

dari lahan sawah seluas 22.945 ha dan lahan bukan sawah seluas 85.849 

ha.   

Tabel 2.3 

Luas Lahan Pertanian dan Lahan Bukan Pertanian per Kecamatan 

No. Kecamatan 

Lahan Pertanian (ha) Lahan 
Bukan 

Pertanian 
(ha) 

Total (ha) Lahan 
Sawah 

Lahan 
Bukan 
Sawah 

1. X Koto 2.358 12.498 433 15.289 

2. Batipuh 2.229 10.808 1.398 14.435 

3. Batipuh Selatan 912 6.296 1.065 8.273 

4. Pariangan 2.088 1.895 3.660 7.643 

5. Rambatan  2.013 4.954 5.948 12.915 

6. Lima Kaum 1.560 1.893 1.547 5.000 

7. Tanjung Emas 1.642 6.769 2.794 11.205 

8. Padang Ganting 987 5.921 1.452 8.360 

9. Lintau Buo 942 3.984 1.096 6.022 

10. Lintau Buo Utara 2.431 16.368 1.527 20.326 

11. Sungayang 1.158 2.725 2.662 6.545 

12. Sungai Tarab 2.402 4.384 3.99 7.185 

13. Salimpaung 1.311 3.764 193 5.268 

14. Tanjung Baru 912 3.590 632 5.134 

 Jumlah 22.945 85.849 24.806 133.600 

Sumber: BPS Kabupaten Tanah Datar, 2015 
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Berdasarkan Tabel 2.3, pertanian masih mendominasi kegiatan 

ekonomi masyarakat pada umumnya. Namun demikian, luas lahan sawah 

seluruhnya hanya 17.17 % dari total luas wilayah, yang terdiri dari sawah 

irigasi dan sawah tadah hujan. Lahan pertanian selebihnya adalah lahan 

pertanian bukan sawah. Sawah irigasi seluruhnya ditanami padi dengan 

frekuensi tanam 2 (dua) kali dalam setahun. Sedangkan sawah tadah 

hujan paling banyak dapat ditanami 1 (satu) kali dalam setahun. Tabel 2.4 

menggambarkan luas sawah berdasarkan kecamatan: 

Tabel 2.4 

Luas Sawah menurut kecamatan, dalam hektar (ha) 

No. Kecamatan Sawah Irigasi 
Sawah Tadah 

Hujan 
Total 

1. X Koto 2.358 - 2.358 

2. Batipuh 2.071 158 2.229 

3. Batipuh Selatan 723 189 912 

4. Pariangan 1.788 300 2.088 

5. Rambatan  1.619 394 2.013 

6. Lima Kaum 1.003 557 1.560 

7. Tanjung Emas 1.360 282 1.642 

8. Padang Ganting 692 295 987 

9. Lintau Buo 576 366 942 

10. Lintau Buo Utara 1.914 517 2.431 

11. Sungayang 1.069 89 1.158 

12. Sungai Tarab 1.580 822 2.402 

13. Salimpaung 617 694 1.311 

14. Tanjung Baru 558 354 912 

 Jumlah 17.928 5.017 22.945 

Sumber: BPS Kabupaten Tanah Datar 2015 (Publikasi Luas Lahan Kabupaten 
Tanah Datar 2014) 

 

Selanjutnya, rincian luas lahan pertanian bukan sawah dapat dilihat dalam 

Tabel 2.5 : 

Tabel 2.5 

Luas Lahan Pertanian Bukan Sawah, Menurut Kecamatan, dalam hektar (ha) 

No. Kecamatan 
Tegal/ 
Kebun 

Ladang
/Huma 

Perkebu
nan 

Pohon/  

Hutan 
Rakyat 

Padang 
Rumput 

Tidak 

Diusah
akan 

Lainnya Total 

1. X Koto 2.480 0 0 1.477 0 0 8.541 12.498 

2. Batipuh 1.151 1.100 585 5.171 251 0 2.550 10.808 

3. Batipuh 
Selatan 

1.309 0 631 2.313 0 534 1.509 6.296 

4. Pariangan 671 0 600 609 0 0 15 1.895 

5. Rambatan  4.036 85 0 527 219 0 87 4.954 

6. Lima Kaum 0 0 1.623 216 0 0 54 1.893 

7. Tanjung 
Emas 

1.702 0 0 349 0 3 4.715 6.769 
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No. Kecamatan 
Tegal/ 
Kebun 

Ladang
/Huma 

Perkebu
nan 

Pohon/  

Hutan 
Rakyat 

Padang 
Rumput 

Tidak 

Diusah
akan 

Lainnya Total 

8. Padang 
Ganting 

2.856 0 0 2.720 0 0 345 5.921 

9. Lintau Buo 739 0 1.369 1.570 0 14 292 3.984 

10. Lintau Buo 
Utara 

5.128 604 4.230 1.425 0 40 4.941 16.368 

11. Sungayang 282 0 1.292 0 0 0 1.151 2.725 

12. Sungai Tarab 2.710 0 372 60 0 128 1.114 4.384 

13. Salimpaung 736 1.424 0 1.552 0 0 52 3.764 

14. Tanjung 
Baru 

846 1.515 0 1.037 2 110 80 3.590 

 Jumlah 24.646 4.728 10.702 19.026 472 829 25.446 85.849 

Sumber: BPS Kabupaten Tanah Datar 2015 (Publikasi Luas Lahan Kabupaten Tanah Datar 2014) 

 

Berdasarkan Tabel 2.5, lahan kebun/tegal paling luas ada di 

Kecamatan Lintau Buo Utara, sedangkan yang paling kecil ada di 

Kecamatan Sungayang. Kecamatan Lintau Buo Utara, selain memiliki 

lahan kebun/tegal terluas, juga menjadi daerah dengan lahan perkebunan 

terluas. Hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah di beberapa 

wilayah kecamatan terdapat kegiatan masyarakat yang menyebabkan 

terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian, dan terdapat 

lahan yang tidak diusahakan yang jumlah luas keseluruhannya mencapai 

829 ha; lahan yang tidak diusahakan terluas berada di Kecamatan Batipuh 

Selatan (534 ha). 

 

2.1.2 Wilayah Rawan Bencana 

Kabupaten Tanah Datar memiliki bentang alam yang bervariasi, yaitu 

posisinya berada di antara 2 (dua) gunung yang masih aktif yaitu Gunung 

Marapi dan Gunung Singgalang, memiliki morfologi bergelombang, banyak 

dilalui sungai-sungai besar serta dilalui jalur sesar besar Sumatera (Sesar 

Semangko) sehingga menyebabkan Kabupaten Tanah Datar rentan 

terhadap bencana. 

Potensi bencana yang ada di Kabupaten Tanah Datar diantaranya adalah: 

 

2.1.2.1 Gempa Bumi 

Gempa bumi di Kabupaten Tanah Datar disebabkan oleh adanya jalur 

sesar aktif yang melalui wilayah Tanah Datar yang memanjang mulai dari 

Teluk Semangko di tenggara hingga Banda Aceh. Nagari yang berpotensi 

rawan bencana gempa yaitu Nagari Gunung Rajo dan Nagari Pitalah 

karena kedua nagari tersebut berada tepat di jalur sesar. Sedangkan 

daerah yang harus diwaspadai dengan gempa tektonik adalah Kecamatan 
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Batipuh, Batipuh Selatan, Salimpaung dan Kecamatan X Koto bagian 

Timur. 

 

2.1.2.2 Gerakan Tanah (Longsoran) 

Wilayah Kabupaten Tanah Datar yang merupakan bagian dari 

jajaran Pegunungan Bukit Barisan secara geologi memiliki potensi 

terjadinya gerakan tanah. Beberapa penyebab terjadinya gerakan tanah, 

antara lain: 

a. Faktor keairan (curah hujan) yang tinggi dan geologi yang kompleks 

pada wilayah ini. 

b. Faktor aktivitas manusia merupakan faktor yang paling dominan 

sebagai penyebab terjadinya bencana gerakan tanah, misalnya 

tataguna lahan yang tidak sesuai dengan topografi dan struktur geologi 

setempat, pemotongan kaki bukit untuk wilayah pemukiman dan 

pelebaran jalan. 

c. Kondisi morfologi yang bergelombang. 

 

Jenis gerakan tanah yang sering terjadi adalah jenis longsoran 

bahan rombakan (debris slide) dan aliran bahan rombakan (debris 

avalanche). Berdasarkan hasil studi pemetaan mengenai gerakan tanah di 

Kabupaten Tanah Datar dan sekitarnya, jenis gerakan tanah yang dijumpai 

berupa longsoran bahan rombakan dan nendatan, selain itu dijumpai juga 

beberapa gawir gerakan tanah lama. Di bawah ini akan diuraikan 

mengenai kondisi lahan yang memiliki potensi bencana gerakan tanah, 

serta lokasi penyebarannya, sebagai berikut: 

a. Breksi, lapuk, bersifat berai - mudah tererosi, fragmen andesit dan 

material vulkanik lainnya dengan ukuran fragmen kerikil-bongkah 

berada di zona patahan sehingga sangat labil terhadap gerakan tanah 

terdapat di sekitar Jalan Padang Panjang - Singkarak, Nagari Subang 

Anak Kecamatan Batipuh. 

b. Pengamatan lapangan dari formasi endapan Kuarter Marapi yang relatif 

labil terhadap gerakan tanah, terdapat di Jalan Padang Panjang - 

Batusangkar, Bukit Tampang Biaro, Sikaladi, Kecamatan Pariangan 

c. Pemaprasan tebing yang tidak mengikuti kaidah kestabilan lereng 

sangat berbahaya bagi pengguna fasilitas jalan, terdapat di Desa 

Baruah Bukik Kecamatan Sungayang. 

d. Granit, coklat-putih, tergerus kuat, bidang gerusan terisi oleh lempung, 

lapukan granit berukuran pasir kasar - kerikil kasar, mineral lapuk: 
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kuarsa, feldspar, biotit (inset: kontak antara granit lapuk dan masif 

yang dibatasi oleh bidang patahan). 

e. Gerakan tanah bersifat rayapan terdiri dari material halus (klastik) 

berupa lahar, abu-abu, fragmen rempah-rempah vulkanik terdiri dari 

andesit dan material gunung api lainnya. Lokasi terdapat di perbatasan 

Kota Padang Panjang – Kabupaten Tanah Datar 

Gambar 2.7 Peta Rawan Bencana Tanah Longsor 

 

2.1.2.3 Gunung  Marapi 

Selain gempa bumi dan gerakan tanah, potensi bencana lainnya 

adalah letusan gunung api aktif, yaitu Gunung Marapi. Bahaya yang 

ditimbulkan letusan gunung api adalah terjadinya aliran lava, awan panas, 

gas beracun, lahar primer pada letusan gunung api yang mempunyai 

danau kawah, lahar sekunder atau sering disebut lahar hujan dan 

gelombang pasang. Daerah rawan letusan gunung api terdapat pada 

daerah sekitar lembah sungai yang berhulu di lereng atas Gunung Marapi 

memanjang hingga ke lereng bawah. 

Daerah-daerah yang perlu diwaspadai jika aktifitas Gunung Marapi 

kembali aktif diantaranya: Bulan Sarik, Guguk, Labuatan dan Batur 

(Kecamatan Pariangan); Lumbung Bapereng, Tanjung Lado Ateh Bukik, 

Pasir Laweh dan Talang Tangah (Kecamatan Sungai Tarab); serta Koto 

Baru, Kayu Tanduak, Marapi, Hilia Balai (Kecamatan X Koto); Andaleh dan 

Sabu (Kecamatan Batipuh); daerah-daerah tersebut diindikasikan sebagai 

jalur lahar jika terjadi letusan.  

Pengamanan daerah rawan letusan gunung api dapat diklasifikasikan 

sebagai berikut: 
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a. Kawasan Bahaya I dengan radius 0 – 2 Km dari puncak gunung. 

b. Kawasan Bahaya II dengan radius 3 – 7 Km dari puncak gunung. 

c. Kawasan bahaya III dengan radius 8 – 14 Km dari puncak gunung. 

 

Dari pembahasan mengenai potensi bencana di atas, berdasarkan 

kriteria kawasan lindung untuk kawasan rawan bencana alam adalah 

kawasan yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi mengalami 

bencana alam seperti letusan gunung berapi, gempa bumi dan tanah 

longsor serta gelombang pasang dan banjir, maka kawasan-kawasan yang 

berada pada jalur atau radius bencana diarahkan menjadi kawasan 

berfungsi lindung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8 Peta Rawan Bencana Gunung Api 

 

2.1.3 Potensi Pengembangan Wilayah 

Sesuai dengan kebijakan pengembangan ekonomi daerah Kabupaten 

Tanah Datar yang telah disusun dalam Master Plan Pengembangan 

Ekonomi Daerah (MP2ED) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 - 2025, 

potensi pengembangan wilayah Kabupaten Tanah Datar dibagi ke dalam 6 

koridor pembangunan ekonomi. Pembagian koridor ini berdasarkan potensi 

dan keunggulan masing-masing ruas jalan yang tersebar di seluruh 

wilayah Kabupaten Tanah Datar. 
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2.1.3.1  Koridor I: “Sentra Tanaman Pangan dan aneka ragam 

pengolahannya” 

Gambar 2.9 

Peta Koridor I 

 

Tabel 2.6 

Data Potensi Komoditas Utama Koridor I 

Pusat 
Pertumbuhan 

Ruas Jalan Kecamatan 
Komoditas 

Utama 
Luas (ha) 

Produksi 
(ton) 

Kota Batusangkar 
sebagai PKL (Pusat 
Kegiatan Lokal) 

Kota Batusang 
kar, Limo 

Kaum, 
Pariangan, 
Bati puh, 

batas Kota 
Padang 
Panjang  

Lima Kaum,   
Pariangan, 
Batipuh   

Padi  Sawah*)  11.740 63.396 

Sumber: Master Plan Pembangunan Ekonomi Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 - 2025 

 

Selain komoditas utama tersebut, di Koridor ini terdapat beberapa 

komoditas/lapangan usaha pendukung  sebagaimana dapat dilihat pada 

Tabel 2.7 : 

Tabel 2.7 
Data Potensi Komoditas Pendukung Koridor I 

No Komoditas Pendukung Volume Produksi 

1. Ubi jalar  1.609 Ha 42.941 Ton  

2. Kacang tanah  343 Ha  517 Ton 

3. Itik Pitalah petelur 61.140 ekor 278,8 ton  telur  

4. Tanah Erpah di Sabu  300 ha  

Sumber :  Master Plan Pembangunan Ekonomi Daerah Kabupaten Tanah Datar 
Tahun 2016 – 2025 
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Selain potensi pendukung dalam bentuk komoditas sektor pertanian 

dan sub-sub sektornya, di koridor ini juga terdapat potensi wisata yang 

memiliki nilai ekonomi signifikan untuk dikembangkan.  Potensi wisata itu 

dapat diperinci berdasarkan kecamatannya yaitu: 

1. Kecamatan Lima Kaum 

a. Batu Batikam  

b. Kubu Rajo 

c. Rumah Datuak Bandaro Kuniang 

2. Kecamatan Pariangan  

a. Balairong Sari 

b. Sawah Satampang Baniah 

c. Nagari Tuo Pariangan (Kuburan Panjang dan Aia Angek) 

 

Hal lain yang akan mendukung pengembangan Koridor I ini adalah 

perluasan ruas jalan Batusangkar - Kubu Karambia. Koridor I secara 

geostrategis menjadi gerbang lalu lintas utama menuju dari dan ke pusat 

ibukota Kabupaten Tanah Datar (Kota Batusangkar) yang merupakan PKL 

(Pusat Kegiatan Lokal) sebagaimana yang dinyatakan dalam RTRW 

Kabupaten Tanah Datar tahun 2011-2031.  Secara umum, Koridor I telah 

berkembang dengan baik di bidang ekonomi dan sosial dengan kegiatan 

ekonomi utama seperti pertanian padi sawah, penamanan sawo, kopi, 

kacang tanah, industri makanan ringan khas daerah, wisata budaya 

(Pariangan), dan berbagai kegiatan ekonomi lainnya namun dalam skala 

ekonomi dan jenis usaha yang masih kecil. 

Berdasarkan perhitungan komoditas unggulan di koridor I dengan 

mempertimbangkan perbandingan antara luas lahan yang dihitung dalam 

hektar dengan jumlah produksi dalam hitungan tonase, maka didapatkan 

komoditas unggulan yaitu: padi sawah, dengan nilai produktivitas sebesar 

63,396 ton per tahun. 

Koridor I berfokus pada dua kegiatan ekonomi utama, yaitu 

pengembangan padi sawah dan ubi jalar yang memiliki potensi yang lebih 

besar untuk menjadi penggerak ekonomi koridor ini. Di samping itu 

diperlukan peningkatan area penanaman, hal lain yang dapat dilakukan 

untuk meningkatkan produksi padi sawah adalah dengan pengembangan 

teknologi padi salibu dan penganekaragaman hasil pengolahan yang 

berasal dari beras dan ubi jalar.  

 

Dari uraian di atas dapat dibuat rangkuman dalam Tabel 2.8 : 
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Tabel 2.8 

Arah Pengembangan Koridor I 

Koridor I dengan 

kota Batu 

Sangkar sebagai 

PPL (Pusat 

Pengembangan 

Lokal) 

Tema 

pembangunan 

“Sentra Tanaman 

Pangan dan 

aneka ragam 

pengolahannya” 

Pusat 

pertumbuhan 

ekonomi meliputi 

kecamatan: Lima 

Kaum, Pariangan,  

Batipuh 

Kegiatan Ekonomi 

Utama: 

1. Padi sawah 

2. Ubi jalar  

    

Sumber : Master Plan Pembangunan Ekonomi Daerah Kabupaten Tanah Datar 2016 - 2025 
 

 

2.1.3.2 Koridor II: “Pengembangan Agribisnis Hortikultura Dataran 

Tinggi dan Industri Kerajinan” 

Gambar 2. 10 

Peta Koridor II 
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Tabel 2.9 

Potensi Komoditas Utama Koridor II 

Pusat 
Pertumbuhan 

Ruas Jalan Kecamatan 
Komo-
ditas 

Utama 

Luas 
(ha) 

Produksi (ton) 

Koto baru 
sebagai PPL 
(Pusat Pela 
yanan Lingku 
ngan) 

Lembah 
Anai, Batas 
Kota Padang 
Panjang, 
Panyala ian, 
Aia Angek, 
Koto Baru, 
dan Pandai 
Sikek 

X KOTO Cabe 1.300 6.402,9 

Wortel 524 4.583 

Kubis 572 11.216,5 

Tomat 554 4.953,4 

Jeruk 11,50  19,10 

Sumber : Master Plan Pembangunan Ekonomi Daerah Kabupaten Tanah Datar 2016 - 2025 

 

Aktivitas ekonomi pendukung di koridor ini diantaranya adalah : 

1) Kerajinan Songket  Pandai Sikek dengan jumlah unit usaha kecil 

menengah sebanyak 450 dengan kemampuan produksi sebanyak 5.712 

unit pertahun. 

2) Industri gula semut, aktivitas ekonomi ini masih baru akan 

dikembangkan dimana potensi pasarnya cukup memadai 

3) Perkebunan  tebu dengan luas tanam 360 Ha dengan produktivitas 

sebesar 551, 585 ton pertahun 

4) Pembuatan gula merah dengan kemampuan produksi 200-250 kg/hari 

5) Potensi wisata alam : Air Mancur, view alam, minat khusus, 

hotel/cottage Aia Angek, rumah budaya, rumah puisi, pendakian 

Gunung Marapi dan Singgalang 

6) Kawasan sayur segar yang merupakan kawasan KASO (Kawasan 

Sayur Organik) 

7) Rencana pembangunan jalan tol oleh Pemerintah Provinsi Sumatera 

Barat yang menghubungkan Kota Padang dengan Kota Bukittinggi 

8) Pengaktifan kembali rel Kereta Api 

 

Koridor II berfokus pada kegiatan ekonomi utama, yaitu pengembangan 

kubis (Brassica oleracea var. otrytis L. subvar. cauliflora DC), 

pengembangan songket dan pengembangan pertanian sayuran holtikultura 

yaitu tomat dan wortel yang memiliki potensi yang lebih besar untuk 

menjadi penggerak ekonomi koridor ini. Di samping diperlukan 

peningkatan luas areal penanaman, hal lain yang dapat dilakukan untuk 

meningkatkan pertumbuhan produksi kubis, tomat dan wortel adalah 

dengan penganekaragaman hasil pengolahannya. 

Dari uraian di atas dapat dibuat rangkuman sebagaimana tabel 2.10 : 

 



RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 – 2021 II -  26 

 

Tabel 2.10 

Arah Pengembangan Koridor II 

Koto Baru 

sebagai PPL 
(Pusat 

Pelayanan 

Ling kungan) 

Tema 

Pembangunan: 
“Pengembangan 

agribisnis 

hortikultura 

dataran tinggi dan 

industri kerajinan” 

Pusat pertumbuh 

an ekonomi men 
cakup wilayah: 

Lembah Anai, 

Batas Kota 

Padang Panjang, 

Panyalaian, Aia 
Angek,   Pandai 

Sikek 

Kegiatan Ekonomi 

Utama: 
1. Holtikultura 

2.  Songket  

    

    

Sumber : Master Plan Pembangunan Ekonomi Daerah Kabupaten Tanah Datar 2016 - 2025 
 

 

2.1.3.3 Koridor III : “Sentra Pengembangan Ternak Kecil Dan Budidaya 

Ikan” 

Gambar 2. 11 
Peta Koridor III 
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Tabel 2.11 

Data Potensi Komoditas Utama Koridor III 

Pusat 
Pertumbuhan 

Ruas Jalan Kecamatan 
Komoditas 

Utama 
Potensi 

Produksi 
Per tahun 

Tabek Patah 

sebagai PPK 

(Pusat 

Pelayanan 

Kawasan) 

Batusangkar 

Sungai Tarab 

Salimpaung,  

Tanjung Baru 

Batas Kab. 

Lima Puluh 

Kota 

Tanjuang 

Baru, 

Salim- 

paung, 

Sungai 

Tarab 

Ternak 

kambing  

10.016 

ekor 

13,4  ton 

daging  

15.400 liter 

Susu 

Perikanan 

Darat 

179,03 

ha 

759,4 ton 

Sumber : Master Plan Pembangunan Ekonomi Daerah Kabupaten Tanah Datar 2016 - 2025 
 

Komoditas Pendukung yang terdapat di Koridor III adalah: 

1. Padi sawah dengan luas panen 8,773 Ha dengan jumlah produksi 

sebesar 47,564 ton dengan produktivitas rata-rata sebesar 5,357 ton 

pertahun 

2. Industri hasil pangan dibawah ASIPA (Asosiasi Industri Pangan) 

Tanah Datar memproduksi kawa daun, produk makanan pisang 

sale, keripik talas, keripik pisang, keripik ubi kayu, kopi  

 

Tabel  2.12 

Potensi Komoditas Pendukung pada Koridor III 

No Komoditas Luas (ha) Produksi (ton) 

1. Padi sawah  8,773 47,564 

2. Ubi Jalar  5210 323,77 

3. Alpokat  253,28 324 

4. Perikanan Darat 179,03 759,4 

5. Pisang  258,07 438,5 

6. Cassiavera  1.602 772,94 

7. Kopi  724,5 ha  326  

8. Sumber Air Ulakan Sungai Tarab 

Depan Masjid  

1  lokasi  Potensi pariwisata 

Minat Khusus 

9. Panorama Tabek Patah 1  lokasi  Wisata alam 

10. Panorama Puncak Alai 1  lokasi  Wisata alam 

Sumber : Master Plan Pembangunan Ekonomi Daerah Kabupaten Tanah Datar 2016 - 2025 

 

Koridor III secara geostrategis menjadi gerbang lalu lintas utama menuju 

dari dan ke arah utara pusat ibukota Kabupaten Tanah Datar (Kota 

Batusangkar) dengan Tabek Patah sebagai PPK (Pusat Pelayanan Kawasan) 

sebagaimana yang dinyatakan dalam RTRW Kabupaten Tanah Datar tahun 

2011-2031.  Secara umum, Koridor III telah berkembang dengan baik di 

bidang ekonomi dan sosial dengan kegiatan ekonomi utama seperti 
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pertanian ubi jalar, alpokat, perikanan darat, pisang, cassiavera dan ternak 

kambing, dan berbagai kegiatan ekonomi lainnya namun dalam skala 

ekonomi dan jenis usaha yang masih berskala kecil.  

Berdasarkan perhitungan komoditas unggulan di koridor III yang 

dilakukan dengan mempertimbangkan perbandingan antara luas lahan 

yang dihitung berdasarkan hektar dengan jumlah produksi dalam hitungan 

tonase, maka didapatkan komoditas unggulan yaitu: 

1) Ternak kambing, 

2) Perikanan darat dengan nilai produktivitas sebesar 4,241747193 

 

Dengan demikian koridor III berfokus pada dua kegiatan ekonomi utama, 

yaitu pengembangan ternak kambing dan perikanan darat yang memiliki 

potensi yang lebih besar untuk menjadi penggerak ekonomi koridor ini.  

Tabel 2.13 

Arah Pengembangan Koridor III 

Tabek Patah 

sebagai PPK 

(Pusat Pelayanan 

Kawasan) 

Tema 

pembangunan: 

“Sentra 

Pengembangan 

Ternak Kecil Dan 

Budidaya Ikan” 

Pusat pertumbuhan 

ekonomi mencakup: 

Barulak, Tabek 

Patah, Sungai Tarab-

batas Kota Batu 

Sangkar  

Kegiatan Ekonomi 

Utama: 

1. Ternak 

kambing 

2. Perikanan 

darat 

    

    

Sumber : Master Plan Pembangunan Ekonomi Daerah Kabupaten Tanah Datar 2016 - 2025 

 

Untuk mendukung pengembangan usaha budi daya perikanan ini maka 

pemerintah daerah berserta kelompok pelaku usaha harus berupaya untuk 

mengembangkan BBI (Balai Benih Ikan) yang telah ada menjadi Pusat Alih 

Tekhnologi Perikanan Darat yang akan menjadi sentra bagi upaya 

pengembangan tekhnologi dan inovasi perikanan darat di wilayah ini pada 

umumnya dan Koridor ini khususnya. Di bagian inilah perbaikan 
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tekhnologi budidaya, bibit dan keterampilan pelaku usaha dikembangkan. 

Dengan demikian, upaya pengembangan budidaya perikanan darat ini 

akan lebih terdorong baik secara kuantitas maupun kualitas produksinya. 

 

2.1.3.4 Koridor IV : “Sentra Pengembangan dan  Pengolahan  Kakao” 

 

Gambar 2.12 
Peta Koridor IV 

 

Tabel 2.14 

Data Potensi Komoditas Utama Koridor IV 

Pusat 
Pertumbuhan 

Ruas Jalan Kecamatan 
Komoditas 

Utama 
Luas (ha) 

Produksi 
(ton/ 

tahun) 

Balai Tangah 

sebagai PKLp 

(Pusat 
Kegiatan Lokal 
promosi) 

Batusangkar,  

Sungayang, 

Andaleh, Pato, 
BalaiTangah, 
Tanjuang Bonai, 
Buo,  Tigo 
Jangko, 
Sitangkai  

Sungayang, 

Lintau Buo, 

Lintau Buo  
Utara 

Kakao  1.158 877,67 

Sumber : Master Plan Pembangunan Ekonomi Daerah Kabupaten Tanah Datar 2016 - 2025 

 

Komoditas lain dan aktivitas pendukung di Koridor IV dapat dilihat pada 

Tabel 2.15 : 

Tabel 2.15 

Potensi Komoditas Pendukung di Koridor IV 

No. Jenis Komoditas/Aktivitas Potensi Produksi (ton) 

1. Durian (Sungayang dan Lintau Buo 
Utara) 

133,89 Ha 3235,2 
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No. Jenis Komoditas/Aktivitas Potensi Produksi (ton) 

2. Karet  3.381,28 Ha 4.158,29 

3. Tembakau  51,5 Ha 25,612  

4. Tebu  2.398,03 Ha 3301,97 

5. Aren  394,50 Ha 628,1 

6. Padi Sawah  8,593 Ha 44,590 

7. Ayam Ras Petelur (populasi)  806.000  Ha 59,88 

8. Perikanan (Lintau Buo Utara) 103,7  Ha 322 

9. Puncak Pato (Sumpah Sati 
Marapalam dan Obyek Alam) 

2 Obyek Wisat Alam dan 
Budaya  

10. Pemancar Radio Luak Nan Tuo 

milik Pemkab 

1 unit  

11. Ngalau Pangian  1 obyek Wisata Alam 

12. PLTMH dan Irigasi Bendung Batang 
Sinamar 

2 unit Potensi energi 

13. Kawasan Jeruk di Tanjung Bonai 

(SK Mentan 45/2015 untuk 
Kabupaten Tanah Datar)  

200 ha Potensi Perkebunan 
dan Agrowisata 

14. Sarang Burung Wallet (Tigo Jangko 
dan Lubuk Jantan) 

1 kawasan Agrowisata 

15. Embung di Tigo Jangko (potensi 
untuk wisata air) 

1 obyek Wisata Alam (Air) 

16. Batuan Beku di Tanjung Bonai  5.000 ha 36.615 m3 

17. Batu Angek Angkek di Tanjung Kec 
Sungayang 

1 obyek Wisata Budaya 

18. Ngalau Soda di Sungayang 1 obyek Wisata alam 

Sumber : Master Plan Pembangunan Ekonomi Daerah Kabupaten Tanah Datar 2016 - 2025 

 

Koridor IV secara topografis, membujur di dataran tinggi Kabupaten Tanah 

Datar yang memiliki aksesibiltas jalan raya dengan tingkat kepadatan lalu 

lintas relatif rendah. Walaupun dalam RTRW Kabupaten Tanah Datar 

tahun 2011-2031 dinyatakan bahwa Balai Tangah dipersiapkan sebagai 

PKLp (Pusat Kegiatan Lokal promosi) yang berarti adalah kota orde kedua 

setelah Kota Batusangkar, tetapi perkembangan Balai Tangah dan daerah 

sekitarnya masih perlu didorong lebih kuat lagi untuk mengimbangi 

perkembangan  pembangunan perkotaan di sekitarnya.  

 

Balai Tangah  sebagai ibukota Kecamatan Lintau Buo Utara juga memiliki 

arti penting sebagai kawasan strategis Kabupaten Tanah Datar yang 

memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi bersama-sama 

dengan kawasan lainnya, yaitu: 

a. Kawasan Danau Singkarak meliputi Kecamatan Rambatan, dan 

Batipuh Selatan; 

b. Kawasan Koto Baru, di Kecamatan X Koto; 

c. Kawasan Tabek Patah, di Kecamatan Salimpaung; 

d. Kawasan Andaleh, di Kecamatan Batipuh. 
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Tabel 2.16 

Arah Pengembangan Koridor IV 

Balai Tangah 

sebagai PKLp 

(Pusat Kegiatan 

Lokal promosi) 

Tema 

pembangunan 

“Sentra 

Pengembangan 

dan Pengolahan 

Kakao ” 

 

Pusat 

partumbuhan 

ekonomi 

mencakup 

kecamatan: 

Sungayang, 

Lintau Buo Utara 

dan Lintau Buo  

Ekonomi Utama: 

1. Kakao  

2. Tebu 

3. Gula Aren  

    

  

 

 

Sumber : Master Plan Pembangunan Ekonomi Daerah Kabupaten Tanah Datar 2016 - 2025 
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2.1.3.5 Koridor V : “Sentra Produksi dan Pengolahan Jagung” 

 

Gambar 2.13 

Peta Koridor V 

 

Tabel 2.17 

Data Potensi Komoditas Utama Koridor V 

Pusat 

Pertumbuhan 
Ruas Jalan Kecamatan 

Komoditas 

Utama 

Luas 

(ha) 

Produksi 

(ton) 

Rambatan  

sebagai PPL 

(Pusat 

Pelayanan 

Lingkungan) 

Pitalah, 

Ombilin-ba tas 

Kab. Solok, 

Balimbiang, 

Rambatan, 

Sumpur, 

Malalo - batas 

Solok 

Batipuah 

Selatan dan 

Rambatan 

Jagung 1.288 7.404 

Sumber : Master Plan Pembangunan Ekonomi Daerah Kabupaten Tanah Datar 2016 - 2025 

 

Komoditas dan aktivitas ekonomi pendukung di kawasan ini dapat dilihat 

pada Tabel 2.18 : 

Tabel 2.18 

Data Potensi Komoditas Pendukung Koridor V 

No 
Komoditas /Lapangan 

Usaha 
Potensi Produksi 

1. Ubi Kayu 152 Ha 8.361 ton 

2. Kakao  1.136,87 Ha 747,68 ton 
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No 
Komoditas /Lapangan 

Usaha 
Potensi Produksi 

3. Peternakan sapi potong 6170 Ha 179,6 ton 

4. Ikan bilih  6.420 Ha 487,1 ton 

5. Sawo  307 Ha 1440,6 ton 

6. Rumah Tuo Kampai nan 

Panjang 

1 Unit Wisata budaya 

7. Periuk Tanah di 

Galogandang  

1 Kawasan Periuk, belanga 

(balango) 

8. Batu Bata  1 kawasan 4 lokasi 

9. Bukik Siduali  1 lokasi Wisata alam 

10 Perkampungan Tradisional 

di Sumpur  

1 Kawasan Wisata budaya 

11 Wisata Religi Malalo 1 kawasan Wisata religi 

12 PLTA Singkarak 1 Kawasan Potensi energi 

13 Batu Andesit di 

Balimbiang 

10.000 Ha 29,200 ton 

14 Talago di Simawang  1  lokasi Wisata Alam 

15 Kapuk di Simawang  48,7 Ha 4,1 ton 

16 Biji besi di Padang Lua 

Nagari III Koto   

1241 Ha - 

17 Potensi Danau Singkarak  6.600 ha Wisata Alam dan 

budidaya Ikan 

18 Obyek Wisata Tanjung 

mutiara 

1 OW Wisata Alam 

19 Puncak top  1 OW Wisata Alam 

20 PLTMH  Sumpur  9 Mega watt Potensi energi 

21 PLTMH Batang Ombilin   9 Mega watt Potensi energi 

Sumber : Master Plan Pembangunan Ekonomi Daerah Kabupaten Tanah Datar 2016 - 2025 

 

Koridor V sebagian besar terletak di Jalan Arteri, yaitu ruas jalan umum 

yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak 

jauh, dan kecepatan rata-rata tinggi. Sedangkan  bila ditinjau  menurut 

statusnya, maka jalan di koridor V dapat dikelompokkan ke dalam jalan 

nasional yaitu jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan 

primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, dan jalan strategis 

nasional. Ruas jalan yang tidak termasuk ruas jalan arteri dan sesuai 

fungsinya sebagai jalan nasional/Negara adalah ruas jalan yang 

menghubungkan antara Sumpur, Malalo sampai dengan Batas Kabupaten 

Solok serta ruas jalan yang menghubungkan antara Ombilin, Padang Data 

dan Balimbiang. 

 

Berdasarkan RTRW Kabupaten Tanah Datar tahun 2011-2031 dijelaskan 

bahwa kawasan Kecamatan Rambatan diperuntukkan untuk pertanian 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kecepatan
https://id.wikipedia.org/wiki/Nasional
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tanaman pangan selain Kecamatan Batipuh, Batipuh Selatan, Pariangan, 

Sungayang, Padang Ganting, Lintau Buo, Lintau Buo Utara, Tanjung Baru, 

Salimpaung, Sungai Tarab, Tanjung Emas, Lima Kaum, dan X Koto. 

 

Berdasarkan perhitungan komoditas unggulan di Koridor V dengan 

mempertimbangkan perbandingan antara luas lahan yang dihitung 

berdasarkan hektar dengan jumlah produksi dalam hitungan tonase, maka 

didapatkan komoditas unggulan yaitu: jagung dengan nilai produktivitas 

sebesar 0,058643579. 

 

Komoditas unggulan yang terdapat di Koridor V ini memiliki nilai 

produktivitas yang lebih rendah bila dibandingkan dengan nilai 

produktivitas koridor-koridor lainnya. Beberapa komoditas lainnya yang 

juga berskala kecil yang berkembang di Koridor ini seperti pengolahan ikan 

bilih, dan ubi kayu. 

Tabel 2.19 

Arah Pengembangan Koridor V 

Rambatan  

sebagai PPL 

(Pusat 

Pelayanan 

Lingkungan) 

Tema  

pembangunan  

“Sentra Produksi dan 

Pengolahan Jagung ” 

Pusat pertumbuhan 

ekonomi: Pitalah, 

Ombilin-Batas Solok,  

Balimbiang, Sumpur, 

Malalo-Batas Solok   

Kegiatan Ekonomi 

Utama: 

1. Jagung  

2. Ikan Bilih 

    

    

Sumber : Master Plan Pembangunan Ekonomi Daerah Kabupaten Tanah Datar 2016 - 2025 
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2.1.3.6 Koridor VI : “Sentra Pengembangan Industri Pariwisata dan 

Budaya” 

 

Gambar 2.14 

Peta Koridor VI 

 

Tabel 2.20 

Data Potensi Koridor VI 
Pusat 

Pertumbuhan 
Ruas Jalan Kecamatan 

Komoditas 

Utama 
Potensi Keterangan 

Padang 

Gantiang 

sebagai PPL 

(Pusat 

Pelayanan 

Lingkungan) 

Saruaso,  

Tanjuang 

Barulak, Atar, 

Koto Alam, 

Sitangkai, 

Batas Sawah 

Lunto 

Tanjuang 

Emas dan 

Padang 

Gantiang  

Industri  

wisata 

402.485 

pengunjung 

Obyek utama 

kawasan 

Istano Basa 

Pagaruyung 

Sumber : Master Plan Pembangunan Ekonomi Daerah Kabupaten Tanah Datar 2016 - 2025 

 

Sebagai kawasan wisata, koridor ini didukung oleh berbagai komoditas dan 

aktivitas ekonomi sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.21 : 

 

Tabel 2.21 

Data Potensi Komoditas Pendukung Koridor VI 

No Komoditas Luas (ha) Produksi (ton) 

1. Karet  2.208,72 2.672,09 

2. Perikanan Darat 688,70 711,90 

3. Peternakan sapi 4.783 ekor 83.627 kg 

4. Batuan Logam border area izin dari 

provinsi (Solok dan Tanah  Datar) 

391 ha dalam 

wilayah Tanah Datar 

 

5. Getah pinus 2.100 ha 700 ton/ tahun 
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No Komoditas Luas (ha) Produksi (ton) 

6. Air Panas Padang Gantiang 18.726 pengunjung Wisata minat 

khusus 

7. Talago Biru di Atar  2 ha Wisata alam 

8. Sumber Irigasi Batang Selo  1.112   

9. Irigasi Padang  Ganting  420  

10. Batu Basurek 1  obyek Wisata budaya 

11. Ustano Rajo  1 obyek Wisata budaya 

12. Prasasti Saruaso  1  obyek Wisata budaya 

13. Benteng Van der Cappelen 1 obyek  Wisata sejarah 

Sumber : Master Plan Pembangunan Ekonomi Daerah Kabupaten Tanah Datar 2016 - 2025 

 

Sebagaimana yang tertuang dalam RTRW Kabupaten Tanah Datar 

tahun 2011-2031, Istano Basa Pagaruyung adalah sebuah istana di 

Kabupaten Tanah Datar yang merupakan objek wisata budaya yang 

terkenal di Sumatera Barat bahkan sampai ke mancanegara. Bangunan 

Istano Basa didirikan pada tahun 1451 oleh Raja Sutan Rajo Bakilap Alam 

atau Alif Khalifatullah di atas Bukit Batu Patah. Istano Basa yang berdiri 

sekarang sebenarnya adalah replika, karena Istano Basa asli yang terletak 

di atas Bukit Batu Patah terbakar habis pada sebuah kerusuhan berdarah 

pada tahun 1804. Istana tersebut kemudian didirikan kembali namun 

kembali terbakar tahun 1966. 

Mengingat kawasan Istano Basa Pagaruyung merupakan titik tolak 

dalam perkembangan sosial budaya masyarakat Minangkabau dan 

merupakan asset yang harus dilindungi dan dilestarikan agar dapat 

memberikan perlindungan terhadap peninggalan budaya, maka kawasan 

Istano Basa Pagaruyung dijadikan sebagai kawasan strategis dari sudut 

pandang sosial budaya. 

Selain potensi pengembangan industri pariwisata di Pagaruyung 

Tanjung Emas di Koridor ini juga terdapat potensi pengembangan karet. 

Kawasan Padang Gantiang memiliki hutan lindung seluas ± 742,89 Ha dan 

hutan produksi seluas ± 96,96 Ha. Kondisi topografis di wilayah ini dinilai 

baik untuk pengembangan tanaman keras seperti karet. 
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Tabel 2.22 

Arah Pengembangan Koridor VI 

Padang Gantiang 

sebagai PPL (Pusat 

Pelayanan 

Lingkungan) 

Tema pembangunan 

“Sentra Pengembangan 

Industri Pariwisata 

Dan Budaya ” 

Pusat pertumbuhan eko nomi 

kecamatan: Tan jung Emas dan 

Padang Ganting dengan ruas 

jalan Batusangkar Saruaso, 

Tanjuang Barulak, Atar, 

Sitangkai,Koto Alam, batas Kota 

Sawahlunto 

Kegiatan Ekonomi 

Utama: 

Wisata obyek utama 

kawasan Istano Basa 

Pagaruyuang  

    

    

Sumber : Master Plan Pembangunan Ekonomi Daerah Kabupaten Tanah Datar 2016 - 2025 

 

 

2.1.4 Demografi 

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015, jumlah penduduk pada tahun 2015 

adalah 362.759 jiwa, dengan komposisi penduduk laki-laki 181.557 jiwa 

dan penduduk perempuan 181.202 jiwa;  sex ratio 100,20. Laju 

pertumbuhan penduduk sebesar 0,30%. Tabel 2.23 menggambarkan laju 

pertumbuhan penduduk tahun 2010-2015 : 

Tabel 2.23 

Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2010 – 2015 

No Uraian 2010 2011 2012 2013 2014 2015**) 

1 Jumlah 
Penduduk 

339.792*) 340.906*) 341.911*) 342.864 343.875 362.759 

2 Pertumbuhan 
Penduduk (%) 

-0,66 0,47 0,29 0,28 0,31 0,30 
(5,5) 

Sumber : diolah 
*) BPS, angka diperbaiki/revised 
**) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

 

Rata-rata kepadatan penduduk Kabupaten Tanah Datar pada tahun 

2015 adalah 272 jiwa/km2. Kecamatan dengan kepadatan penduduk 

tertinggi adalah Kecamatan Lima Kaum (754 jiwa/km2) diikuti Kecamatan 

Sungai Tarab (441 jiwa/km2), sedangkan kecamatan dengan kepadatan 
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penduduk terendah adalah Kecamatan Batipuh Selatan (131 jiwa/km2). 

Kepadatan penduduk Kabupaten Tanah Datar dapat dilihat pada Tabel 

2.24. 

Tabel 2.24 

Penduduk, Kepadatan Penduduk Kabupaten Tanah Datar  

menurut Kecamatan Tahun 2015 

No Kecamatan 
Luas 
(Ha) 

Jumlah Penduduk Kepadatan 

Penduduk 
per Km2 Laki-laki Perempuan Total 

1. X Koto 15,202 21,208 20,908 42,116 277 

2. Batipuh 14,427 16,285 16,359 32,644 226 

3. 
Batipuh 
Selatan 

8,273 5,377 5,469 10,846 131 

4. Pariangan 7,643 10,250 10,352 20,602 270 

5. Rambatan 12,915 19,463 18,837 38,300 297 

6. Lima Kaum 5,000 18,776 18,907 37,683 754 

7. 
Tanjung 
Emas 

11,205 11,783 11,790 23,573 210 

8. 
Padang 
Ganting 

8,350 7,186 7,475 14,661 176 

9. Lintau Buo 6,022 9,580 9,485 19,065 317 

10. 
Lintau Buo 
Utara 

20,431 18,173 18,173 36,346 178 

11. Sungayang 6,545 9,173 9,337 18,510 283 

12 Sungai Tarab 7,185 15,992 15,718 31,710 441 

13. Salimpaung 6,088 11,435 11,552 22,987 378 

14. Tanjung Baru 4,314 6,876 6,840 13,716 318 

 Jumlah 133,600 181,557 181,202 362,759 272 

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2015 

 

 

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat  

Keberhasilan pembangunan daerah pada aspek kesejahteraan 

masyarakat  dapat dilihat dari capaian indikator kesejahteraan dan 

pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan seni budaya dan olahraga. 

 

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 

2.2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

Selama periode tahun 2010 – 2015, Indeks Pembangunan Manusia 

(IPM) Kabupaten Tanah Datar menunjukkan trend yang cenderung 

meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa setiap tahun terjadi peningkatan 

kesejahteraan masyarakat, bukan hanya secara ekonomi (pendapatan), 

tetapi juga dalam hal pendidikan dan kesehatan.  Grafik 2.1 

menggambarkan perkembangan IPM Kabupaten Tanah Datar dari tahun 

2010 – 2015: 
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Grafik 2.1 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM), 2010 – 2015 

 

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2016 

 

Secara umum, meskipun menunjukkan kecenderungan meningkat, 

capaian IPM Kabupaten Tanah Datar dari tahun 2010 – 2015 masih berada 

di bawah angka nasional dan IPM Provinsi Sumatera Barat. Pada tahun 

2015, apabila dibandingkan dengan capaian IPM kabupaten dan kota lain 

di Provinsi Sumatera Barat, IPM Kabupaten Tanah Datar berada pada 

posisi 10; apabila dibandingkan dengan capaian IPM kabupaten lain di 

Provinsi Sumatera Barat, IPM Kabupaten Tanah Datar berada pada posisi 3 

(tiga) di bawah Kabupaten Agam (69,84) dan Kabupaten Dharmasraya 

(69,84), sebagaimana tampak pada Grafik 2.2 : 

Grafik 2.2 

IPM Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Barat, 2015 
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Sumber: Berita Resmi Statistik, BPS Provinsi Sumatera Barat, Juni 2016 

2.2.1.2 Pertumbuhan PDRB 

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di 

suatu wilayah dalam satu periode tertentu ditunjukkan oleh data Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB), baik Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) 

maupun Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). PDRB didefinisikan sebagai 

nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan 

di wilayah domestik yang timbul sebagai akibat berbagai aktivitas ekonomi 

dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor 

produksi yang dimiliki bersifat residen atau non-residen. 

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB-ADHB)  menggambarkan nilai 

tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun 

berjalan, yang  dapat menggambarkan kemampuan sumber daya ekonomi 

yang dihasilkan suatu daerah, pergeseran dan struktur perekonomian 

daerah. Pada tahun 2015, PDRB-ADHB Kabupaten Tanah Datar nilainya 

9,875 triliun. 

Dari tahun ke tahun, nilai tambah sektor Pertanian, Kehutanan dan 

Perikanan masih dominan bila dibandingkan dengan nilai tambah sektor 

lainnya. Tercatat pada tahun 2015 kontribusinya mencapai 33,88% dari 

total PDRB Kabupaten Tanah Datar. Sementara itu, sektor Industri 

Pengolahan merupakan sektor kedua terbesar dalam memberikan 

sumbangannya terhadap pembentukan nilai PDRB Kabupaten Tanah 

Datar. Selama tahun 2015 sektor Industri Pengolahan menghasilkan nilai 

tambah sebesar 1,14 triliun rupiah atau sekitar 11,59% terhadap total 

PDRB Kabupaten Tanah Datar. Sedangkan sektor Pengadaan Listrik dan 

Gas merupakan sektor yang paling kecil memberikan sumbangan terhadap 

nilai PDRB Kabupaten Tanah Datar yang hanya menghasilkan nilai tambah 

sebesar 1,68 milyar rupiah atau sekitar 0,02 persen terhadap total PDRB 

Kabupaten Tanah Datar selama tahun 2015. 

Tabel 2.25 

PDRB Kabupaten Tanah Datar Atas Dasar Harga Berlaku   

Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010 – 2015  

No Sektor 

Tahun (dalam jutaan Rupiah) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015*) 

1. 

Pertanian, 

Kehutanan dan 
Perikanan 

2,131,645.80  2.396.999,8 2.533.181,1 2.713.538,1 3.108.811,4 3.346.446,4 

2. 
Pertambangan dan 

Penggalian 
169,490.40  189.519 211.632,4 243.599,8 307.029,3 438.263,38 

3. 
Industri 

Pengolahan 
799,318.50  901.811,4 990.882,2 1.048.553,8 1.128.220,5 1.144.518,3 

4. 
Pengadaan Listrik 
dan Gas 

1,252.60  1.214,5 1.288,8 1.332,9 1.551,1 1.680,69 

5. 
Pengadaan Air, 

Pengelolaan 
7,404.30  7.925 8.340,6 8.927,1 9.563,8 9.612,15 
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No Sektor 

Tahun (dalam jutaan Rupiah) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015*) 

Sampah, Limbah 
dan Daur Ulang 

6. Konstruksi 500,641.80  565.889,4 640.021,6 751.182,3 834.939 870.527,72 

7. 

Perdagangan Besar 
dan Eceran, 

Reparasi Mobil dan 
Sepeda Motor 

709,915.80  794.562,2 883.337,8 979.992,4 1.097.672,4 
1.113.528,6

1 

8. 
Transportasi dan 

Pergudangan 
460,910.70  502.351,7 566.080,1 656.914,6 742.336,6 787.923,79 

9. 

Penyediaan 

Akomodasi dan 
Makan Minum 

36,620.40  40.694,7 45.247,9 50.492,2 56.587,1 59.530,66 

10. 
Informasi dan 

Komunikasi 
258,289.90  295.449 335.069,4 354.923,8 400.443,8 421.273,86 

11. 
Jasa Keuangan 

dan Asuransi 
151,853.10  169.800,9 192.183,7 211.309,9 233.621,9 241.385,47 

12. Real Estat 95,087.00  105.220,7 113.626,1 128.657,5 146.885,2 157.285,14 

13. Jasa Perusahaan 2,199.80  2.526 2.836,3 3.048,8 3.350,9 3.430,80 

14. 

Administrasi 

Pemerintahan, 

Pertahanan dan 
Jaminan Sosial 

Wajib 

397,323.40  440.374,1 479.479,4 536.659,7 583.866,9 592.301,07 

15. Jasa Pendidikan 145,529.80  168.900 193.901,2 230.998,2 261.859,6 277.940,45 

16. 

Jasa Kesehatan 

dan Kegiatan 
Sosial 

70,369.80  

80.201,2 94.116,3 107.157,6 119.554 124.649,87 

17. Jasa lainnya 96,389.50  103.054,1 115.066,6 136.623,9 151.465,8 285.682,17 

 Total  6.766.493,8 7.406.291,3 8.163.912,6 9.187.759,4 9.875.980,50 

Sumber : BPS,  Tanah Datar Dalam Angka Tahun 2015 

*) Angka sementara 

 

PDRB ADHB menurut lapangan usaha selalu menunjukkan trend 

yang positif, selalu meningkat setiap tahun. Perkembangan PDRB ADHB 

2010 – 2015 tampak dalam Grafik 2.3 : 

Grafik 2.3 

Perkembangan PDRB ADHB Kabupaten Tanah Datar  
menurut Lapangan Usaha, 2010 – 2015 

 

 

Capaian PDRB kabupaten merupakan agregat dari kontribusi  dari 

masing-masing lapangan usaha. Peranan/kontribusi PDRB berdasarkan 

lapangan usaha dapat dilihat pada Tabel 2.26: 
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Tabel 2.26 

Peranan PDRB menurut Lapangan Usaha, 2010 – 2015 

No. Lapangan Usaha 
Kontribusi (%) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015*) 

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

A 
Pertanian, Kehutanan 
dan Perkebunan 

35.33 35.42 34.20 33.24 33.84 33.88 

B 
Pertambangan dan 

Penggalian 
2.81 2.80 2.86 2.98 3.34 4.44 

C Industri Pengolahan 13.25 13.33 13.38 12.84 12.28 11.59 

D 
Pengadaan Listrik dan 
Gas 

0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 

E 
Pengadaan Air, 
Pengelolaan Sampah, 
Limbah dan Daur Ulang 

0.12 0.12 0.11 0.11 0.10 0.10 

F Konstruksi 8.30 8.36 8.64 9.20 9.09 8.81 

G 
Perdagangan Besar dan 
Eceran, Reparasi Mobil 
dan Sepeda Motor 

11.76 11.74 11.93 12.00 11.95 11.28 

H 
Transportasi dan 
Pergudangan 

7.64 7.42 7.64 8.05 8.08 7.98 

I 
Penyediaan Akomodasi 
dan Makan Minum 

0.61 0.60 0.61 0.62 0.62 0.60 

J 
Informasi dan 
Komunikasi 

4.28 4.37 4.52 4.35 4.36 4.27 

K 
Jasa Keuangan dan 
Asuransi 

2.52 2.51 2.59 2.59 2.54 2.44 

L Real estat 1.58 1.56 1.53 1.58 1.60 1.59 

M,N Jasa Perusahaan 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 

O 

Administrasi 
Pemerintahan, 
Pertanahan dan Jaminan 

Sosial Wajib 

6.58 6.51 6.47 6.57 6.35 6.00 

P Jasa Pendidikan 2.41 2.50 2.62 2.83 2.85 2.81 

Q 
Jasa Kesehatan dan 
Kegiatan Sosial 

1.17 1.19 1.27 1.31 1.30 1.26 

R,S,T,
U 

Jasa Lainnya 1.60 1.52 1.55 1.67 1.65 2.89 

          

  JUMLAH 100 100 100 100 100 100 

Sumber: BPS Kabupaten Tanah Datar 
*) Data diolah 

 

Apabila dicermati lebih jauh, meskipun mendominasi perekonomian 

daerah, kontribusi/peranan lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan 

Perkebunan justru menunjukkan kecenderungan menurun setiap 

tahunnya walaupun pada tahun 2014 – 2015 mengalami peningkatan 

namun nilainya masih dibawah tahun 2010 – 2012. Hal yang sama terjadi 

pada lapangan usaha Industri Pengolahan. Peranan lapangan usaha 

lainnya cenderung tidak mengalami perubahan (cenderung konstan). 

Walapaun secara umum, apabila dilihat dari nilainya, PDRB Kabupaten 

Tanah Datar cenderung menunjukkan peningkatan setiap tahun. 

Berdasarkan data pada Tabel 2.25 dan Tabel 2.26 dapat 

disimpulkan bahwa keterkaitan antar lapangan usaha dan daya dorong 

terhadap produktivitas masih lemah. Tingginya produksi pertanian belum 
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diiringi dengan peningkatan industri pengolahan. Hal ini menunjukkan 

bahwa kegiatan ekonomi masyarakat sebagian besar masih bergerak di 

sektor hulu, sehingga belum mampu meningkatkan nilai tambah dan 

mengakibatkan rendahnya daya saing ekonomi daerah.   

Tabel 2.27 menggambarkan posisi PDRB Kabupaten Tanah Datar 

terhadap PDRB Provinsi Sumatera Barat dan PDB Nasional : 

 

Tabel 2.27 

Perbandingan PDB, PDRB Sumatera Barat dan PDRB Kabupaten Tanah Datar 

Atas Dasar Harga Berlaku, Tahun 2010 – 2015 

No Uraian 
Tahun 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1. PDB (dalam 

milyar rupiah)1) 
6.446.851,9 7.419.187,1 8.230.925,9 9.087.276,5*) 10.09. 928,9**) n/a 

2. PDRB Provinsi 
Sumatera Barat 

(dalam juta 
rupiah)2) 

105.017.739,5 118.674.286,8 131.435.645,6 146.885.110,2 167.039.891,3 n/a 

3. PDRB 
Kabupaten 

Tanah Datar 
(dalam juta 

rupiah) 

6,034,242,70 6,766,493.76 7,406,291.32 8,163,912.58 9,187,759.39 9,875,980.50 

 Sumber :  
1) Produk Domestik Bruto Indonesia Menurut Lapangan Usaha, 2000 – 2014, BPS 
 *) Angka Sementara 
 **) Angka Sangat Sementara 

2) Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, PDRB Sumbar 2010 - 2014 
3) Angka sementara 

 

Pertumbuhan Ekonomi 

Dalam periode tahun 2010 – 2015 pertumbuhan ekonomi Kabupaten 

Tanah Datar menunjukkan fluktuasi. Secara umum pada periode tahun 

2010 – 2015 terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi, yaitu dari 5,87% 

pada tahun 2010 menjadi 5,31% pada tahun 2015. Pertumbuhan ekonomi 

ini sangat dipengaruhi oleh perkembangan aktivitas ekonomi Kabupaten 

Tanah Datar, khususnya aktivitas di bidang pertanian yang dari tahun ke 

tahun masih menjadi kegiatan ekonomi utama masyarakat Kabupaten 

Tanah Datar. 

Tabel 2.28 

Laju Pertumbuhan Riil PDRB menurut Lapangan Usaha (persen), 2010 - 2015 
No. Lapangan Usaha 2010 2011 2012 2013 2014 2015*) 

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

A 
Pertanian, Kehutanan 
dan Perkebunan 

6.21 6.13  1.90  2.10  4.87  4,00 

B 
Pertambangan dan 
Penggalian 

5.96 5.65  5.84  5.38  6.97  6,90 

C Industri Pengolahan 4.70 5.42  6.78  4.03  4.63  5,00 

D 
Pengadaan Listrik dan 
Gas 

6.18 5.40  5.91  1.66  8.69  8,00 

E 

Pengadaan Air, 

Pengelolaan Sampah, 
Limbah dan Daur Ulang 

6.16 5.61  1.93  6.25  5.89  9,00 

F Konstruksi 6.43 5.82  8.55  11.38  5.76  5,99 

G 

Perdagangan Besar dan 

Eceran, Reparasi Mobil 
dan Sepeda Motor 

5.12 5.74  9.42  8.04  7.73  6,99 

H 
Transportasi dan 

Pergudangan 
5.93 3.86  9.03  10.25  8.25  7,99 

I Penyediaan Akomodasi 5.89 4.12  4.78  4.62  5.97  6,00 
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No. Lapangan Usaha 2010 2011 2012 2013 2014 2015*) 

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
dan Makan Minum 

J 
Informasi dan 
Komunikasi 

7.30 8.35  11.52  12.45  7.82  3,03 

K 
Jasa Keuangan dan 
Asuransi 

5.41 6.80  8.34  6.41  6.54  6,99 

L Real estat 6.47 4.57  4.84  6.49  6.56  6,00 

M,N Jasa Perusahaan 6.17 6.18  5.25  5.45  5.76  5,99 

O 

Administrasi 
Pemerintahan, 
Pertanahan dan 

Jaminan Sosial Wajib 

6.08 6.18  1.97  6.83  2.84  2,99 

P Jasa Pendidikan 6.09 6.18  9.67  8.42  6.32  6,00 

Q 
Jasa Kesehatan dan 
Kegiatan Sosial 

5.62 5.22  9.17  7.42  7.75  8,00 

R,S,T,
U 

Jasa Lainnya 5.57 5.79  5.39  5.40  5.61  6,00 

  JUMLAH 5.87 5.84 5.61 5.85 5.78 5.31 

Sumber: BPS Kabupaten Tanah Datar 
*) Data diolah 

 

Grafik 2.4 menggambarkan perbandingan laju pertumbuhan riil PDRB 

menurut Lapangan Usaha Kabupaten Tanah Datar dengan Provinsi 

Sumatera Barat dan Nasional: 

Grafik 2.4 

Perbandingan Pertumbuhan Riil PDB, PDRB Provinsi Sumatera Barat dan PDRB 
Kabupaten Tanah Datar (dalam persen) tahun 2010 – 2015 

 

 

 

PDRB Perkapita 

Indikator lain yang sering digunakan sebagai tolok ukur kekuatan 

ekonomi suatu daerah adalah nilai PDRB perkapita. Secara konsepsional 

PDRB perkapita merupakan hasil bagi antara nilai nominal PDRB dengan 

jumlah penduduk pertengahan tahun. Dengan demikian, PDRB perkapita 

merupakan gambaran nilai tambah yang bisa diciptakan dan diterima 

secara rata-rata oleh masing-masing penduduk akibat dari adanya 
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aktivitas produksi. PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku 

menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Pada 

tahun 2015, PDRB Perkapita Kabupaten Tanah Datar mencapai 28,64 juta 

rupiah. 

Grafik 2.5 

PDB dan PDRB Perkapita menurut Lapangan Usaha (juta rupiah),  

2010 – 2015 

 

 

2.2.1.3 Inflasi 

Inflasi merupakan ukuran yang dapat menggambarkan 

kenaikan/penurunan harga dari sekelompok barang dan jasa yang 

berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Inflasi 

didasarkan pada indeks harga konsumen (IHK) yang dihitung secara 

sampel di 45 (empat puluh lima) kota di Indonesia yang mencakup 

2.834.397 komoditas dan dihitung berdasarkan pola konsumsi hasil survei 

biaya hidup (SBH). Tabel berikut ini menyajikan perbandingan inflasi 

Kabupaten Tanah Datar dengan inflasi provinsi Sumatera Barat dan 

Nasional tahun 2010 – 2015. 

Tabel 2.29 

Inflasi 

No Uraian 
Tahun 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Inflasi Nasional 7,0 5,4 4,3 8,4 8,4 3,351) 

2. Inflasi Provinsi 
Sumatera Barat 

7.84 5.37 4.16 10.87 11.9 1.792) 

3. Inflasi Kabupaten 
Tanah Datar 

5.46 6.02 5.55 7.27 6.54 2,07 

1) Data Bank Indonesia kondisi Desember 2015, www.bi.go.id 

2) Berita Resmi Statistik BPS Sumatera Barat, Januari 2016, inflasi Kota Padang Desember 
2015 

  

http://www.bi.go.id/
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2.2.1.4 Indeks Gini 

Pemerataan hasil pembangunan sangat erat kaitannya dengan 

permasalahan kemiskinan. Secara umum, semakin lebar jurang pemisah 

antara penduduk kaya dengan penduduk miskin, menandakan kemiskinan 

semakin meluas dan begitu pula sebaliknya. Indikator yang digunakan 

untuk mengukur tingkat pemerataaan pendapatan salah satunya adalah 

Gini Ratio (Indeks Gini), yang membagi kesenjangan/ketimpangan ke 

dalam kriteria: 

a. G < 0,30 berarti ketimpangan rendah 

b. 0,30 ≤ G ≤ 0,50 berarti ketimpangan sedang 

c. > 0,50 berarti ketimpangan tinggi 

 

Tabel 2.30 menggambarkan Indeks Gini Kabupaten Tanah Datar 

Tahun 2010 – 2015: 

Tabel 2.30 

Indeks Gini, 2010 - 2015 

No. Tahun Indeks Gini 

1. 2010 n/a 

2. 2011 0,345 

3. 2012 0,311 

4. 2013 0,300 

5. 2014 0,258 

6. 2015 0,332 

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat 

 

Berdasarkan Tabel 2.30, selama tahun 2011 – 2014 Kabupaten Tanah 

Datar telah berhasil menurunkan angka Indeks Gini, dari sebelumnya 

selama tahun 2011 – 2013 angkanya di atas 0,30 yang berarti masuk 

kategori ketimpangan sedang, menjadi 0,258 pada tahun 2014 yang berarti 

masuk kategori ketimpangan rendah. Namun, pada tahun 2015, Indeks 

Gini naik menjadi 0,332 yang berarti Kabupaten Tanah Datar kembali 

masuk pada kategori ketimpangan sedang. 

 

2.2.1.5 Kriminalitas 

Keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas merupakan 

salah satu prioritas untuk mewujudkan stabilitas penyelenggaraan 

pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan 

baik apabila pemerintah dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat 

serta menanggulangi kriminalitas. Tingginya angka kriminalitas 

disebabkan oleh berkurangnya pemahaman agama, akhlak, budi pekerti, 
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dan tatanan kehidupan (adat dan budaya) serta terjadinya pergeseran nilai 

di tengah masyarakat. 

Angka kriminalitas yang tertangani adalah penanganan kasus 

kriminal oleh aparat penegak hukum (Kepolisian/Kejaksaan). Angka 

kriminalitas yang ditangani merupakan jumlah tindak kriminal yang 

ditangani selama satu tahun. 

Tabel 2.31 

Tindak Pidana yang ditangani Polres Tanah Datar, 2010 – 2015 

No Jenis Kasus 
Tahun 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1 Pencurian dengan 
pemberatan 

89 16 20 24 17 113 

2 Pencurian dengan 
kekerasan 

2 1 4 4 5 18 

3 Curanmor 13 11 15 8 8 61 

4 Pencurian biasa 24 16 13 16 20 46 

5 Penipuan 23 11 8 19 18 44 

6 Percobaan curas - - - - - - 

7 Ancam dengan 
senjata tajam 

- - - - - - 

8 Perampasan/peme
rasan 

- 1 - 2 - 2 

9 Membawa BBM 
subsidi tanpa 

surat 

2 2 5 4 6 2 

10 Pembunuhan - - 2 - - 1 

11 Penganiayaan 
berat/ 
pengeroyokan 

5 9 12 14 18 22 

12 Penganiayaan 
biasa 

53 32 47 57 62 18 

13 Penganiayaan 
ringan 

40 25 42 53 61 38 

14 Penggelapan  20 8 9 12 13 26 

15 Pemalsuan surat 9 1 6 7 9 7 

16 Perjudian 17 7 24 15 21 12 

17 Pemerkosaan 4 1 2 1 1 1 

18 Perbuatan cabul 18 16 17 27 30 20 

19 Poligami/Kawin 
liar 

6 6 4 8 9 3 

20 Kebakaran 18 15 21 18 20 14 

21 Pengancaman - - - -  - 

22 Penyerobotan 
tanah 

26 13 31 13 17 20 

23 Kekerasan di 
depan umum 

- - - -  - 

24 Pengrusakan  23 13 20 19 22 9 

25 Narkoba 6 13 23 14 23 18 

26 Pertambangan 
tanpa izin (PETI) 

- - - - - - 

27 Percobaan 
perkosaan 

4 - - - - - 

28 Perkosaan di 
bawah umur 

- - - - - - 

29 Membuat perasaan 

tidak senang 

17 15 22 29 36 - 

 Jumlah 396 232 347 354 416 495 

 Angka 

Kriminalitas 
11,65 6,81 10,15 10,32 12,00 13,64 

Sumber : Kantor Kesbangpol 
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Beberapa kasus kriminal yang menonjol adalah kasus pencurian 

dengan pemberatan, angkanya melonjak dari 17 kasus yang ditangani pada 

tahun 2014 menjadi 113 kasus pada tahun 2015. Kasus penyalahagunaan 

narkoba juga perlu mendapat perhatian serius meskipun pada tahun 2015 

angkanya turun menjadi 18 kasus bila dibandingkan 23 kasus yang terjadi 

pada tahun 2014. 

Untuk menurunkan angka kriminlitas, perlu diupayakan kesepakatan 

antara pemerintah nagari dengan aparat penegak hukum (Kepolisian dan 

Kejaksaan) supaya kasus-kasus kriminal yang terjadi di nagari cukup 

diselesaikan di tingkat nagari. 

 

2.2.1.6 Kemiskinan 

Pada tahun 2010 - 2014, Garis Kemiskinan penduduk Tanah Datar 

berturut-turut berada pada angka Rp.243.901,-, Rp.260.419,-, 

Rp.275.282,-, Rp.291.849 dan Rp.302.268,- per kapita per bulan. Sebagai 

perbandingan, pada tahun 2010 - 2014 Garis Kemiskinan Provinsi 

Sumatera Barat berturut-turut berada pada angka Rp.254.432,-, 

Rp.276.000,-, Rp.292.052,-, Rp.336.606,-, dan Rp.365.827,- per kapita per 

bulan. Dengan demikian, Garis Kemiskinan Kabupaten Tanah Datar naik 

setiap tahun seiring dengan kenaikan Garis Kemiskinan Provinsi Sumatera 

Barat, meskipun nilainya masih di bawah provinsi Sumatera Barat. 

Grafik 2.6 
Garis Kemiskinan Kabupaten Tanah Datar dan Provinsi Sumatera Barat 

Tahun 2010 – 2014 (dalam rupiah) 

 

Jumlah penduduk miskin Kabupaten Tanah Datar pada periode 

tahun 2010 – 2015 menunjukkan penurunan, yaitu kurang lebih 23.446 

jiwa pada tahun 2010 (6,9%) menjadi 18.191 jiwa pada tahun 2015 

(5,29%). Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2014, sebanyak 18.190 
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jiwa hidup di bawah garis kemiskinan dengan pengeluaran per kapita per 

bulan kurang dari Rp.302.268,-. Walaupun penduduk miskin jumlahnya 

berkurang setiap tahun, pemerintah daerah tetap berupaya untuk 

mengurangi jumlah penduduk miskin melalui pelaksanaan program-

program penanggulangan kemiskinan.  

Grafik 2.7 

Pensentase Penduduk Miskin 2010 – 2015 

 

 

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial 

2.2.2.1 Pendidikan 

Perkembangan pembangunan bidang pendidikan antara lain dapat 

dilihat dari Angka Melek Huruf, Angka Rata-rata Lama Sekolah, Angka 

Partisipasi Kasar, dan Angka Partisipasi murni, sebagaimana tergambar 

dalam Tabel 2.32 : 

Tabel 2.32 

Indikator Pembangunan Daerah Bidang Pendidikan 

No Uraian 
Tahun 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1 Angka Melek Huruf (%) 96,69 97,81 98,09 98,39 98,60 98,70 

2 Angka Rata-rata Lama 
Sekolah (tahun)*) 

7,48 7,58 7,63 7,78 7,8 7,93 

 Harapan Lama Sekolah*) 12.03 12.13 12.22 12.61 12.82 13.35 

3 Angka Partisipasi Kasar 
(APK-%) 

      

 - PAUD 41,14 54,05 48,07 50,85 52,34 53,46 

 -  SD/MI 113,08 103,67 103,46 98,82 106,43 105,45 

 -  SMP/MTs 97,35 79,83 82,67 79,37 100,41 103,22 

 -  SMA/MA/SMK 62,29 73,55 76,03 68,02 76,55 81,2 

4 Angka Partisipasi 
Murni (APM-%) 

      

 -  SD/MI 100,75 92,3 91,82 86,12 91,84 90,67 

 -  SMP/MTs 77,13 63,14 63,51 62,55 79,1 81,69 

 -  SMA/MA/SMK 44,78 52,39 58,42 50,31 62,73 62,88 

Sumber : Dinas Pendidikan 

*) BPS Tanah Datar 
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a. Angka Melek Huruf 

Angka Melek Huruf (AMH) adalah angka yang menunjukkan tingkat 

kemampuan baca-tulis penduduk yang berusia 15 tahun ke atas. AMH 

digunakan sebagai indikator untuk mengukur keberhasilan pemerintah 

dalam meningkatkan kesejahteraan penduduknya.  

Grafik 2.8 

Angka Melek Huruf dan Angka Buta Aksara  

Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 – 2015 

 

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Datar (2015) 

Berdasarkan Grafik 2.8, angka melek huruf secara umum 

mengalami peningkatan, walaupun relatif kecil. Hal ini menunjukkan 

bahwa penduduk usia 15 tahun ke atas yang buta huruf berhasil 

diturunkan jumlahnya melalui  program dan kegiatan diantaranya seperti 

Kejar Paket A, B dan C dan program penunjang lainnya. 

 

b. Angka Rata-rata Lama Sekolah 

Angka rata-rata lama sekolah adalah angka yang menunjukkan 

lamanya seseorang bersekolah, mulai dari pendidikan dasar sampai dengan 

tingkat pendidikan terakhir. Idealnya, angka ini dihitung berdasarkan 

lamanya seseorang bersekolah sehingga dengan demikian, semakin tinggi 

angka rata-rata lama sekolah, semakin baik pula tingkat pendidikan 

seseorang.  

Angka rata-rata lama sekolah mengalami peningkatan dari tahun ke 

tahun, semula 7,48 tahun pada tahun 2010 meningkat menjadi 7,93 pada 

tahun 2015. Angka rata-rata lama sekolah masih rendah, baru sampai 

pada tingkat kelas 2 SMP. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan dasar 9 

tahun belum tuntas. Grafik 2.9 menggambarkan angka rata-rata lama 

sekolah. 
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Grafik 2.9 

Angka Rata-rata Lama Sekolah  

Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 – 2015 

 

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Datar (2015) 

 

c. Angka Partisipasi Kasar (APK) 

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah perbandingan jumlah siswa 

pada tingkat pendidikan tertentu, berapapun usianya, dengan jumlah 

penduduk pada jenjang usia yang bersesuaian. APK secara umum 

menunjukkan tingkat partisipasi penduduk dalam pendidikan dan 

merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap 

penduduk usia sekolah pada masing-masing jenjang pendidikan.  

Grafik 2.10 

Angka Partisipasi Kasar (APK)  

Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 – 2015 

 
 

Berdasarkan Grafik 2.10, Angka Partisipasi Kasar (APK) pada jenjang 

pendidikan SMP/MTs dan SMA/MA/SMK pada tahun 2015 mengalami 

peningkatan, hal ini menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat 

untuk mengikuti pendidikan pada jenjang pendidikan tersebut. Sedangkan 

pada jenjang pendidikan SD/MI mengalami penurunan dari 106,43% pada 
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tahun 2014 menjadi 105,45% pada tahun 2015. Hal ini disebabkan adanya 

beberapa kebijakan antara lain pembatasan usia masuk sekolah dan 

berkurangnya jumlah anak yang tinggal kelas. 

 

d. Angka Partisipasi Murni (APM) 

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah perbandingan jumlah siswa 

pada jenjang pendidikan tertentu yang bersesuaian usianya dengan jumlah 

penduduk pada jenjang usia yang bersesuaian. APM merupakan indikato 

yang penting untuk mengukur tingkat capaian pembangunan di bidang 

pendidikan. 

Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang pendidikan SD/MI pada 

tahun 2015 mengalami penurunan dari 91,84%  pada tahun 2014 menjadi 

90,67% pada tahun 2015, hal ini disebabkan karena belum adanya 

layanan program unggulan pada jenjang pendidikan SD/MI. Sedangkan 

APM pada jenjang pendidikan SMP/MTs dan SMA/MA/SMK pada tahun 

2015 telah mengalami peningkatan. Capaian APM Kabupaten Tanah Datar 

dari tahun 2010 – 2015 tergambar dalam Grafik 2.11 : 

Grafik 2.11 

Angka Partisipasi Murni (APM)  

Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 – 2015 

 
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Datar (2015) 

 

2.2.2.2 Kesehatan 

Pembangunan kesehatan di Kabupaten Tanah Datar pada tahun 

2010-2015 secara umum telah mampu mendukung peningkatan derajat 

kesehatan masyarakat, antara lain melalui peningkatan sarana dan 

prasarana kesehatan, peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat, 

penyuluhan serta peningkatan keterampilan petugas kesehatan melalui 
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asuhan persalinan normal dan juga pemberian bantuan berobat keluarga 

miskin melalui program dan kegiatan Jamkesmas dan Jamkesda. 

Kinerja pembangunan kesehatan dapat dilihat pada indikator Umur 

Harapan Hidup, Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Ibu 

Melahirkan, sebagaimana tergambar pada Grafik 2.12 : 

Grafik 2.12 

Umur Harapan Hidup Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 – 2015 

 

Sumber : BPS Kabupaten Tanah Datar 

Berdasarkan Grafik 2.12 terlihat Umur Harapan Hidup (UHH) 

Kabupaten Tanah Datar mengalami peningkatan dari tahun 2010-2015 

yaitu 67,88 tahun pada tahun 2010 menjadi 68,75 tahun pada tahun 

2015. Dengan kata lain, upaya pemerintah untuk meningkatkan derajat 

kesehatan masyarakat telah berhasil dilaksanakan. 

Grafik 2.13 

Angka Kematian Ibu Melahirkan dan Angka Kematian Bayi 

Tahun 2010 – 2015 

 

 

Sumber : Data Diolah (2015) 

Angka Kematian Bayi selama periode tahun 2010-2015 mengalami 

fluktuasi. Pada tahun 2015 Angka Kematian Bayi sebesar 15 per 1.000 

kelahiran hidup meningkat dari 12,7 per 1.000 kelahiran hidup pada 

tahun 2010. Angka tertinggi terjadi pada tahun 2012 yang mencapai 16,80 

per seribu kelahiran, lebih rendah dari target MDGs tahun 2015 (23 per 
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1.000 kelahiran hidup). Angka Kematian Bayi disebabkan oleh morbiditas 

(kesakitan) dan status gizi anak serta ibu. Disamping itu berhubungan 

juga dengan angka pendapatan perkapita, jumlah anggota keluarga, 

pendidikan ibu dan keadaan gizi keluarga. 

Angka Kematian Ibu Melahirkan pada tahun 2014 terjadi 

penurunan yang cukup signifikan bila dibandingkan tahun 2013. Pada 

tahun 2015 Angka Kematian Ibu Melahirkan dapat dipertahankan pada 

angka 59 per 100.000 kelahiran hidup. Hal ini dipengaruhi oleh upaya 

pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kesehatan, seperti 

peningkatan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan dan 

meningkatkan keterampilan petugas melalui Asuhan Persalinan Normal, 

dengan adanya pembiayaan melalui program BPJS dan BPJS Mandiri. 

Sedangkan pada tahun 2012-2013 terjadi peningkatan disebabkan oleh 

beberapa hal diantaranya keterlambatan pasien datang ke sarana 

kesehatan dan terkena penyakit infeksi lainnya. 

Demikian halnya dengan jumlah balita gizi buruk, setiap tahun 

dapat ditekan jumlahnya. Pada tahun 2015 balita gizi buruk jumlahnya 

hanya sekitar 0,15%, di bawah target MDGs (15,5%). 

Grafik 2.14 

Persentase balita Gizi Buruk 

 
 

 

2.2.2.3 Tenaga Kerja 

Rasio penduduk yang bekerja menggambarkan perbandingan antara 

jumlah penduduk yang bekerja dengan jumlah seluruh angkatan kerja. 

Grafik 2.15 menggambarkan rasio penduduk yang bekerja dari tahun 2010 

– 2015: 
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Grafik 2.15 

Rasio Penduduk yang Bekerja, 2010 – 2015 

 

Sumber : Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, 2015 

 

Dari Grafik 2.15 dapat dilihat bahwa masih terdapat sekitar 4,46% 

penduduk yang tidak bekerja. Hal ini bisa jadi menunjukkan beberapa hal, 

pertama, lapangan kerja di Kabupaten Tanah Datar tidak mampu 

menampung seluruh angkatan kerja yang ada; kedua, daya 

saing/kompetensi angkatan kerja belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi 

dunia kerja; ketiga, lapangan kerja yang ada tidak seluruhnya diminati oleh 

angkatan kerja; keempat, faktor sosio-kultural masyarakat Minang yang 

masih sangat erat kekerabatannya sehingga masih banyak dijumpai dalam 

satu rumah inti terdapat beberapa keluarga yang berdampak pada 

hubungan saling menggantungkan. 

2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga 

2.2.3.1 Kebudayaan 

Pembinaan terhadap perkembangan seni budaya dapat dilihat dari 

jumlah grup kesenian dan jumlah gedung kesenian sebagaimana 

tergambar dalam Tabel 2.33 : 

Tabel 2.33 

Jumlah dan Jenis Grup Kesenian, 2010 – 2015 

No Uraian 
Tahun 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Jumlah Grup 
Kesenian 

243 175 276 266 266 270 

 Tradisional       

 - Randai 79 85 39 39 39 42 

 - Talempong 75 14 39 39 39 40 

 - Pencak Silat 9 8 7 7 7 7 

 - Tari Rakyat 25 22 5 22 22 22 

 - Saluang Rabab 21 13 39 39 39 39 

 Non Tradisional       

 - Band 2 - 8 8 8 8 

 - Rebana 7 9 75 47 47 47 

 - Drama 1 2 - 1 1 1 

 - Salawat Dulang 24 22 64 64 64 64 
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No Uraian 
Tahun 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

2. Jumlah Gedung 
Kesenian 

12 12 12 12 12 12 

Sumber : BPS Kabupaten Tanah Datar 

Salah satu upaya pemerintah dalam melestarikan seni dan budaya 

daerah adalah dengan menjaga eksistensi kelompok seni dan budaya 

daerah. Dari Tabel 2.33 terlihat bahwa jumlah grup kesenian selama kurun 

waktu 4 tahun terakhir bisa dikatakan stabil, tidak tampak perkembangan 

yang cukup menonjol. 

2.2.3.2 Pemuda dan Olahraga 

Perhatian pemerintah dalam bidang olahraga dapat diukur 

diantaranya dari perkembangan jumlah gedung/sarana olahraga. 

Disamping itu, tinggi rendahnya aktivitas olahraga dapat diukur dari 

jumlah klub olahraga yang aktif. Tabel 2.34 menggambarkan 

perkembangan jumlah gedung/sarana olahraga dan jumlah klub olahraga 

dalam kurun waktu tahun 2010 – 2015. 

Tabel 2.34 
Perkembangan Jumlah Klub dan Gedung/Sarana Olahraga,  

2010 - 2015 

No Uraian 
Tahun 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Jumlah Klub 
olahraga 

80 142 249 254 258 266 

2. Jumlah 

gedung/sarana 
olahraga*) : 

553 552 552 551 552 562 

 Sepak Bola 100 100 100 100 100 101 

 Bola Volley 200 200 200 200 200 209 

 Bulutangkis 88 88 88 88 88 88 

 Sepak Takraw 117 117 117 117 117 117 

 Tenis Lapangan 6 6 6 5 5 5 

 Bola basket 37 37 37 37 37 37 

 Panjat Tebing 2 2 2 1 2 2 

 Kolam Renang 3 3 3 3 3 3 

Sumber : Dinas Budparpora Kabupaten Tanah Datar (2015) 

*) Sarana olahraga sudah termasuk milik masyarakat/nagari dan swasta 

Dari Tabel 2.34 terlihat jumlah sarana olah raga di Kabupaten Tanah 

Datar pada tahun 2015 mengalami peningkatan terutama sarana olah raga 

sepak bola dan bola volley. Pelaksanaan turnamen bola volley antar nagari 

yang rutin menjadi agenda Pemerintah Kabupaten Tanah Datar beberapa 

tahun terakhir ini menjadi salah satu pendorong meningkatnya jumlah 

sarana olahraga tersebut. Disamping minat masyarakat untuk 

memanfaatkan sarana olahraga dari tahun ke tahun sudah optimal dan 

sarana olahraga yang tersedia telah terpenuhi. 
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2.3 Aspek Pelayanan Umum 

2.3.1 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan 

Dengan Pelayanan Dasar 

2.3.1.1 Pendidikan 

Pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Tanah 

Datar pada umumnya menunjukkan hasil cukup baik. Hal ini dapat dilihat 

dari pengembangan dan pemerataan akses, peningkatan mutu, relevansi 

dan daya saing selama tahun 2010-2015, sebagaimana terlihat pada Tabel 

2.35, Grafik 2.16 dan Tabel 2.36 : 

Tabel 2.35 

Indikator Fokus Layanan Urusan Wajib Pendidikan, 2010 - 2015 

No Uraian 

Tahun 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Angka Partisipasi 
Sekolah*) 

      

 - Usia 7 – 12  97,31 96,57 99,56 100 100 100 

 - Usia 13 – 15  93,04 94,18 91,41 91,85 98,02 98,02 

 - Usia 16 – 18  67,55 74,70 71,37 76,99 88,33 88,33 

2. Rasio 

ketersediaan 

sekolah per 
penduduk usia 
sekolah 

      

 -  SD/MI 78,98 72,51 72,76 70,41 77,42 77,85 

 -  SMP/MTs 51,69 42,55 44,92 42,22 53,18 52,84 

 -  SMA/MA/SMK 25,05 29,49 30,64 25,47 30 29,95 

3. Rasio 
guru/murid 

      

 -  Pendidikan 
Dasar 

0,07 0,07 0,08 0,08 0,08 0,09 

 -  Pendidikan 
Menengah 

0,12 0,12 0,13 0,13 0,11 0,11 

4. Rasio guru/murid 
per kelas rata-
rata 

      

 -  SD/MI 0,94 0,03 0,04 0,04 0,04 0,03 

 -  SMP/MTs 0,21 0,18 0,19 0,19 0,17 0,21 

 -  SMA/MA/SMK 0,45 0,39 0,36 0,33 0,30 0,21 

5. Penduduk 15 

tahun ke atas 
melek huruf 

 97,81 98,09 98,39 98,6 98,7 

 Gedung Sekolah 
kondisi baik 

      

 -  SD/MI 77,18 73,03 71,19 74,86 33,66 33,66 

 -  SMP/MTs 61,33 61,78 80,18 76,24 32,23 32,23 

 -  SMA/MA/SMK 81,67 83,03 86 76,96 80,96 80,96 

6. Angka Putus 
Sekolah 

      

 -  SD/MI 0,29 0,14 0,09 0,07 0,11 0,04 

 -  SMP/MTs 0,52 0,5 0,53 0,69 0,16 0,09 

 -  SMA/MA/SMK 3,26 1,28 1,12 0,41 0,52 0,65 

7. Angka Kelulusan       

 -  SD/MI 99,67 99,89 98,92 98,49 100,00 100 

 -  SMP/MTs 92,19 92,83 95,51 97,62 99,21 100 
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No Uraian 

Tahun 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 -  SMA/MA/SMK 93,08 97,09 96,58 96,99 99,08 100 

8. Angka 

melanjutkan 
sekolah (SD/MI 
ke SMP/MTs) 

102,65 103,4 103,99 106,97 106,51 104,89 

9. Angka 

Melanjutkan 

Sekolah 
(SMP/MTs ke 
SMA/SMK/MA) 

96,97 97,53 87,28 91,05 83,77 89,03 

10. Guru yang 

memenuhi 
kualifikasi S-1/ 
D-4 

69 73,2 79,1 82,71 60,4 91,51 

 SD/MI  52,29 63,93 73,01 82,15 82,15 

 SMP/MTs  78,32 81,68 82,75 85,34 85,34 

 SMA/SMK/MA  88,99 91,69 91,80 91,35 91,35 

Sumber : Dinas Pendidikan 
*) Data BPS Tanah Datar 

 

Grafik 2.16 
Perkembangan Jumlah Sekolah di Kabupaten Tanah Datar  

Tahun 2010 – 2015 

 
Sumber : Profil Dinas Pendidikan 

 

Dari Grafik 2.16 terlihat bahwa jumlah TK/RA pada tahun 2010-

2015 mengalami peningkatan dari 195 unit tahun 2010 menjadi 204 unit 

tahun 2015, tetapi pada tahun 2014 terjadi perubahan pengelolaan 

sebanyak 8 unit dari TK menjadi RA oleh Kementerian Agama Kabupaten 

Tanah Datar.  

Sementara perkembangan fasilitas pendidikan di Kabupaten Tanah 

Datar pada tahun 2015 mengalami sedikit peningkatan untuk jenjang 

pendidikan SD/MI dan SMP/MTs. Jumlah SD/MI bertambah dari 308 unit 

pada tahun 2010 menjadi 310 unit pada tahun 2015. Jumlah SMP/MTs 
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pada tahun 2010–2015 mengalami peningkatan dari 99 unit pada tahun 

2010 menjadi 102 unit pada tahun 2015. 

Jumlah SMA/MA  pada tahun 2010-2015 mengalami peningkatan 

dari 42 unit pada tahun 2010 menjadi 52 unit tahun 2015. Sedangkan 

jumlah SMK pada tahun 2010–2015 tidak mengalami perubahan. 

 
Tabel 2.36 

Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Kabupaten Tanah Datar  

Tahun 2010 – 2015 

No. 
Jenjang 

Pendidikan 

Tahun 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

I SD/MI       

 
Jumlah gedung 
sekolah 

308 308 309 309 309 310 

 
Jumlah penduduk 
kelompok usia 7-12 
tahun 

38.955 42.472 42.468 43.888 39.915 39.918 

 Rasio 79,1 72,51 72,76 70,41 77,42 77,66 

        

II SMP/ MTs       

 
Jumlah gedung 
sekolah 

100 99 100 101 103 102 

 
Jumlah penduduk 
kelompok usia 13-
15 tahun 

19.344 23.270 22.262 23.921 19.370 19.305 

 Rasio 51,69 42,55 44,92 42,22 53,18 52,84 

III SMA/SMK/MA       

 
Jumlah gedung 
sekolah 

39 50 52 60 60 60 

 
Jumlah penduduk 
kelompok usia 16-
18 tahun 

19.164 17,290 17,295 20,021 17,665 17,695 

 Rasio 20,35 28.92 30.07 29.97 33.97 33.91 

Sumber : Dinas Pendidikan 

Dari Tabel 2.36 dapat dilihat rasio ketersediaan sekolah untuk 

tingkat pendidikan dasar SD/MI dari tahun 2010-2015 sudah sangat baik, 

artinya untuk 10.000 penduduk usia sekolah 7 – 12 tahun tersedia 

sebanyak  77 sekolah SD/MI atau rata-rata satu sekolah telah menampung 

129 siswa atau tertampung sebanyak 21 siswa per lokal (standar 

pendidikan nasional rata-rata siswa per lokal 32 orang). Demikian juga 

untuk tingkat SMP/MTs. Pada tahun 2015 rasio ketersediaan sekolah 

mencapai 53, yang berarti satu sekolah dapat menampung 138 siswa. Pada 

tahun 2015 rata-rata siswa SMP/MTs per lokal sebanyak 24 siswa (standar 

pendidikan nasional rata-rata siswa per lokal 32 orang). Untuk tingkat 

SMA/SMK/MA, rasio ketersediaan sekolah setiap tahun dapat terus 

ditingkatkan; pada tahun 2015, untuk setiap 10.000 penduduk usia 16 – 
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18 tahun tersedia 33 unit sekolah dengan rata-rata setiap sekolah mampu 

menampung kurang lebih 295 siswa. 

Hal ini menunjukkan bahwa jumlah sekolah yang ada di 

Kabupaten Tanah Datar telah mampu menampung semua penduduk usia 

sekolah sehingga akses penduduk terhadap pendidikan sudah semakin 

baik. 

Tabel 2.37 

Rasio Jumlah Guru dan Murid Semua Jenjang Pendidikan  

Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 – 2015 

No. 
Jenjang 

Pendidikan 

Tahun 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

I SD/MI            

 Jumlah guru 3.386 3.312 3.330 3.278 3.114 3.147 

 Jumlah murid 43.948 43.951 43.577 43.096 42.440 41.989 

 Rasio 770,46 753,57 764,16 760,63 733,74 749,48 

II SMP/MTs           

 Jumlah guru 2.317 2.316 2.412 2.429 2.230 2.156 

 Jumlah murid 18.286 18.187 18.274 18.899 19.409 19.927 

 Rasio  1.267,09 1.273,44 1.319,91 1.285,25 1.148,95 1.081,95 

III SMA/SMK/MA            

  Jumlah guru 1.640 1.658 1.791 1.757 1.584 1.773 

  Jumlah murid 11.853 12,609 13,087 13,618 13,523 14,369 

  Rasio  1.383,62 1.314.93 1.368.53 1.290.20 1.171.34 4.924.49 

Sumber : Dinas Pendidikan  

 

Dari Tabel 2.37 dapat dilihat bahwa rasio jumlah guru dan murid 

rata-rata untuk tingkat pendidikan dasar SD/MI cukup baik, untuk 10.000 

murid sudah dapat dididik oleh 733-770 orang guru yang berarti satu 

orang guru mengajar 12-14 murid. Demikian juga untuk tingkat SMP/MTs, 

untuk 10.000 murid sudah dapat dididik rata-rata oleh 1.258 orang guru. 

Untuk jenjang SMA/SMK/MA dari setiap 10.000 murid sudah dapat didik 

oleh 1.314 orang guru. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah guru yang ada 

telah mampu menyelenggarakan layanan pendidikan sehingga dapat 

menjamin berlangsungnya proses belajar mengajar dan hasil belajar yang 

berkualitas.  

Selanjutnya Tabel 2.38 menyajikan kondisi layanan fasilitas 

pendidikan di Kabupaten Tanah Datar tahun 2010-2015. 
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Tabel 2.38 

Fasilitas Pendidikan di Kabupaten Tanah Datar  
Tahun 2010 – 2015 

No. Uraian 
Tahun 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1. 
Kondisi Ruang Kelas 
(%) 

 
         

  Rusak Ringan:           

  SD/MI 19,93 22,71 23,48 20,58 60,74 59,46 

  SMP/MTs 28,57 28,52 15,61 19,95 57,52 47.85 

  SMA/MA/SMK 16,52 13,80 13,50 18,39 15,29 38,29 

  Rusak Berat:           

  SD/MI 2,89 4,26 5,33 4,56 5,60 5,41 

  SMP/MTs 10,10 9,70 4,21 3,81 10,25 6,16 

  SMA/MA/SMK 1,81 3,17 0,50 4,65 4,12 0,85 

2. 
Rasio Murid dengan 

ruang kelas 
(siswa/kelas): 

 
         

  SD/MI 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 

  SMP/MTs 32,00 23,00 22,00 22,00 24,00 24,00 

  SMA/MA/SMK 27,00 25,00 24,00 24,00 24,00 24,00 

3. 
Jumlah 

perpustakaan 
Sekolah (%): 

 
         

  SD/MI 42,00 37,01 49,04 52,70 57,28 64,52 

  SMP/MTs 57,00 59,60 58,82 61,17 69,90 74,50 

  SMA/MA/SMK 50,00 58,82 67,31 71,15 71,70 79,25 

4. Sertifikasi Guru (%):           

  TK 4,63 7,55 20,55 21,69  29,78 41,00 

  SD 25,00 10,39 51,13 58,40  66,92  69,00 

  SMP 55,00 74,00 63,40 63,90  74,11  77,00 

  SMA/SMK 67,46 62,32 62,32 68,89  93,00  65,00 

5. 
Kualifikasi guru 
S1/D4 (%) 

 
          

 SD/MI 38,81 52,29 63,93 73,01  82,15   93,33  

 SMP/MTs 77,04 78,32 81,68 82,75 85,34 87,38 

 SMA/SMK/MA 89,45 88,99 91,69 91,80 91,35 93,29 

Sumber: Dinas Pendidikan 

 

Dari Tabel 2.38 terlihat bahwa pada tahun 2010 kondisi ruang kelas 

rusak ringan SD/MI adalah 19,93%, pada tahun 2015 menjadi 59,46%, 

sementara ruang kelas yang rusak berat pada tahun 2010 adalah 2,89% 

menjadi 5,41% pada tahun 2015. Kondisi ruang kelas rusak ringan 

SMP/MTs tahun 2010 adalah 28,57% dan menjadi 47,85% pada tahun 

2015, sementara ruang kelas yang rusak berat pada tahun 2010 adalah 

10,10% menjadi 6,16% pada tahun 2015. Selanjutnya, kondisi ruang kelas 

rusak ringan SMA/MA/SMK tahun 2010 adalah 16,52% menjadi 38,29% 

tahun 2015, sementara ruang kelas yang rusak berat pada tahun 2010 

adalah 1,81% menjadi 0,85% tahun 2015. 
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Rasio murid dengan ruang kelas untuk jenjang pendidikan SD/MI 

selama periode tahun 2010 – 2015 tidak mengalami perubahan, yaitu 

21,00. Untuk jenjang pendidikan SMP/MTs sebesar 32,00 tahun 2010 

menjadi 24,00 tahun 2015 dan untuk jenjang pendidikan SMA/MA/SMK 

sebesar 27,00 tahun 2010 menjadi 24,00 tahun 2015. 

Jumlah perpustakaan pada SD/MI pada tahun 2010 sebesar 

42,00% menjadi 64,52% tahun 2015. Kemudian pada jenjang pendidikan 

SMP/MTs tahun 2010 sebesar 57,00% menjadi 74,50% tahun 2015 dan 

pada jenjang pendidikan SMA/MA/SMK tahun 2010 sebesar 50,00% 

menjadi 79,25% tahun 2015. 

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru, 

guru sebagai jabatan profesional pada setiap jenjang pendidikan 

dibuktikan oleh sertifikasi pendidik. Program sertifikasi pendidik dimulai 

pada tahun 2006 dan setiap tahunnya guru yang memperoleh sertifikat 

pendidik cendrung mengalami peningkatan. Jumlah guru TK yang telah 

memiliki sertifikasi pendidik tahun 2010 adalah 4,63% meningkat menjadi 

41% tahun 2015, guru SD tahun 2010 sebesar 25,00% menjadi 69% tahun 

2015, guru SMP tahun 2010 sebesar 55% meningkat menjadi 77% tahun 

2015 dan guru SMA  tahun 2010 sebesar 67,46% turun menjadi 65% 

tahun 2015. Penurunan persentase guru bersertifikasi pada tingkat SMA 

disebabkan adanya penambahan guru honor yang tidak sebanding dengan 

peningkatan guru besertifikasi. 

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru 

bahwa seorang guru harus memiliki ijazah atau kualifikasi akademik S1 

atau D4. Untuk menyikapi undang-undang tersebut pemerintah 

Kabupaten Tanah Datar setiap tahun memprogramkan peningkatan 

kualitas guru sehinggga diharapkan secara bertahap, guru-guru di 

Kabupaten Tanah Datar telah memiliki kualifikasi pendidikan sarjana. 

Pada tahun 2010 guru SD yang berkualifikasi pendidikan S1/D4 

adalah 38,81% menjadi 93,33% pada tahun 2015. Pada jenjang SMP/MTs 

persentase guru yang telah memiliki kualifikasi S1/D4 pada tahun 2010 

adalah 77,04% menjadi 87,38% pada tahun 2015. Pada jenjang SMA/SMK 

persentase guru yang memiliki kualifikasi S1/D4 adalah 89,45% pada 

tahun 2010 menjadi 93,29% pada tahun 2015. 

Jumlah guru yang berkualifikasi S1 mengalami peningkatan setiap 

tahunnya, namun belum dapat memenuhi harapan Undang-Undang 

Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru yaitu paling lambat pada tahun 2015 

semua guru sudah berkualifikasi S1.  Hal ini disebabkan antara lain 

karena jika semua guru yang belum berpendidikan S1 direkomendasikan 
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untuk mengikuti pendidikan S1, maka akan menghambat proses belajar 

mengajar dan sekolah-sekolah akan kekurangan guru. Selain itu masih 

banyak guru yang belum berpendidikan S1 akan memasuki masa pensiun 

sehingga tidak memungkinkan untuk mengikuti S1. Oleh karena itu perlu 

ditingkatkan kemampuan guru dan kualifikasi pendidikan guru dalam 

mengajar sehingga diharapkan setiap tingkat memiliki guru yang layak 

mengajar. 

Grafik 2.17 
Persentase Siswa Putus Sekolah di Kabupaten Tanah Datar  

Tahun 2010 – 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Datar (2015) 

 

Selama periode tahun 2010–2013, pemerintah berhasil menurunkan 

persentase siswa putus sekolah untuk tingkat SD/MI. Namun, kondisi ini 

tidak berlanjut pada tahun 2014 karena persentase siswa putus sekolah 

pada tingkat SD/MI justru meningkat menjadi 0,11%. Tetapi kondisi ini 

dapat diperbaiki pada tahun 2015 menjadi 0,04%. Kondisi yang sama juga 

terjadi pada jenjang SMA/SMK/MA, persentase siswa putus sekolah naik 

dari 0,41% pada tahun 2013 menjadi 0,66% pada tahun 2015. Kondisi ini 

disebabkan antara lain oleh faktor lingkungan. Sementara untuk jenjang 

SMP/MTs, persentase siswa putus sekolah berhasil diturunkan dari 0,69% 

pada tahun 2013 menjadi 0,09% pada tahun 2015. 

Persentase siswa lulus ujian nasional tahun 2015 untuk seluruh 

jenjang pendidikan telah menunjukkan hasil yang sangat baik, yaitu 

seluruh siswa mampu lulus ujian nasional 100%. Hal ini menunjukkan 

bahwa Pemerintah Kabupaten Kabupaten Tanah Datar cukup berhasil 

dalam penyelenggaran layanan pendidikan. Hal ini dengan terbukti 

Kabupaten Tanah Datar menjadi pengelola pendidikan terbaik selama 4 

tahun berturut-turut. 
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Grafik 2.18 

Persentase Siswa Lulus Ujian Nasional di Kabupaten Tanah Datar  

Tahun 2010 – 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Datar (2015) 

 

Tabel 2.39 

Persentase Siswa SMA/SMK/MA Diterima di Perguruan Tinggi Negeri  

Tahun 2010 – 2015 

No Uraian 
Tahun (%) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1 
Jumlah siswa lulus 

SMA/SMK/MA 
3.221 3.431 3.570 3.912 4.081 4.081 

2 
Jumlah siswa yang 

diterima di PTN 
1.260 986 1.372 2.129 2.096 2.096 

3 Persentase  39,12 28,97 38,55 54,44 51,36 51,36 

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Datar 

 

Grafik 2.19 

Persentase Lulusan SLTA yang diterima di Perguruan Tinggi Negeri 

2010 – 2015 
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Persentase siswa yang diterima di Perguruan Tinggi Negeri dari 

tahun 2010-2015 secara umum mengalami peningkatan sehingga 

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan Kabupaten Tanah Datar 

sebagai pengelola pendidikan terbaik di Provinsi Sumatera Barat pada 

tahun 2012, 2013, 2014 dan tahun 2015.  

 

2.3.1.2 Kesehatan 

Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat upaya-

upaya yang dilakukan adalah meningkatkan akses masyarakat terhadap 

pelayanan kesehatan dasar melalui upaya-upaya promotif dan preventif 

yang didukung oleh sarana dan prasarana kesehatan yang memenuhi 

standar serta jumlah tenaga kesehatan yang memadai. Tabel 2.43 

menggambarkan upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka 

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat : 

Tabel 2.40 
Indikator Fokus Layanan Wajib Kesehatan 

No Uraian 
Tahun 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Rasio  posyandu per 1.000 
balita 

16,63 21,74 17,19 23,09 22,46 22,40 

2. Rasio Puskesmas, Pustu, 

Poliklinik per 100.000 
penduduk 

2,78 2,77 2,76 2,75 2,74 2,73 

 - Puskesmas 0,068 0,067 0,067 0,067 0,067 0,067 

 - Pustu 0,197 0,197 0,196 0,195 0,195 0,194 

 - Poliklinik 2,510 2,502 2,495 2,488 2,481 2,474 

3. Rasio Rumah Sakit per 
1.000 penduduk 

0,003 0,003 0,006 0,012 0,012 0,012 

4. Rasio Dokter umum per 
100.000 penduduk 

10,5 10,56 9,94 13,1 13,38 14.5 

5. Rasio dokter spesialis per 
100.000 penduduk 

1,76 2,65 2,94 4,71 7,36 7,06 

6. Rasio dokter gigi per 
100.000 penduduk 

6,47 7,06 6,47 5,88 5,88 5.25 

7. Rasio bidan per 100.000 
penduduk 

64 61 63 60 65 87 

8. Rasio perawat per 100.000 
penduduk 

67 59 75 76 75 77 

9. Cakupan komplikasi 

kebidanan yang tertangani 
(%) 

80 100 100 106,4 100 100 

10. Cakupan pertolongan 

persalinan oleh tenaga 
kesehatan yang memiliki 
kompetensi kebidanan (%) 

90 96,05 73,54 96,8 84,2 73,3 

11. Cakupan Desa/kelurahan 

Universal Child 
Immunization (UCI) (%) 

65,3 77,72 47,07 85,6 85,75 76,96 

12. Cakupan Balita Gizi Buruk 90 100 100 100 100 100 
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No Uraian 
Tahun 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

mendapat perawatan (%) 

13. Cakupan penemuan dan 

penanganan penderita 
penyakit TBC BTA (%) 

29 32,2 35,24 47,79 37 38,4 

14. Cakupan penemuan dan 

penanganan penderita 
penyakit DBD (%) 

100 100 100 100 100 100 

15. Cakupan pelayanan 

kesehatan rujukan pasien 
masyarakat miskin (%) 

100 100 100 100 98,78 37,6 

16. Cakupan kunjungan bayi 

(%) 
90 78,02 82,5 103,6 92,8 79,4 

17. Cakupan puskesmas (%) 164,29 164,29 164,29 164,29 164,29 164,29 

18. Cakupan pembantu 
puskesmas (%) 

89,33 89,33 89,33 89,33 89,33 89,33 

Sumber : Dinas Kesehatan 

 

a. Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) per Satuan Balita 

Posyandu merupakan wadah komunikasi dalam pelayanan 

kesehatan masyarakat mulai dari Keluarga Berencana, pelayanan 

kesehatan dasar serta pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan ibu dan 

anak-anak dengan dukungan pembinaan teknis dari petugas kesehatan. 

 

Tabel 2.41 

Rasio Posyandu per Satuan Balita di Kabupaten Tanah Datar  

Tahun 2010 – 2015 

No Uraian 
Tahun 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Jumlah Posyandu 595 596 598 598  599 599 

2. Jumlah Balita 35.772 27.413 34.785 25.895 26.671 24.982 

3. Rasio 16,63 21,74  17,19  23,09  22,46 22,4 

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar 
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Grafik 2.20 

Rasio Posyandu per Satuan Balita, 2010 - 2015 

 

Dari Tabel 2.41 dan Grafik 2.20 terlihat bahwa keberadaan 

Posyandu di Kabupaten Tanah Datar telah memenuhi kebutuhan standar 

ketersediaan posyandu dengan tingkat penyebaran merata di seluruh 

kecamatan, nagari dan jorong. 

b. Rasio Puskesmas dan Puskemas Pembantu (Pustu) 

Puskesmas dan jaringannya merupakan ujung tombak pelayanan 

kesehatan. Keberadaan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu di 

Kabupaten Tanah Datar telah merata di seluruh kecamatan sesuai dengan 

kepadatan penduduk dan luas wilayah jangkauan pelayanan, sebagaimana 

tergambar dalam Tabel 2.42 : 

Tabel 2.42 

Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu per Satuan Penduduk  

di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 – 2015 

No Uraian 
Tahun 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1. 
Jumlah 

Puskesmas 
23 23 23 23 23 23 

2. Jumlah Pustu 67 67 67 67 67 67 

3. Jumlah Penduduk 339.792 340.906 341.911 342.864 343.875 362.759*) 

4. 

Rasio Puskesmas 

per satuan 

penduduk 

0,068 0,067 0,067 0,067 0,067 0,063 

5. 
Rasio Pustu per 

satuan penduduk 
0,197 0,197 0,196 0,195 0.195 0.185 

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar 
*) Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2015 
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c. Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk 

Rumah sakit merupakan pelayanan kesehatan rujukan dari 

pelayanan kesehatan dasar (Puskesmas dan jaringannya) dalam rangka 

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Tanah Datar 

ditunjang oleh sarana dan prasarana kesehatan, mulai dari pelayanan 

kesehatan tingkat pertama yaitu Puskesmas dan jaringannya dan 

pelayanan kesehatan tingkat kedua yaitu Rumah Sakit. Rasio rumah sakit 

per satuan penduduk dapat dilihat pada Tabel 2.43 : 

Tabel 2.43 

Rasio Rumah Sakit per Penduduk di Kabupaten Tanah Datar  

Tahun 2010 – 2015 

No Uraian 
Tahun 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1. 
Jumlah Rumah 

Sakit 
1 1 2 4 4 4 

2. 
Jumlah 

penduduk 
339.792 340.906 341.911 342.864 343.875 362.579*) 

3. 

Rasio Rumah 

Sakit per 

satuan 

penduduk 

0,003 0,003 0,006 0,012 0,012 0,011 

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar 

 

d. Rasio Dokter per Satuan Penduduk 

Untuk menunjang pelayanan kesehatan perlu didukung oleh tenaga 

medis antara lain dokter umum, dokter gigi dan dokter spesialis. Dalam 

rangka memenuhi standar pelayanan minimal bidang kesehatan, idealnya 

1 (satu) orang dokter melayani 1.000 orang penduduk. Kondisi saat ini, 1 

(satu) orang dokter melayani 2.500 orang penduduk. Disamping itu, 

apabila dilihat dari jumlah dokter yang ada, jumlah dokter spesialis yang 

ada dirasakan masih belum memenuhi kebutuhan. 

Tabel 2.44 

Rasio Dokter per Satuan Penduduk di Kabupaten Tanah Datar  

Tahun 2010 – 2015 

No Uraian 
Tahun 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1. 
Jumlah 
Dokter 
Umum 

53 39 53 42 45 56 

2. 
Jumlah 
Dokter Gigi 

25 24 22 20 19 21 

3. 
Jumlah 
Dokter 
Spesialis  

6 7 10 11 16 15 

4. 
Jumlah 
Penduduk 

339.792 340.906 341.911 342.864 343.875 362.759*) 

5. 
Rasio Dokter 
Umum per 

15,6 11,44 15,5 12,25 13,09 15,44 
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100.000 
penduduk 

6. 

Rasio Dokter 

Gigi per 
100.000 
penduduk 

7,36 7,04 6,43 5,83 5,53 5,79 

7. 

Rasio Dokter 
Spesialis per 
100.000 
penduduk 

1,77 2,05 2,92 3,21 4,65 4,13 

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar 
*) Data Dinas Dukcapil, 2015 

 

e. Rasio Paramedis per Satuan Penduduk 

Jumlah tenaga medis di Kabupaten Tanah Datar belum memenuhi 

standar pelayanan kesehatan yang ideal sehingga Pemerintah Daerah terus 

berupaya untuk meningkatkan jumlah tenaga medis, baik dokter umum, 

dokter gigi, dokter spesialis, perawat maupun bidan. 

 

Tabel 2.45 

Rasio Paramedis per Satuan Penduduk di Kabupaten Tanah Datar  

Tahun 2010 – 2015 

No Uraian 
Tahun 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1. 
Jumlah 

Perawat 
228 202 254 259 256 261 

2. Jumlah Bidan 219 209 216 205 221 227 

3. 
Jumlah 

Penduduk 
339.792 340.906 341.911 342.864 343.875 362.759 

4. 

Rasio Perawat 

per 100.000 

penduduk 

67,1 59,3 74,29 75,54 74,4 71,95 

5. 

Rasio Bidan 

per 100.000 

penduduk 

64,45 61,31 63,17 59,8 64,26 62,58 

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 – 2021 II -  70 

 

Grafik 2.21 

Rasio Puskesmas, Pustu, Rumah Sakit, Dokter dan Tenaga Medis per Satuan 

Penduduk, 2010 – 2015 

 

 

2.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Indikator pembangunan daerah bidang pekerjaan umum dapat 

dilihat dari beberapa indikator, di antaranya sebagaimana tergambar pada 

Tabel  2.46 : 

 

Tabel 2.46 

Indikator Fokus Layanan Wajib Bidang Infrastruktur 

 

No Uraian 
Tahun 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Proporsi panjang 

jaringan jalan dalam 
kondisi baik 

49,30 50,74 52,34 53,01 50,14 52,85 

2. Rasio tempat ibadah per 
satuan penduduk 

5,33 4,95 4,95 4,43 4,42 4,42 

3. Persentase rumah 
tinggal bersanitasi 

20,65 28,7 34,87 45,8 62,62 75,44 

 Persentase penduduk 
dengan akses sanitasi 
layak 

68 52 57,32 59,1 65,56 70 

4. Rasio tempat 

pemakaman umum per 
satuan penduduk per 
1.000 penduduk 

- - - - 0,003 0,0027 

5. Rasio tempat 

pembuangan sampah 
(TPS) per satuan 
penduduk 

- 0,12 0,04 0,05 0,06 0,001 
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No Uraian 
Tahun 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 - Jumlah TPS 338 368 207 216 279 177 

 - Daya Tampung TPS - 39,26 153,0 171,3 216,05 185,0 

 - Rasio daya tanpung 
TPS terhadap 
jumlah penduduk 

339.732 0,012 0,045 0,050 0,063 0,051 

6. Rasio rumah layak huni n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

 Jumlah Rumah tidak 
layak huni 

4.790 3.840 3.336 2.762 3.695 2.902 

7. Rasio permukiman 
layak huni 

n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

8. Panjang jalan dilalui 
Roda 4 

0,0033 0,0033 0,0035 0,0036 0,0037 0,0038 

9. Jalan Penghubung dari 

ibukota kecamatan ke 
kawasan pemukiman 
penduduk (minimal 
dilalui roda 4) 

100 100 100 100 100 100 

10. Panjang jalan 

kabupaten dalam 
kondisi baik ( > 40 
KM/Jam ) 

694,55 714,75 737,32 706,31 670,38 744,10 

11. Jumlah irigasi dalam 
kondisi baik (DI) 

779 829 880 950 993 1.051 

12. Lingkungan pemukiman 
(kawasan kumuh) 

n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum 

 

a. Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik 

Jalan merupakan salah satu elemen perhubungan yang dominan 

digunakan dan dimanfaatkan oleh penduduk, keberadaan jalan memiliki 

peranan penting dalam pembangunan suatu daerah dimana fungsinya 

sebagai penghubung dan memberikan akses dalam rangka percepatan 

pelaksanaan pembangunan pada sektor-sektor prioritas seperti pertanian, 

industri, pariwisata, pendidikan dan kesehatan. 

Secara keseluruhan panjang jalan yang ada di Kabupaten Tanah 

Datar adalah 1.587 Km yang terdiri dari :  

- Jalan Nasional sepanjang 42,2 Km 

- Jalan Provinsi sepanjang 136 Km 

- Jalan Kabupaten sepanjang 1.408,8 Km 

Untuk Jalan Nasional dan Jalan Provinsi umumnya memiliki kondisi 

cukup baik hanya jalan kabupaten yang memiliki kondisi yang bervariasi 

yaitu rusak dan baik. Adapun perkembangan jenis permukaan dan kondisi 

Jalan Kabupaten dapat dilihat pada Grafik 2.22 : 
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Grafik 2.22 

Perkembangan Jenis Permukaan, 2010 – 2015 

 

 

Grafik 2.23 

Perkembangan Kondisi Jalan, 2010 - 2015 

 

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Datar 

 

Pada tahun 2010, panjang jalan aspal adalah 782,05 km, dan pada 

tahun 2015 meningkat menjadi 849,11 Km. Demikian juga halnya dengan 

jalan dengan kondisi baik, dimana pada tahun 2010 adalah 694,55 km dan 

meningkat menjadi 851 Km pada tahun 2015. 

Masih tingginya persentase jalan rusak disebabkan oleh kondisi 

geografis Kabupaten Tanah Datar dan berada diatas jalur patahan 

semangko, sehingga sering terjadi pergeseran-pergeseran pada permukaan 

bumi yang mengakibatkan rusaknya infrastruktur jalan. Selain itu sering 

dijadikan sebagai jalan alternatif oleh kendaraan pengangkut barang antar 

Provinsi yang bertonase tinggi serta melebihi daya dukung Jalan 

Kabupaten. 

b. Jaringan Irigasi Kabupaten 

Pembangunan irigasi ditujukan untuk mempertahankan dan 

meningkatkan produksi hasil pertanian. Saat ini jumlah Daerah Irigasi (DI) 

di Kabupaten Tanah Datar adalah sebanyak 1.512 DI yang terdiri dari        

1 (satu) DI merupakan kewenangan Pemerintah Pusat yaitu Irigasi Batang 
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Sinamar, 2 (dua) DI merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi yaitu 

Irigasi Batang Selo dan Galo Gandang, 9 (sembilan) DI merupakan 

kewenangan Pemerintah Provinsi lintas kabupaten dan 1.500 DI yang 

merupakan kewenangan kabupaten. 

Aspek pelayanan umum Bidang Irigasi Kabupaten Tanah Datar 

tahun 2010 – 2015, menunjukan kinerja yang terus meningkat seperti 

terlihat pada Grafik 2.24: 

Grafik 2.24 

Aspek Pelayanan Umum Bidang Pekerjaan Umum – Irigasi  

di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 – 2015 
 

 

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Datar 

 

Dari Grafik 2.24 dapat dilihat jumlah irigasi berkondisi baik terus 

meningkat, pada tahun 2010 irigasi dengan kondisi baik berjumlah 779 DI 

dan pada tahun 2015 meningkat menjadi 1.051 DI, meningkatnya jumlah 

DI dengan kondisi baik ini disebabkan karena meningkatnya Dana Alokasi 

Khusus (DAK) Bidang Irigasi dan meningkatnya partisipasi masyarakat 

khususnya kelompok Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A). 

 

c. Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk 

Penduduk Kabupaten Tanah Datar adalah mayoritas beragama 

islam, sehingga tempat ibadah untuk agama non muslim secara resmi 

tidak ada. Rasio tempat ibadah per satuan penduduk pada tahun 2010-

2015 dapat dilihat pada Tabel 2.47.     

Tabel 2.47 

Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk di Kabupaten Tanah Datar  

Tahun 2010-2015 

No Uraian 
Tahun 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1. 
Jumlah Tempat 

Ibadah 
1,811 1,686 1,692 1,519 1,519 1,666 

2. Jumlah Penduduk 339.792 340.906 341.911 342.864 343.875 362,579 

3. 
Rasio per 1.000 

penduduk 
5,33 4,95 4,95 4,43 4,42 4,59 

Sumber : Tanah Datar Dalam Angka 
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Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa rasio untuk 1.000 penduduk 

Kabupaten Tanah Datar dapat ditampung pada 4 - 5 tempat ibadah atau 

satu tempat ibadah dapat menampung kurang lebih 200 orang penduduk. 

 

d. Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk 

Tempat Pemakaman Umum (TPU) adalah areal tempat pemakaman 

milik/dikuasai pemerintah daerah yang disediakan untuk umum yang 

berada di bawah pengawasan, pengurusan dan pengelolaan pemerintah 

daerah. Di Kabupaten Tanah Datar rasio tempat pemakaman umum tahun 

2015 dapat dilihat pada Tabel 2.48: 

Tabel 2.48 

Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk  

di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 – 2015 

No Uraian 
Jumlah  

(2010-2014) 
2015 

1 Tempat pemakaman umum (TPU) PHBI 1 1 

2 Jumlah penduduk 343.875 362.759 

3 Rasio TPU persatuan penduduk  0,003 0,0027 

Sumber : Dinas Sosial Tenaga Kerja Kab. Tanah Datar (2015) 

 

e. Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Per Satuan Penduduk 

Tabel 2.49 

Rasio Tempat Pembuangan Sampah terhadap Jumlah Penduduk 

di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 – 2015 

No Uraian 
Tahun 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1 Jumlah TPS  338 368 207 216 279 177 

2 Jumlah Daya 
Tampung 
TPS  

- 39,26 153 171,3 216,05 185 

3 Jumlah 
Penduduk  

339.792 340.906 341.911 342.864 343.875 362. 759 

4 Rasio Daya 
Tampung 
TPS thd 

Jumlah 
penduduk 

- 0,012 0,045 0,050 0,063 0,051 

Sumber : Kantor Lingkungan Hidup  Kab. Tanah Datar 
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Grafik 2.25 

Rasio Daya Tampung TPS terhadap Jumlah Penduduk 

 

 

Grafik 2.25 memperlihatkan bahwa rasio daya tampung TPS 

terhadap jumlah penduduk pada tahun 2015 mengalami penurunan 

dibandingkan dengan tahun sebelumnya.  

 

f. Penataan Ruang 

Penataan ruang di Kabupaten Tanah Datar diatur dengan Peraturan 

Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kabupaten Tanah Datar tahun 2011-2031 dengan tujuan  “Terwujudnya 

ruang wilayah kabupaten yang serasi, selaras dan seimbang antara 

lingkungan alam dan lingkungan binaan melalui pengaturan, pengendalian 

serta pemanfaatan struktur dan pola ruang wilayah kabupaten, yang 

berbasis pertanian dan pariwisata untuk mencapai kesejahteraan dan 

keadilan masyarakat yang dilandasi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi 

Kitabullah”. 

Berdasarkan rencana struktur ruang, dengan mengacu pada RTRWN 

dan RTRW Provinsi Sumatera Barat maka Kota Batusangkar diarahkan 

sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) di Kabupaten Tanah Datar. 

Disamping Kota Batusangkar sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) 

juga terdapat  Pusat Pelayanan Kawasan yang terdiri dari 3 (tiga) 

kecamatan yaitu Kecamatan Pariangan dengan pusat di Nagari Simabur, 

Kecamatan Tanjung Emas dengan pusat di Nagari Saruaso, Kecamatan 

Salimpaung dengan pusat di Nagari Tabek Patah dan Kecamatan Sungai 

Tarab di Nagari Sungai Tarab dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) yang  

terdiri dari 9 (sembilan) kecamatan yaitu Kecamatan X Koto dengan pusat 

di Nagari Koto Baru, Kecamatan Batipuh Selatan dengan pusat di Nagari 

Sumpur, Kecamatan Batipuh dengan pusat di Nagari Batipuh Baruah, 

Kecamatan Rambatan dengan pusat di Nagari Rambatan, Kecamatan 

Sungai Tarab dengan pusat di Nagari Sungai Tarab, Kecamatan Sungayang 



RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 – 2021 II -  76 

 

dengan pusat di Nagari Sungayang, Kecamatan Padang Ganting dengan 

pusat di Nagari Padang Ganting, Kecamatan Lintau Buo dengan pusat di 

Nagari Buo, dan Kecamatan Tanjung Baru dengan pusat di Nagari Tanjung 

Alam. Pusat-pusat ini berfungsi sebagai pusat yang melayani kegiatan 

skala antar nagari. 

Berdasarkan rencana pola ruang, peruntukan ruang Kabupaten 

Tanah Datar  terdiri atas Kawasan Lindung seluas 46.883 Ha (35.09%) dan 

Kawasan Budidaya seluas 86.717 Ha (64.91% ). Kawasan lindung meliputi 

Kawasan Hutan Lindung, Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian 

Alam sedangkan Kawasan Budidaya meliputi Kawasan Hutan Produksi, 

Kawasan Hutan yang dapat dikonversi, kawasan pertanian, kawasan 

perkebunan dan kawasan permukiman. 

Disamping PPL, di Kabupaten Tanah Datar juga terdapat kawasan 

perdesaan. Permasalahan dalam pemanfaatan ruang kawasan perdesaan 

antara lain belum tersedianya perencanaan tata ruang kawasan perdesaan. 

Dalam impementasi pemanfaatan ruang,  perijinan pemanfaatan 

ruang merupakan salah satu bentuk pengendalian pemanfaatan ruang 

yang bertujuan agar pemanfaatan ruang dapat berjalan sesuai dengan 

fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang.  Perizinan 

merupakan kebijakan operasional pemanfaatan ruang yang berkaitan 

dengan penetapan lokasi, kualitas ruang dan tata bangunan yang sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan, hukum adat dan kebiasaan yang 

berlaku. 

Capaian kinerja penataan ruang  dapat dilihat dari indikator sebagai 

berikut :  

1) Rasio Ruang Terbuka Hijau Perkotaan per Satuan Luas Wilayah 

Perkotaan 

Ruang terbuka hijau merupakan area mengelompok, yang 

penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik 

yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Adapun 

kriteria ruang terbuka hijau kota adalah sebagai berikut: 

1. Lahan dengan luas paling sedikit 2.500 m² 

2. Merupakan suatu hamparan, berbentuk jalur, atau kombinasi dari 

bentuk satu hamparan dan jalur 

3. Terdapat komunitas tumbuhan. 
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Tabel 2.50 

Rasio Ruang Terbuka Hijau Perkotaan per Satuan Luas Wilayah  

di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 – 2015 

No Uraian 
Tahun  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1 Luas Ruang 

Terbuka Hijau 

Perkotaan (Ha) 

4.049 4.049 4.049 4.050 4.050 5.150 

2 Luas wilayah 

perkotaan (Ha) 
13.100 13.100 13.100 13.100 13.100 13.100 

3 Rasio Ruang 

Terbuka Hijau 

Perkotaan 

30,91 30,91 30,91 30,92 30,92 39,31 

Sumber : Dokumen RAKH Kabupaten Tanah Datar 

 

Luas RTH hanya dihitung dari RTH perkotaan. Rasio perhitungannya 

didasarkan pada luas RTH perkotaan dibagi luas seluruh kawasan 

perkotaan di Kabupaten Tanah Datar. 

Grafik 2.26 

Rasio Ruang Terbuka Hijau Perkotaan 

 

 

2) Jumlah IMB yang Diterbitkan 

Pelayanan urusan penataan ruang dapat dilihat dari jumlah 

bangunan yang memiliki izin di Kabupaten Tanah Datar. Izin 

mendirikan bangunan gedung adalah perizinan yang diberikan oleh 

Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk 

membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau 

merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif 

dan persyaratan teknis yang berlaku. Jumlah IMB yang diterbitkan 

periode tahun 2010 – 2015 tergambar dalam Grafik 2.27 : 
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Grafik 2.27 

Jumlah IMB yang Diterbitkan Dinas Pekerjaan Umum  

Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 – 2015 

 

 

Sumber : Data diolah 

 

2.3.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 

a. Persentase Rumah Tangga  Bersanitasi  

Salah satu yang menjadi penilaian rumah layak huni adalah rumah 

berakses sanitasi sekurang-kurangnya mempunyai akses untuk 

memperoleh layanan sanitasi sebagai berikut ; 1) fasilitas air bersih, 2) 

pembuangan air besar/tinja, 3) pembuangan air limbah (air bekas) dan 

pembuangan sampah. Persentase rumah tangga bersanitasi  sebagaimana 

terlihat pada Tabel 2.54 : 

Tabel 2.51 

Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi dan Persentase Penduduk Berakses  

Sanitasi Layak di Kabupaten Tanah Datar 

Tahun 2010 – 2015 

No Uraian 
Tahun  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1 Persentase Rumah 

Tinggal Bersanitasi 
20,65 28,7 34,87 45,8 62,62 75,44 

2 Persentase 

Penduduk Berakses 

Sanitasi Layak 

68 52 57,32 59,1 65,56 70 

Sumber : Bappeda dan PM 

 

Dari Tabel 2.51 dapat dijelaskan bahwa sampai tahun 2015 

persentase rumah tinggal bersanitasi di Kabupaten Tanah Datar mencapai 

75,44%. Sementara itu persentase penduduk dengan akses sanitas layak 

pada tahun 2010 baru mencapai 68% dan meningkat menjadi 70% pada 

tahun 2015. 
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b. Rumah Tidak Layak Huni 

Kinerja pembangunan pelayanan bidang perumahan di Kabupaten 

Tanah Datar tahun 2010-2015 dapat dilihat dari menurunnya jumlah 

rumah tidak layak huni, dimana pada tahun 2010 terdapat 4.090 unit 

rumah tidak layak huni dan pada tahun 2015 menjadi 2.818 unit 

sebagaimana terlihat pada Grafik 2.28 : 

Grafik 2.28 

Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Tanah Datar  

Tahun 2010 – 2015 

 

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Datar 

 

Untuk meningkatkan kualitas perumahan, telah dilaksanakan 

pembangunan atau rehab rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah 

antara lain melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya 

(BSPS) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 

 

2.3.1.5 Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlinndungan 

Masyarakat 

Pemerintah Kabupaten Tanah Datar terus melakukan upaya untuk 

menjaga stabilitas ketertiban dan kemanaan lingkungan, termasuk di 

dalamnya adalah upaya-upaya untuk mencegah terjadinya konflik 

horizontal di  masyarakat dan kerawanan politik. Beberapa hal yang 

menjadi perhatian serius di antaranya adalah perkembangan kasus 

narkoba yang cenderung menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2015 

kasus narkoba yang tercatat berjumlah 18 kasus. Kasus kriminalitas juga 

menunjukkan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2015 terjadi 495 

kasus kriminal, meningkat kurang lebih 19% dari tahun 2014 yang tercatat 

sebanyak 416 kasus. Jumlah kasus tertinggi terjadi pada tahun 2015 yang 

mencapai angka 495 kasus. Dari data tersebut bisa digambarkan rata-rata 

dalam satu hari terjadi 1 – 2 kasus kriminal di Kabupaten Tanah Datar. 
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Data terkait dengan pembangunan di bidang trantibum dan linmas 

tergambar dalam Tabel 2.52 : 

Tabel 2.52 

Indikator Stabilitas dan Keamanan Lingkungan 

No Uraian 
Tahun 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Kegiatan pembinaan 
terhadap LSM, Ormas 
dan OKP 

54 54 53 54 54 12 

2. Kegiatan pembinaan 
politik daerah 

2 1 1 1 1 2 

3. Kasus Kriminalitas 396 232 347 354 416 495 

4. Kasus Narkoba 6 13 23 14 23 18 

Sumber : Kantor Kesbangpol 
 

Kapasitas pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas keamanan 

dan ketertiban lingkungan tergambar dari rasio jumlah Polisi Pamong Praja 

per 10.000 penduduk dan jumlah Linmas per 10.000 penduduk. Sampai 

dengan tahun 2015, rasio jumlah Pol – PP masih sangat rendah, yaitu 1,28 

per 10.000 penduduk; rasio jumlah Linmas juga masih rendah, yaitu 22 

per 10.000 penduduk. Hal ini berakibat pada kemampuan Pol PP dalam 

melakukan patroli harian. 

Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten juga baru 

mencapai 20% karena dari 5 Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) yang 

seharusnya ada, baru satu yang berfungsi dengan baik. Sehingga, response 

time rate-nya juga baru mencapai 20%. Kondisi pembangunan urusan 

Otonomi Daerah dan Kepemerintahan dapat dilihat pada Tabel 2.56: 

Tabel 2.53 

Indikator Layanan Wajib Ketertiban Umum 

No Uraian 
Tahun 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Rasio jumlah Polisi 

Pamong Praja per 10.000 
penduduk 

1 1,24 1,24 1,24 1,24 1,28 

2. Jumlah Linmas per 
Jumlah 10.000 Penduduk 

- - 22 8 7 22 

3. Petugas Perlindungan 

Masyarakat (Linmas) di 
Kabupaten 

n/a n/a n/a n/a n/a 4 

4. Cakupan pelayanan 
bencana kebakaran 
kabupaten 

20 20 20 20 20 20 

5. Tingkat  waktu tanggap 

(response time rate) daerah 
layanan Wilayah 
Manajemen Kebakaran 
(WMK) 

20 20 20 20 20 20 

6. Sistim Informasi 
Manajemen Pemda 

2 3 3 3 3 6 

7. Nilai Hasil survey Indeks 
Kepuasan Masyarakat 

n/a n/a 79,15 70,08 72,38 71,58 

Data diolah 
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Berdasarkan data pada Tabel 2.53, pada tahun 2012 – 2015 telah 

dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dalam bidang 

pemberdayaan masyarakat, perempuan dan keluarga berencana, bidang 

pemerintah nagari, bidang ketahanan pangan, dan bidang pelayanan 

langsung. Nilai capaian masing-masing bidang yang disurvey berada di atas 

70 dan masuk kategori “Baik”. Apabila dihitung rara-ratanya, maka nilai 

kinerja unit pelayanan selama periode 4 (empat) tahun tersebut mencapai 

73,30 sehingga masuk dalam kategori “Baik”. Hal ini menunjukkan bahwa 

pada dasarnya kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah telah 

mampu memenuhi harapan masyarakat, meskipun belum seluruhnya. 

 

2.3.1.6 Sosial 

Jumlah PMKS di Kabupaten Tanah Datar selama kurun waktu 

tahun 2010 – 2015. Pendataan dilaksanakan 2 kali, yaitu pada tahun 2012 

dan 2014. Tabel 2.54 menggambarkan kondisi PMKS di Kabupaten Tanah 

Datar dari kurun waktu tahun 2010 - 2015. 

Tabel 2.54 

Penyandang Masalah Kesehatan Sosial (PMKS) 

No Uraian 
Tahun 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Jumlah PMKS       

 a. Anak Balita Terlantar - - 51 - 53 - 

 b. Anak Terlantar - - 163 - 154 - 

 c. Anak Nakal (anak yang 

berhadapan dengan 
hukum) 

- - 13 - 22 - 

 d. Wanita rawan sosial 

ekonomi 
- - 1.906 - 1.448 - 

 e. Korban tindak kekerasan - - 17 - 14 - 

 f. Lanjut usia terlantar - - 3.038 - 3.625 - 

 g. Orang dengan kecacatan - - 1.472 - 1.726 - 

 h. Gelandangan, pengemis, 

pemulung 
- - 38 - 47 - 

 i. Bekas warga binaan LP - - 94 - 81 - 

 j. Korban penyalahgunaan 
Napza 

- - 92 - 29 - 

2. Jumlah keluarga yang 
tinggal di rumah tidak 
layak huni (KK) 

- - 1.830 - 3.695 - 

3. Keluarga Fakir Miskin (KK) - - 6.946 - 18.364 - 

4. Keluarga Rentan - - 536 - - - 

5. Klien penyakit jiwa yang 

sedang dipasung 
- - 61 - - - 

6. Eks. Penyakit Jiwa  - - 145 - - - 

7. Eks. Penyakit Kusta - - 33 - 20 - 

8. HIV/AIDS - - 0 - 1 - 

Sumber : Dinas Sosial dan Tenaga Kerja 
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2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak 

Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar 

2.3.2.1 Tenaga Kerja 

Kesempatan kerja merupakan hubungan antara angkatan kerja 

dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja. Penambahan angkatan kerja 

harus diimbangi dengan investasi yang dapat menciptakan lapangan kerja 

sehingga dapat menyerap penambahan angkatan kerja. 

a. Angkatan Kerja (labor force) 

Angkatan kerja adalah penduduk yang telah memasuki usia kerja 

baik yang sudah bekerja maupun yang belum bekerja atau mencari 

pekerjaan atau penduduk yang sudah memasuki usia kerja yakni minimal 

berusia 15 tahun sampai 65 tahun. Akan tetapi tidak semua penduduk 

yang memasuki usia kerja termasuk angkatan kerja.   

Tabel 2.55 

Angkatan Kerja & Bukan Angkatan Kerja 

No Uraian 
Tahun 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1 Jumlah Penduduk 
Usia Kerja 

235.890 238.571 243.020 240.066 245.168 246.737 

2 Angkatan Kerja 156.769 155.550 167.235 172.722 167.911 164.485 

 - Bekerja 148.639 149.038 161.449 164.359 162.375 157.144 

 - Pengangguran 8.130 6.512 5.786 8.363 5.536 7.341 

3 Bukan Angkatan 
Kerja 

79.121 83.021 75.785 67.344 77.257 82.252 

 - Sekolah 22.452 19.257 22.684 10.874 24.595 24.384 

 - Mengurus Rumah 
Tangga 

39.012 44.409 35.082 35.619 42.375 44.852 

 - Lainnya 17.657 19.355 18.019 20.851 10.287 13.016 

4 Tingkat Partisipasi 

Angkatan Kerja 
(TPAK) (%) 

67,17 65.20 68.82 71.95 68.49 66.66 

5 Tingkat Kesempatan 

Kerja (TKK)/Rasio 

penduduk yang 
bekerja 

94,81 95.81 96.54 95.16 96.70 95.54 

6 Tingkat 

Pengangguran 
Terbuka (TPT) (%) 

2,96 4.19 3.46 4.84 3.30 4.46 

Sumber  :  Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Tanah Datar berdasarkan data Badan Pusat 
Statistik (Sakernas Agustus tahun 2011 – 2015) yang diolah oleh Pusdatinaker 

 

 

Dari Tabel 2.55 dapat dilihat bahwa pada tahun 2010 sampai 

dengan tahun 2015 jumlah penduduk  usia 15 tahun ke atas cenderung 

meningkat, sementara angkatan kerja jumlahnya justru menurun di tahun 

2015. Tingkat kesempatan kerja (rasio penduduk yang bekerja) cukup 

tinggi yaitu sebesar 95% sedangkan tingkat pengangguran terbuka hanya 
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4,46%, ini berarti angkatan kerja yang bekerja lebih banyak dibandingkan 

dengan yang masih mencari pekerjaan atau menganggur. 

Pemerintah daerah selalu berupaya mengurangi jumlah 

pengangguran melalui peningkatan SDM pencari kerja (job training) dan 

mengundang pemilik usaha untuk membuka bursa lapangan kerja (job 

fair). 

 

2.3.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

a. Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan 

melalui kegiatan pengarusutamaan gender, Peningkatan Peranan Wanita 

Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) dan  perlindungan anak 

melalui lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan 

Anak (P2TP2A). Hal ini dapat meningkatkan peranan perempuan dalam 

pembangunan dan meminimalisir tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

(KDRT). Kasus KDRT meliputi kekerasan fisik, psikis, kekerasan seksual 

dan penelantaran rumah tangga. Adapun rasio KDRT dapat dilihat pada 

Tabel 2.56 : 

Tabel 2.56 
Rasio KDRT, 2010 – 2015 

No Uraian 
Tahun 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Kasus KDRT yang 

ditangani 
9 13 5 19 16 16 

2. Jumlah Rumah 

Tangga 
85.817 86.061 87.712 84.170 85.118 85.302 

3. Rasio KDRT 0,01 0,02 0,01 0,02 0,02 0,08 

Sumber : Badan Taskin dan PMPKB 

 

b. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah 

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah adalah 

proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga pemerintah terhadap 

jumlah seluruh pekerja perempuan. Pekerja perempuan di lembaga 

pemerintahan dapat dikelompokkan berdasarkan jumlah dan persentase 

perempuan yang menempati posisi Eselon II–IV. Persentase partisipasi 

perempuan di lembaga pemerintah Kabupaten Tanah Datar dapat dilihat 

dalam Tabel 2.57 : 
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Tabel 2.57 

Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah, 2010 - 2015 

No Uraian 
Tahun 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Jumlah perempuan yang 

menempati jabatan eselon II 
2 4 4 5 5 5 

2. Jumlah perempuan yang 

menempati jabatan eselon III 
16 12 16 17 16 17 

3. Jumlah perempuan yang 

menempati jabatan eselon IV 
193 188 198 200 204 204 

4. Pekerja perempuan di 

pemerintah 
5.020 4.998 4.908 4.797 4.698 4.598 

5. Jumlah PNS (Laki-Laki dan 

Perempuan) 
7.860 7.761 7.563 7.380 7.208 7.356 

6. Persentase pekerja 

perempuan di lembaga 

pemerintah 

63,87 64,39 64,89 65,00 65,18 72,08 

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat 

 

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah cukup tinggi dan 

cenderung meningkat dari tahun ke tahun dimana dari tahun 2010  

sebesar 63,87% dan pada tahun 2015 sebesar 65,18%. Hal ini 

menunjukkan meningkatnya peran perempuan di sektor publik, 

sebagaimana tergambar dalam Grafik 2.29 : 

 

Grafik 2.29 

Persentase Partisipasi Perempuan dalam Lembaga Pemerintah 

 

 
 

 

2.3.2.3 Pangan 

Ketahanan pangan secara umum sangat terkait dengan ketersediaan 

pangan, yaitu kemampuan memiliki sejumlah pangan yang cukup untuk 

kebutuhan dasar. Secara umum, berdasarkan Tabel 2.68 ketersediaan 

pangan utama di Kabupaten Tanah Datar telah mampu memenuhi 

kebutuhan masyarakat. Hal ini tampak dari persentase ketersediaan 
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pangan utama yang lebih dari 100%, artinya terdapat surplus ketersediaan 

pangan utama.  

Tabel 2.58 

Indikator Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Pangan 

No Uraian 
Tahun 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Regulasi ketahanan 

pangan 
1 1 1 1 1 1 

2. Ketersediaan pangan 

utama (%) 
230,00 235,32 234,70 244,35 230,33 237,02 

Sumber : Kantor Ketahanan Pangan 

 

2.3.2.4 Lingkungan Hidup 

Lingkungan hidup sebagai tempat kelangsungan makhluk hidup 

yang di dalamnya terdapat air, tanah dan udara  yang harus selalu dijaga 

kondisinya agar selalu bersih dan layak, serta berada pada ambang batas 

minimal pencemaran sehingga tidak berpengaruh buruk pada kesehatan 

masyarakat. Secara umum, kondisi pengelolaan lingkungan hidup di 

Kabupaten Tanah Datar tergambar dalam Tabel 2.59 dan Grafik 2.30 : 

Tabel 2.59 

Indikator Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Lingkungan Hidup 

No Uraian 
Tahun 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Persentase 

penanganan 
sampah 

10,31 10,31 10,9 10,3 10,47 10,89 

 Cakupan pelayanan 
persampahan 
(orang) 

32.998 32.998 34.958 95.878 95.878 95.878 

 Persentase sampah 
yang terangkut (%) 

95,00 95,00 95,00 63,64 65,00 65,00 

2. Persentase 
Penduduk berakses 

air minum (air 
bersih) 

54,42 60,00 64,00 64,30 68,87 76,84 

3. Persentase jumlah 

usaha dan/atau 
kegiatan yang 
mentaati 
persyaratan 
administratif dan 
teknis pencegahan 
pencemaran air 

20 20 40 40 40 40 

4. Cakupan 

pengawasan 
terhadap 
pelaksanaan 
amdal/UKL-UPL 

13,64 13,64 20,00 15,79 15,79 23,26 

7. Tempat 

pembuangan 
sampah (TPS) per 
satuan penduduk 

0,032 0,032 0,045 0,050 0,063 0,051 

8. Penegakan hukum 
lingkungan 

100 100 100 100 100 88,89 

Sumber : Kantor Lingkungan Hidup 
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a. Persentase Penanganan Sampah 

Secara umum pelayanan Urusan Lingkungan Hidup di Kabupaten 

Tanah Datar tahun 2011-2015 sudah mengalami peningkatan terutama di 

bidang persampahan. Hal ini terlihat dengan meningkatnya ketersediaan 

sarana dan prasarana persampahan. Di samping bidang persampahan, 

pengelolaan kualitas lingkungan juga menjadi prioritas, ini terlihat dari 

penerbitan rekomendasi izin pengelolaan lingkungan yang dikeluarkan oleh 

Kantor Lingkungan Hidup. Perkembangan pelayanan umum bidang 

lingkungan hidup selama periode 2011-2015 dapat dilihat pada Grafik 2.30 

– Grafik 2.33: 

Grafik 2.30 

Perkembangan Pelayanan Persampahan 2011–2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 2.31 
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Grafik 2.32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 2.33 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

Sumber: Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar (2015) 

 

b. Persentase Penduduk Berakses Air Bersih 

Persentase penduduk berakses air bersih di Kabupaten Tanah Datar 

dari tahun 2010-2015 cenderung meningkat dari 54,42% menjadi 76,84%. 

Persentase penduduk berakses air bersih tahun 2015 telah mencapai target 

MDG’s yang telah ditetapkan yaitu sebesar 71%.  

Tabel 2.60 

Persentase Penduduk Berakses Air Bersih di Kabupaten Tanah Datar 

Tahun 2010-2015 

No Uraian 
Tahun 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Jumlah penduduk 
yang 
mendapatkan 
akses air bersih 

184.914 204.543 218.823 220.461 236.826 278.744 

2. Jumlah penduduk  339.792 340.906 341.911 342.864 343.875 362.759 

3. Persentase 
penduduk 
berakses air 
bersih 

54,42 60,00 64,00 64,30 68,87 76,84 

Sumber : Bappeda dan PM 
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Grafik 2.34 

Persentase Penduduk Berakses Air Bersih 

 

Selama tahun 2010-2015 telah dilaksanakan pembangunan prasarana air 

bersih pada 61 lokasi di Kabupaten Tanah Datar melalui program  

pamsimas dan 23 lokasi program air bersih perdesaan. 

 

2.3.2.5 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Tabel 2.61 

Indikator Layanan Wajib Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

No Uraian 
Tahun 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Rasio penduduk ber-
KTP per satuan 
penduduk (%) 

n/a 85,02 70,84 81,73 87,61 89,94 

2. Rasio bayi berakte 
kelahiran 

n/a n/a n/a n/a n/a 70,54 

 Penduduk Usia 0 – 
18 Tahun ber-akte 
kelahiran (%) 

27,56 26,75 26,57 26,45 21,55 23,00 

3. Rasio pasangan 
berakte nikah (%) 

9,43 9,81 9,91 9,93 10,97 23,44 

4. Kepemilikan KTP 
(orang) 

44.216 189.623 201.213 230.552 244.371 242.185 

5. Kepemilikan akta 
kelahiran per satuan 
penduduk (%) 

3,94 26,69 28,18 27,74 32,85 79,94 

6. Ketersediaan 
database 
kependudukan skala 
provinsi 

ada ada ada ada ada ada 

7. Penerapan KTP 
Nasional berbasis 
NIK 

sudah sudah sudah sudah sudah sudah 

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  

 

a. Pertumbuhan Penduduk 

Pertumbuhan penduduk akan selalu dikaitkan dengan tingkat 

kelahiran, kematian dan perpindahan penduduk atau migrasi. 

Pertumbuhan penduduk adalah peningkatan atau penurunan jumlah 

penduduk suatu daerah dari waktu ke waktu. Pertumbuhan penduduk 
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yang minus berarti jumlah penduduk yang ada pada suatu daerah 

mengalami penurunan yang bisa disebabkan oleh banyak hal. 

Pertumbuhan penduduk meningkat jika jumlah kelahiran dan perpindahan 

penduduk dari luar ke dalam lebih besar dari jumlah kematian dan 

perpindahan penduduk dari dalam keluar.  

Tabel 2.62 

Rasio Perpindahan Penduduk Imigrasi Dan Emigrasi  

di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 - 2015 

No Indikator 
Tahun 

2010 2011*) 2012*) 2013*) 2014*) 2015**) 

1 
Jumlah 
Penduduk 

339.792 340.906 341.911 342.864 343.875 362.759 

2 Penduduk 
Masuk 

      

- Migrasi n/a 4 324 829 879 5.092 

- Rasio n/a 0,00001 0,00095 0,00242 0,00256 0,018 

3 Penduduk 
Keluar 

      

-  Migrasi 3 135 785 1.251 1.465 6.361 

-  Rasio 0,00001 0,00040 0,00230 0,00365 0,00426 0,014 

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tanah Datar (2015) 
*) BPS Kabupaten Tanah Datar 

**) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, data diolah 

 

Tabel 2.63 

Jumlah Penerbitan Akta Lahir, Akta Mati, KTP-E dan KK  
di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 - 2015 

No Indikator 
Tahun 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Akta Lahir  11.133 12.593 16.867 9.561 17.065 12.956 

2. Akta Mati 12 4 8 14 160 3.023 

3. KTP-el 44.216 189.623 4.286 7.846 3.804 242.185 

4. 
Kartu 

Keluarga (KK) 
15.848 9.892 6.397 5.438 4.029 75.983 

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tanah Datar 

 

Dari Tabel 2.63 dapat diketahui bahwa kesadaran masyarakat 

khusus untuk memiliki dokumen kependudukan sudah semakin baik. 

 

b. Pengelompokan Penduduk 

1) Pengelompokan Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Umur 

Rasio jenis kelamin (sex ratio) adalah banyaknya penduduk laki-laki 

per seratus penduduk perempuan sebagaimana terlihat pada Tabel 2.64 : 

Tabel 2.64 

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Tanah Datar 

 Tahun 2010 - 2015 

No Indikator 

Tahun 

2010 2011 2012 2013 2014 2015*) 

1. 
Jumlah 
Penduduk  

339.792 340.906 341.911 342.864 343.875 362.579 

2. Laki - laki 165.231 165.877 166.481 167.051 167.677 181.557 
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No Indikator 

Tahun 

2010 2011 2012 2013 2014 2015*) 

3. Perempuan 174.561 175.029 175.430 175.813 176.198 181.202 

 Rasio  94,66 94,77 94,90 95,02 95,16 100,20 

Sumber : Tanah Datar Dalam Angka (2015) 

*) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

 

Grafik 2.35 menggambarkan bahwa pada tahun 2015, berbeda 

dengan tahun-tahun sebelumnya, sex ratio tercatat sebesar 100,2. Hal ini 

menandakan bahwa penduduk laki-laki jumlahnya lebih banyak dari 

penduduk perempuan. 

Grafik 2.35 

Sex Ratio, 2010 - 2015 

 

 

2) Pengelompokan Penduduk Berdasar persebaran penduduk/geografis 

Tabel 2.65 

Jumlah Penduduk Menurut Sebaran Penduduk/Geografis 

di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 - 2015 

No Kecamatan 

Tahun 

2010 2011 2012 2013 2014 2015*) 

1. 
X Koto 42,329 42,546 42,772 42,989 43,116 42,116 

2. 
Batipuh 30,035 30,025 30,037 30,050 30,138 32,644 

3. 
Batipuh Selatan 10,479 10,495 10,521 10,542 10,573 10,846 

4. 
Pariangan 19,610 19,597 19,601 19,603 19,661 20,602 

5. 
Rambatan 33,442 33,431 33,445 33,458 33,557 38,300 

6. 
Lima Kaum 35,951 36,076 36,219 36,352 36,459 37,683 

7. 
Tanjung Emas  21,790 21,869 21,956 22,040 22,105 23,573 

8. 
Padang Ganting 13,705 13,721 13,744 13,767 13,807 14,661 

9. 
Lintau Buo 17,646 17,797 17,948 18,091 18,145 19,065 

10. 
Lintau Buo 
Utara 

34,973 35,117 35,277 35,420 35,525 36,346 

11. 
Sungayang 16,982 17,011 17,050 17,087 17,137 18,510 

12. 
Sungai Tarab 29,419 29,469 29,536 29,600 29,687 31,710 

13. 
Salimpaung 20,865 20,900 20,946 20,990 21,052 22,987 

14. 
Tanjung Baru 12,847 12,852 12,864 12,875 12,913 13,716 

  
Total 339.792 340,906 341,911 342,864 343,875 362,759 

Sumber : Tanah Datar Dalam Angka 
*) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
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Dari Tabel 2.65 tergambar bahwa persebaran penduduk Kabupaten Tanah 

Datar belum merata ke seluruh wilayah. Pada umumnya konsentrasi 

penduduk terbesar masih di wilayah perkotaan atau wilayah yang dekat 

dengan perkotaan, seperti X Koto, Lima Kaum, Sungai Tarab, Rambatan, 

Batipuh, dan Lintau Buo Utara. 

 

2.3.2.6 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

Pembangunan urusan pemberdayaan masyarakat desa diupayakan 

dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraaan masyarakat. 

Upaya yang dilaksanakan meliputi pembinaan lembaga pemberdayaan 

masyarakat, pembinaan PKK, LSM, dan Posyandu. Selama kurun waktu 5 

tahun, jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) 

mengalami peningkatan. Hal ini dapat diartikan bahwa keaktifan 

masyarakat untuk ikut serta dan berpartisipasi dalam pembangunan 

daerah terus menunjukkan peningkatan. Kondisi pembangunan urusan 

pemberdayaan masyarakat dan desa dapat dilihat dari tabel berikut: 

Tabel 2.66 

Indikator Layanan Urusan Pemerintahan Wajib  

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

No Uraian 
Tahun 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Jumlah kelompok binaan 
lembaga pemberdayaan 
masyarakat (LPM) 

7 7 8 9 9 15 

2. Rata-rata Jumlah 
kelompok binaan PKK 

0,86 0,86 0,93 0,98 1,09 1,09 

3. Jumlah LSM 
(pemberdayaan 
masyarakat dan 
perempuan) 

1 1 1 1 1 1 

4. LPM  Berprestasi 1 1 1 1 1 3 

5. PKK aktif 90 90 90 90 90 90 

6. Posyandu aktif 596 596 596 596 599 599 

Sumber : Badan Taskin dan PMPKB 

 

2.3.2.7 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

Salah satu indikator keberhasilan keluarga berencana adalah 

penurunan rata-rata jumlah anak per keluarga. Rata-rata jumlah anak per 

keluarga adalah jumlah anak dibagi dengan jumlah keluarga. Menurut 

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan 

bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) 

tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. 
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Grafik 2.36 
Rata-rata Jumlah Anak dalam Keluarga, 2010 - 2015 

 
Sumber : Badan Taskin dan PMPKB, 2015 

 

2.3.2.8 Perhubungan 

Pelayanan Urusan Perhubungan belum optimal karena sistem 

transportasi barang dan orang belum terkoneksi dengan pasar sebagai 

pusat aktivitas ekonomi. Berdasarkan data sarana dan prasarana 

penunjang bidang perhubungan seperti rambu-rambu lalu lintas, marka 

jalan, traffic light dan warning light tahun 2010-2015, pada tahun 2015 

jumlah rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan mengalami peningkatan 

yang cukup signifikan, demikian juga dengan jumlah kendaraan wajib uji 

mengalami peningkatan. 

Tabel 2.67 

Indikator Pembangunan Bidang Perhubungan 

No Uraian 
 Tahun 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Jumlah arus 

penumpang angkutan 
umum (orang) 

308,000 340.906 341.911 342.864 343.875 342.762 

2. Angkutan darat - - - 6.376 6.700 6.079 

3. Kepemilikan KIR 
angkutan umum (unit) 

- 5.492 5.344 6.115 6.485 6495 

4. Lama pengujian 

kelayakan angkutan 
umum/KIR (hari) 

30 30 30 30 30 30 

5. Biaya pengujian 

kelayakan angkutan 
umum (rupiah): 

      

 - Bus 66.000 66.000 66.000 66.000 66.000 66.000 

 - Mobil Penumpang 56.000 56.000 56.000 56.000 56.000 56.000 

6. Pemasangan Rambu-
rambu (unit) 

- 22 56 98 95 79 

Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika  

 

Perkembangan pelayanan umum bidang perhubungan selama 

periode 2010 – 2015 dapat dilihat pada Grafik 2.37 : 
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Grafik 2.37 

Aspek Pelayanan Bidang Perhubungan di Kabupaten Tanah Datar 

Tahun 2010 – 2015 

 

 

Grafik 2.38 
Jumlah Kendaraan Wajib Uji 

 

 

Grafik 2.39 

Jumlah Marka Tersedia (m2
) 

 

Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Tanah Datar (2015) 

 

a. Rasio Izin Trayek 

Izin trayek merupakan izin untuk mengangkut orang dengan mobil 

bus dan/atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek sebagaimana 

tergambar dalam Tabel 2.68. Izin trayek diberikan dalam bentuk 
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rekomendasi yang diterbitkan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan 

Informatika Kabupaten Tanah Datar.  

Tabel 2.68 

Rasio Izin Trayek di Kabupaten Tanah Datar 

Tahun 2010 - 2015 

No Indikator 
Tahun 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1. 
Izin Trayek 

Perkotaan  

1 
1 1 1 1 - 

2. 
Izin Trayek 

Perdesaan 

17 
17 16 16 16 - 

3. Jumlah Izin Trayek 18 18 17 17 17 106 

4. Jumlah penduduk 339.792 340.906 341.911 342.864 343.875 362.759 

 Rasio Izin Trayek 0,0053 0,0052 0,0049 0,005 0,0049 0,029 

Sumber : Tanah Datar Dalam Angka, Dishubkominfo Kab. Tanah Datar  

 

Grafik 2.40 

Rasio Izin Trayek 

 

 

b. Jumlah Uji KIR Angkutan Umum 

Uji KIR angkutan umum merupakan pengujian setiap angkutan 

umum yang akan dioperasikan agar memenuhi persyaratan teknis dan laik 

jalan. Pengujian dimaksud meliputi : 

a. Uji tipe, yaitu pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis dan 

laik jalan yang dilakukan terhadap landasan kendaraan bermotor dan 

kendaran bermotor yang dilakukan terhadap rumah-rumah, bak 

muatan dan kendaraan bermotor yang dimodifikasi tipenya. 

b. Uji berkala, yaitu diwajibkan untuk mobil penumpang umum, 

penumpang bus, mobil barang yang meliputi pemeriksaan dan 

pengujian fisik kendaraan bermotor dan pengesahan hasil uji 
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Grafik 2.41 

Jumlah Uji KIR Angkutan Umum di Kabupaten Tanah Datar 

Tahun 2010 – 2015 

 

 

Sumber : Tanah Datar Dalam Angka 

 

Perhubungan merupakan urat nadi perekonomian suatu daerah, jika 

dilihat dari tabel diatas terdapat peningkatan jumlah uji KIR kendaraan 

umum baik angkutan orang maupun angkutan barang. Hal ini 

membuktikan adanya peningkatan jumlah kendaraan dan kesadaraan 

masyarakat untuk melakukan pengujian laik jalan kendaraan bermotor 

yang dimilikinya. 

 

c. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis 

Terminal bus dapat diartikan sebagai prasarana transportasi jalan 

untuk keperluan jalan untuk menurunkan dan menaikan penumpang, 

perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur 

kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum. 

Tabel 2.69 

Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bus di Kabupaten Tanah Datar 

Tahun 2010 - 2015 

No Indikator 
Tahun 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Jumlah pelabuhan laut  - - - - - - 

2. 
Jumlah pelabuhan 

udara 

- 
- - - - 

- 

3. Jumlah terminal bus 1 1 1 1 1 3 

 Jumlah 1 1 1 1 1 3 

Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Tanah Datar 
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Dari Tabel 2.69 dapat dilihat bahwa di Kabupaten Tanah Datar 

terdapat 3 (tiga) terminal bis yang melayani Angkutan Kota Antar Provinsi 

(AKAP) dan Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP). 

 

2.3.2.9 Komunikasi dan Informatika 

Perkembangan dunia teknologi informasi yang sangat cepat telah 

mendorong kemudahan akses informasi dan komunikasi, bahkan hingga 

ke daerah yang dulunya tidak terjangkau sekalipun. Hal ini tampak dari 

perkembangan jumlah jaringan komunikasi (tower penyedia jasa 

komunikasi seluler) yang terus meningkat setiap tahun. Rasio 

wartel/warnet, meskipun cenderung turun angkanya, tetap menunjukkan 

bahwa masyarakat masih membutuhkan keberadaan wartel/warnet untuk 

berkomunikasi. Keberadaan wartel, secara khusus, memang telah tergerus 

oleh kemudahan komunikasi yang ditawarkan oleh perangkat seluler. 

Sementara warnet, masih punya segmen pasar tersendiri, khususnya 

masyarakat yang memerlukan akses internet dengan biaya terjangkau. 

Perkembangan pembangunan komunikasi dan informatika dapat dilihat 

pada Tabel 2.70 : 

Tabel 2.70 
Indikator Layanan Urusan Pemerintahan Wajib  

Bidang Komunikasi dan Informatika 

No Uraian 
Tahun 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Jumlah jaringan 
komunikasi (tower) 

77 77 84 88 98 106 

2. Rasio wartel/warnet 
terhadap penduduk 

0,05 0,05 0,04 0,04 0,03 0,02 

3. Jumlah surat kabar 
nasional/lokal 

20 24 22 18 18 18 

4. Jumlah penyiaran radio/TV 
lokal 

2 4 4 4 5 7 

5. Web site milik pemerintah 

daerah 
Ada Ada ada ada ada ada 

6. Pameran/Expo - - - - - 1 

Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 

 

2.3.2.10 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 

Koperasi dan UMKM mempunyai peranan penting dalam menunjang 

perekonomian masyarakat, dalam bentuk penyerapan tenaga kerja serta 

membuka lapangan usaha baru. Upaya peningkatan UMKM dilakukan 

melalui pembinaan SDM pengelola dan penambahan modal usaha, serta 

mempromosikan produk-produk UMKM. Perkembangan koperasi dan 

UMKM selama tahun 2010 – 2015 dapat dilihat pada Tabel 2.71 : 
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Tabel 2.71 

Indikator Layanan Wajib Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 

No Uraian 
Tahun 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1. Persentase koperasi 

aktif 
88,38 88,44 89,59 89,68 89,77 89,95 

2. Jumlah UKM non 
BPR/LKM UKM 

8.258 8.340 1.533 1.603 1.722 1.846 

3. Jumlah BPR/LKM 21 21 21 21 21 21 

4. Usaha Mikro dan Kecil 2.800 2.967 3.642 3.484 3.583 3.596 

5. Perusahaan kecil 406 387 307 355 313 265 

6. Perusahaan mikro n/a 47 106 144 79 78 

Sumber : Dinas Koperindagpastam 

 

1. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) 

a. Persentase Koperasi Aktif 

Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang yang 

kegiatannya berdasarkan prinsip kekeluargaan. Koperasi Aktif adalah 

koperasi yang dalam dua tahun terakhir mengadakan RAT (Rapat Anggota 

Tahunan) atau koperasi yang dalam tahun terakhir melakukan kegiatan 

usaha. Dari Tabel 2.72 dapat digambarkan persentase koperasi aktif di 

Kabupaten Tanah Datar tahun 2010-2015. 

Tabel 2.72 
Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten Tanah Datar 

Tahun 2010 - 2015 

No Indikator 
Tahun 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1. 
Jumlah koperasi 

aktif  
175 176 198 200 202 206 

2. Jumlah koperasi 198 199 221 223 225 229 

3. 
Persentase koperasi 

aktif 
88,38 88,44 89,59 89,68 89,77 89,95 

Sumber : Dinas Koperindagpastam Kabupaten Tanah Datar 

 

Grafik 2.42 

Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten Tanah Datar 
Tahun 2010 – 2015 

 
 

Perkembangan jumlah koperasi di Kabupaten Tanah Datar cukup 

baik dilihat dari adanya peningkatan jumlah koperasi juga meningkatnya 

koperasi aktif di Kabupaten Tanah Datar. Hal ini disebabkan karena 
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adanya kegiatan untuk memonitoring koperasi dan bantuan dari koperasi 

pusat, baik manajemen maupun bantuan fisik. Pemerintah Kabupaten 

Tanah Datar juga memberikan penghargaan untuk koperasi yang 

berprestasi, hal ini akan meningkatkan semangat anggota koperasi dan 

masyarakat untuk ikut serta dalam koperasi, namun masih terdapat 

koperasi tidak aktif sebanyak 23 unit atau 10,05% pada tahun 2015. 

b. Jumlah UKM non BPR/LKMUKM 

Upaya peningkatan UMKM dilakukan melalui pembinaan SDM 

pengelola UMKM dan penambahan modal usaha. Perkembangan UMKM 

selama tahun 2010 – 2015 dapat dilihat melalui Grafik 2.43: 

 

Grafik 2.43 

Penerbitan SIUP di Kabupaten Tanah Datar 

Tahun 2010 – 2015 

 
Sumber: Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanah Datar 

 

Berdasarkan Grafik 2.43 terlihat adanya penurunan penerbitan SIUP 

baru pada tahun 2015 dibanding tahun 2014 yaitu dari 418 menjadi 362 

atau turun sebesar 13% baik usaha perdagangan menengah, kecil dan 

mikro. Penerbitan SIUP sekali lima tahun mempengaruhi terhadap 

pengurusan SIUP baru dan adanya perusahaan yang tidak melanjutkan 

usahanya lagi merupakan salah satu faktor yang menyebabkan 

menurunnya penerbitan SIUP. 

Data pada Grafik 2.44 menunjukkan bahwa terdapat peningkatan 

pendaftaran perusahaan pada tahun 2015 dibandingkan tahun 2014 yaitu 

dari 429 perusahaan menjadi 455 perusahaan atau naik sebanyak 26 

perusahaan (6%), kenaikan terbesar terdapat pada pendaftaran PT yaitu 

dari 20 PT menjadi 42 PT atau 110%. 
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Grafik 2.44 

Pendaftaran Perusahaan di Kabupaten Tanah Datar 

Tahun 2010 – 2015 

 

Sumber: Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Tanah Datar (2015) 

 

2.3.2.11 Penanaman Modal  

a. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) 

Penanaman modal dalam negeri (PMDN) adalah penggunaan modal 

dalam negeri bagi usaha-usaha yang mendorong pembangunan ekonomi 

pada umumnya. Penanaman modal asing (PMA) merupakan penanaman 

modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan 

ketentuan perundang - undangan di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik 

modal secara langsung menanggung resiko dari penanaman modal 

tersebut. Grafik 2.45 menyajikan jumlah investasi PMDN dan PMA. 

Grafik 2.45 

Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)  

di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 – 2015 

 
Sumber: KPPT Kab. Tanah Datar 

 

Berdasarkan Grafik 2.45, nilai investasi untuk PMDN terjadi 

peningkatan setiap tahunnya dan untuk PMA belum ada penambahan 

investasi dari tahun 2013. Hal ini menunjukkan adanya minat investor 
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asing untuk berinvestasi di Kabupaten Tanah Datar, namun realisasi 

investasi masih di bawah target RPJMD 2010 – 2015 (830,38 milyar - 

1.553,97 milyar). 

 

b. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja 

Kondisi angkatan kerja di Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2011-

2015 dapat dilihat dari angkatan kerja yang bekerja dan yang mencari 

pekerjaan sebagaimana yang tergambar pada Grafik 2.46: 

Grafik 2.46 

Perkembangan Angkatan Kerja di Kabupaten Tanah Datar 

Tahun 2010 – 2015 

 
Sumber: Tanah Datar Dalam Angka (2015) 

 

Dilihat dari grafik di atas persentase angkatan kerja yang mencari 

pekerjaan cenderung meningkat dari tahun 2010 sebesar 2,96% menjadi 

4,46%. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan jumlah lapangan kerja 

tidak sebanding dengan pertumbuhan angkatan kerja yang mencari 

pekerjaan. 

 

2.3.2.12 Kepemudaan dan Olahraga 

Pemuda merupakan aset pembangunan yang harus mendapat 

perhatian dari pemerintah. Salah satu bentuk perhatian yang telah 

diberikan oleh pemerintah selama ini adalah fasilitasi kegiatan 

kepemudaan dan olahraga. Tabel 2.73 menggambarkan kondisi 

pembangunan bidang kepemudaan dan olahraga: 

Tabel 2.73 

Indikator Layanan Urusan Pemerintahan Wajib  

Bidang Kepemudaan dan Olahraga 

No Uraian 
Tahun 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Jumlah organisasi pemuda 14 8 11 5 7 6 

2. Jumlah organisasi 
olahraga 

28 28 28 28 30 30 

3. Jumlah kegiatan 
kepemudaan 

18 8 11 5 7 6 

4. Jumlah kegiatan olahraga 8 8 8 13 5 9 
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No Uraian 
Tahun 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

5. Gelanggang / balai remaja 
(selain milik swasta) 

 11 11 11 11 11 

6. Sarana olahraga *): 553 553 553 551 552 562 

 - Sepak Bola 100 100 100 100 100 101 

 - Bola Volley 200 200 200 200 200 209 

 - Bulutangkis 88 88 88 88 88 88 

 - Sepak Takraw 117 117 117 117 117 117 

 - Tenis Lapangan 6 6 6 5 5 5 

 - Bola basket 37 37 37 37 37 37 

 - Panjat Tebing 2 2 2 1 2 2 

 - Kolam Renang 3 3 3 3 3 3 

 - Lapangan futsal n/a n/a n/a n/a n/a 4 

*) Data sarana olahraga termasuk sarana olahraga milik swasta/masyarakat 

 

Berdasarkan data di atas, perkembangan jumlah organisasi pemuda tidak 

begitu signifikan, bahkan dalam periode 3 tahun terakhir cenderung 

menurun jumlahnya. Jumlah organisasi  olahraga sesuai dengan jumlah 

cabang olahraga yang ada di Kabupaten Tanah Datar, yaitu 30 cabang 

olahraga. Sarana olahraga dalam kurun waktu 5 tahun terakhir juga tidak 

menunjukkan perkembangan yang signifikan, jumlahnya cenderung tidak 

berubah, kecuali bola volley dan sepak bola.  

 

2.3.2.13 Statistik 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional menegaskan bahawa perencanaan pembangunan 

harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat 

dipertanggungjwabkan. Oleh karenannya, ketersediaan data statistik 

menjadi salah satu tolok ukur kualitas perencanaan pembangunan dan 

berperan sangat penting dalam keberhasilan pembangunan. Salah satu 

upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah menyediakan publikasi 

statistik, di antaranya adalah publikasi Kabupaten Tanah Datar Dalam 

Angka dan PDRB Kabupaten Tanah Datar. Di samping itu, setiap tahun 

pemerintah kabupaten juga menerbitkan Profil Daerah. 

Tabel 2.74 
Indikator Layanan Wajib Bidang Statistik 

No Uraian 
Tahun 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Buku ”Kabupaten Tanah 
Datar Dalam Angka” 

Ada Ada Ada - Ada Ada 

2. Buku ”PDRB Kabupaten 
Tanah Datar” 

Ada Ada Ada - Ada Ada 

Sumber : Bappeda dan PM 
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2.3.2.14 Kebudayaan 

Sebagai daerah yang dikenal sebagai asal usul orang minang, 

Kabupaten Tanah Datar mempunyai potensi yang sangat besar di bidang 

budaya. Sampai dengan tahun 2015, upaya pemerintah untuk 

melestarikan budaya loka ditandai dengan banyaknya festival seni budaya 

yang diselenggarakan, baik skala kecil maupun skala yang cukup besar, 

baik yang diselenggarakan oleh kelompok masyarakat maupun pemerintah. 

Salah satu contohnya adalah penyelenggaraan Festival Pacu Jawi yang 

telah menjadi agenda rutin daerah dan dilaksanakan beberapa kali dalam 

satu tahun. Kinerja pemerintah dalam pelestarian seni dan budaya lokal 

tergambar dalam Tabel 2.75 : 

Tabel 2.75 

Indikator Fokus Layanan Urusan Wajib Bidang Kebudayaan 

No Uraian 
Tahun 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Penyelenggaraan festival seni 
dan budaya 

16 16 28 45 26 65 

2. Sarana penyelenggaraan seni 
dan budaya 

6 6 4 4 4 4 

3. Benda, Situs dan Kawasan 

Cagar Budaya yang 
dilestarikan 

42 42 64 67 67 67 

Sumber : Dinas Budparpora 

 

2.3.2.15 Perpustakaan 

Perpustakaan mempunyai posisi yang strategis dalam upaya 

peningkatan kualitas sumber daya manusia karena keberadaannya 

disamping sebagai sumber informasi dan pengetahuan, juga menjadi salah 

satu alat untuk mengukur minat baca masyarakat. Guna menunjang hal 

tersebut, pemerintah setiap tahun selalu berupa untuk meningkatkan 

kualitas perpustakaan, baik melalui penambahan koleksi wisata, maupun 

peningkatan pelayanan lainnya, seperti layanan perpustakaan keliling. Hal 

ini dilakukan untuk meningkatkan jumlah pengunjung ke perpustakaan. 

Tabel 2.76 menggambarkan perkembangan pengelolaan perpustakaan 

daerah : 

Tabel 2.76 
Indikator Layanan Wajib Bidang Perpustakaan 

No Uraian 
Tahun 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Jumlah perpustakaan 
daerah (unit) 

1 1 1 1 1 1 

2. Jumlah pengunjung 

perpustakaan per tahun 
(orang) 

7.381 8.031 5.473 5.338 6.953 7.706 

3. Koleksi buku yang tersedia 

di perpustakaan daerah 
(judul buku) 

11.055 11.305 11.564 11.877 12.226 12.420 

Sumber : Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi 
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2.3.2.16 Kearsipan 

Penyelenggaraan urusan kearsipan diarahkan terutama untuk 

meningkatkan efektifitas pengelolaan kearsipan, di antaranya melalui 

bimbingan teknis dan pembinaan pengelolaan arsip secara baku. Sampai 

dengan tahun 2015, sudah 37 SKPD yang diberikakan bimbingan teknis 

dan pembinaan pengelolaan arsip secara baku. Namun hal ini belum 

menggambarkan secara lebih akurat apakah sistem pengelolaan arsip 

secara baku sudah benar-benar dilaksanakan oleh SKPD. 

Dalam rangka peningkatan SDM pengelola kearsipan telah 

diupayakan peningkatan kapasitas, meskipun selama kurun waktu 5 

tahun terakhir baru dilaksanakan satu kali. Hasil-hasil pembangunan 

urusan kearsipan dapat dilihat pada Tabel 2.77 : 

Tabel 2.77 
Indikator Layanan Wajib Bidang Kearsipan 

No Uraian 
Tahun 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Pengelolaan arsip secara 

baku 

0 3 15 14 14 37 

2. Peningkatan SDM  

pengelola kearsipan 

1 0 0 0 1 0 

Sumber : Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi 

 

2.3.3 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan 

2.3.3.1 Kelautan dan Perikanan 

Perkembangan pembangunan bidang perikanan selama kurun waktu 

tahun 2010 – 2015 belum menunjukkan hasil yang optimal. Hal ini tampak 

pada produksi perikanan yang menunjukkan peningkatan setiap tahun. 

Kondisi yang berbeda justru tampak pada konsumsi ikan yang selalu 

meningkat setiap tahun, dari 26,8 kg per kapita/tahun pada tahun 2010, 

meningkat menjadi 33,1 kg per kapita/tahun. Tabel 2.78 menggambarkan 

perkembangan pembangunan bidang perikanan di Kabupaten Tanah 

Datar: 

Tabel 2.78 
Indikator Layanan Urusan Pilihan Bidang Kelautan dan Perikanan 

No Uraian 
Tahun 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Produksi 
perikanan (ton) 

2.590,4 2.984,0 3.056,9 3.785,2 3.903,1 4.398,9 

2. Konsumsi ikan 
(kg) 

26,8 27,1 27,5 30,6 31,6 33,1 

3. Cakupan bina 

kelompok 
nelayan (%) 

30 30 31 31 33 34 

4. Produksi 

perikanan 
kelompok 
nelayan (ton) 

1.468,80 1.379,10 1.448,20 1.826,90 1.805,60 1.936,3 
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No Uraian 
Tahun 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Sumber : Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan 

 

2.3.3.2 Pariwisata 

Perkembangan pariwisata masih sangat tergantung pada keberadaan 

Istano Basa Pagaruyung, yang sampai saat ini masih belum tergantikan 

posisinya sebagai ikon pariwisata di Kabupaten Tanah Datar, bahkan di 

Provinsi Sumatera Barat. Namun demikian. Bukan berarti pengembangan 

pariwisata hanya difokuskan pada Istano Basa Pagaruyung. Event-event 

budaya dan tradisi lokal yang telah rutin dilaksanakan juga turut 

membantu meningkatkan kunjungan wisata di Kabupaten Tanah Datar. 

Salah satunya adalah event reguler Pacu Jawi yang banyak menarik minat 

wisatawan asing untuk berkunjung. Tabel 2.79 menggambarkan 

perkembangan jumlah wisatawan yang berkunjung di Kabupaten Tanah 

Datar. 

Tabel 2.79 

Indikator Layanan Urusan Pilihan Bidang Pariwisata 

No Uraian 
Tahun 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Kunjungan wisata 219.225 238.750 249.671 275.935 926.300 984.929 

 - Jumlah 

wisatawan asing 
26.307 27.619 22.215 29.503 101.245 115.444 

 - Jumlah 

wisatawan 

domestik 

192.918 211.131 227.456 246.432 825.055 869.485 

2. Kontribusi sektor 
pariwisata 
terhadap PDRB 

n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Sumber: Dinas Budparpora 

 

Berdasarkan Tabel 2.79, terjadi lonjakan kunjungan wisata, baik 

wisatawan lokal maupun mancanagera, pada tahun 2014. Hal ini lebih 

banyak dipengaruhi oleh telah beroperasinya Istano Basa Pagaruyung 

pasca kebakaran hebat pada tahun 2007. 

 

2.3.3.3 Pertanian 

Produktivitas padi dalam kurun waktu 6 tahun terakhir secara 

umum menunjukkan penurunan, dari 5,63 ton/ha pada tahun 2010 

menjadi 5,31 ton/ha pada tahun 2015. Namun demikian, produksi padi 

justru meningkat setuap tahunnya. Hal ini tak lepas dari upaya yang 

dilakukan pemerintah untuk meningkatkan produksi padi, di antaranya 

adalah penerapan teknologi Padi Salibu yang telah mampu meningkatkan 
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indeks panen padi dalam satu tahun dari 100% (1 kali panen dalam 

setahun) menjadi 200% (2 kali panen dalam setahun), meskipun 

produktivitasnya lebih sedikit. Perkembangan indikator pertanian dalam 

kurun waktu 6 tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 2.80 : 

Tabel 2.80 

Indikator Layanan Pilihan Bidang Pertanian 

No Uraian 
Tahun 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Produktivitas padi (ton/ha) 5.63 5,79 5,74 5,63 5,34 5,31 

2. Kontribusi sektor 

pertanian/perkebunan  terhadap 
PDRB (%) 

37,72 35,42 34,20 33,24 33,84 33,88 

3. Kontribusi sektor pertanian 
(palawija) terhadap PDRB (%) 

3,2 3,3 3,5 3,5 3,3 3,4 

4. Kontribusi sektor perkebunan 

(tanaman keras/perkebunan 
tahunan) terhadap PDRB (%) 

9,4 9,2 9,3 9,3 9,1 9,03 

5. Kontribusi Produksi kelompok 
petani terhadap PDRB (%) 

37,72 35,42 34,20 33,24 33,84 33,88 

6. Cakupan bina kelompok petani 
(%) 

100 100 100 100 100 100 

Sumber : Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan 

 

2.3.3.4 Kehutanan 

Pembangunan urusan kehutanan selama ini diarahkan untuk 

konservasi hutan, rehabilitasi hutan dan lahan kritis, terutama bertujuan 

untuk memperbaiki dan menanggulangi kerusakan hutan yang antara lain 

disebabkan oleh masih adanya aktivitas masyarakat yang melakukan 

okupasi lahan hutan (penebangan liar). Disamping itu juga dilakukan 

pengembangan hasil hutan non kayu untuk meningkatkan penghasilan 

masyarakat. Kondisi pembangunan urusan kehutanan selama 5 tahun 

terakhir dapat dilihat pada Tabel 2.81 :  

Tabel 2.81 

Indikator Layanan Pilihan Bidang Kehutanan 

No Uraian 
Tahun 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Rehabilitasi 

hutan dan 
lahan kritis 
(ha) 

1.400 1.600 3.115 1.850 1.200 925 

2. Luas lahan 
kritis (ha) 

79.606,30 78.006,30 74.891.30 73.041,30 71.841,30 70.916,30 

3. Kerusakan 

Kawasan 
Hutan (ha) 

358 368 429 455 465 420 

4. Kontribusi 
sektor 
kehutanan 
terhadap 
PDRB (%) 

3,0 3,1 3,1 3,2 3,0 n/a 

Sumber : Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan 
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2.3.3.5 Energi dan Sumber Daya Mineral 

Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral dapat dilihat dari 

ketersediaan energi untuk kebutuhan masyarakat sudah dinikmati oleh 

masyarakat, tetapi pemanfaatan daya listrik oleh masyarakat belum 100%. 

Untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat di masa yang akan datang, 

telah dikembangkan pembangkit listrik mikro hidro yang memanfaatkan 

potensi sumber daya air.  

Disamping itu sektor pertambangan merupakan salah satu sektor 

yang berkontribusi terhadap pembentukan PDRB. Permasalahan yang 

dihadapi pada sektor pertambangan saat ini adalah keterbatasan dalam 

melakukan eksplorasi dan eksploitasi karena terkendala permasalahan 

kepemilikan lahan, skala eksploitasi yang masih rendah dan peruntukan 

ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). 

serta belum bersatunya pelaku usaha ekonomi sejenis. 

Adapun kontribusi sektor pertambangan dan ketersediaan energi 

dapat dilihat pada Tabel 2.82 : 

Tabel 2.82 

Indikator Layanan Urusan Pilihan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 

No Uraian 
Tahun 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Pertambangan tanpa ijin 
(ha) 

7 7 6 6 6 2 

2. Kontribusi sektor 
pertambangan terhadap 
PDRB (%) 

2.81 2.80 2.86 2.98 3.34 4.44 

3. Rasio ketersediaan daya 
listrik 

100 100 100 100 100 100 

4. Persentase rumah tangga 
yang menggunakan 
listrik 

74,00 78,00 79,96 86,78 88,63 88,4 

 - Rumah Tangga 
menggunakan listrik  

64.332 66.706 70.137 73.047 75.444 91.548 

 - Jumlah Rumah 

Tangga 
85.817 86.061 87.712 84.170 85.118 103.561 

Sumber : BPS Tanah Datar (diolah) 

 

2.3.3.6 Perdagangan 

Tabel 2.83 

Indikator Layanan Urusan Pilihan Bidang Perdagangan 

No Uraian 
Tahun 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Kontribusi sektor 
Perdagangan (perdagangan 
besar dan eceran, reparasi 
mobil dan sepeda motor) 

terhadap PDRB 

11,76 11,74 11,93 12 11,95 11,83 

2. Ekspor Bersih 
Perdagangan 

n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

3. Cakupan bina kelompok 
pedagang/usaha informal 

- - 971 1.030 955 434 

Sumber : BPS Tanah Datar (diolah) 
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2.3.3.7 Perindustrian 

Industri yang berkembang di Kabupaten Tanah Datar masih 

didominasi oleh industri kecil menengah (IKM). Kontribusi IKM terhadap 

pembentukan PDRB masih relatif kecil. Perkembangaun industri dan 

kontribusinya terhadap pembentukan PDRB tergambar pada Tabel 2.84 : 

Tabel 2.84 

Indikator Layanan Urusan Pilihan Bidang Perindustrian 

No Uraian 
Tahun 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Kontribusi sektor Industri 

(industri pengolahan) 
terhadap PDRB 

13,25 13,33 13,38 12,84 12,28 12,16 

2. Kontribusi industri rumah 

tangga terhadap PDRB 
sektor Industri 

n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

3. Pertumbuhan Industri n/a n/a n/a n/a 7,42 7,20 

4. Cakupan bina kelompok 
pengrajin 

n/a n/a n/a 12 12 12 

Sumber : BPS Tanah Datar (diolah) 

 

2.3.4 Fokus Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan 

Pelayanan umum yang dilaksanakan oleh pemerintah belum optimal 

diantaranya disebabkan oleh keterbatasan pemerintah daerah dalam 

membentuk Perangkat Kerja Daerah (PKD) dan masih terbatasnya sumber 

daya aparatur yang berkualitas, kinerja birokrasi dan kualitas sarana 

prasarana yang belum memadai, dan belum optimalnya koordinasi, 

integrasi, simplikasi dan sinkronisasi dalam penyelenggaran pemerintahan 

mengakibatkan belum terwujud sepenuhnya good governance (tata kelola 

yang baik) dan tata pemerintahan yang bersih, santun dan melayani. 

Untuk peningkatan kualitas SDM aparatur perlu diupayakan 

pendidikan dan pelatihan struktural maupun fungsional di lingkungan 

pemerintah kabupaten maupun nagari. Disamping itu, dalam rangka 

peningkatan kinerja birokrasi dilakukan dengan pelimpahan sebagian 

kewenangan pemerintah kabupaten kepada kecamatan dan pelayanan 

keliling, seperti pelayanan perizinan, administrasi kependudukan, dan 

pelayanan lainnya serta peningkatan sarana prasarana pemerintahan. 

Selain itu, untuk meningkatkan kinerja pembangunan pemerintahan 

perlu ditingkatkan koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi dalam 

rangka mewujudkan good and clean governance. 

2.3.4.1 Perencanaan Pembangunan 

Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang menjadi 

pedoman dalam perencanaan pembangunan terdiri dari Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka 20 – 25 
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tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk 

jangka 5 tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk 

jangka 1 tahun. Ketersediaan masing-masing dokumen tersebut dapat 

dilihat pada Tabel 2.85 : 

Tabel 2.85 

Indikator Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan 

No Uraian 
Tahun 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Dokumen RPJPD yang telah 
ditetapkan dengan PERDA 

ada ada ada ada ada ada 

2. Dokumen RPJMD yang 

telah ditetapkan dengan 
PERDA/PERKADA 

ada ada ada ada ada ada 

3. Dokumen RKPD yang telah 
ditetapkan dengan 
PERKADA 

ada ada ada ada ada ada 

4. Penjabaran Program RPJMD 
kedalam RKPD 

ada ada ada ada ada ada 

Sumber : Bappeda dan PM 

 

Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Tanah Datar telah 

mengadopsi prinsip perencanaan partisipatif yang tertuang dalam 

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Prosedur Perencanaan 

Pembangunan Partisipatif. Namun demikian, konsep perencanaan 

pembangunan partisipatif yang berbasis budaya Minangkabau dan 

berwawasan lingkungan dalam pelaksanaannya masih belum optimal. Hal 

ini disebabkan karena belum semua lapisan masyarakat berpartisipasi 

dalam penyusunan perencanaan pembangunan (Musrenbang). 

 

2.3.4.2 Keuangan 

Pengelolaan keuangan daerah merupakan kegiatan yang meliputi 

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-

jawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Keuangan Daerah adalah 

semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan 

pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk 

didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan 

kewajiban daerah tersebut. 

Pengelolaan keuangan daerah tahun 2010 sampai dengan tahun 

2015 merupakan implementasi dari Peraturan Daerah Kabupaten Tanah 

Datar Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010-2015. Keuangan 

daerah merupakan salah satu faktor yang sangat strategis untuk 

mencapai/mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan 
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Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, disamping faktor sumber daya 

manusia serta sarana dan prasarana. 

Kinerja pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat dari indikator 

Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah dan persentase 

peningkatan PAD, sebagaimana tergambar dalam Tabel 2.86 : 

Tabel 2.86 

Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah, 2010 – 2015 

No Uraian 

 Tahun 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Opini BPK 
terhadap Laporan 
Keuangan 
Pemerintah 

Daerah 

WDP WDP WTP WTP WTP WTP 

2. Persentase 
Peningkatan PAD 

 39,92 4,15 18,89 56,17 12,42 

Sumber : DPPKA 

 

2.3.4.3 Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan 

Selama kurun waktu tahun 2010 – 2015, jumlah PNS menunjukkan 

kecenderungan menurun. Hal ini tidak terlepas dari kebijakan moratorium 

penerimaan PNS yang diterapkan oleh pemerintah pusat. Penerimaan 

pegawai baru sangat dibatasi hanya untuk bidang tertentu, seperti 

kesehatan dan pendidikan.  

Pada tahun 2015, jumlah PNS mencapai 7.356 orang, dengan 

komposisi 65,6 % adalah PNS perempuan dan sisanya 34,4 % adalah PNS 

laki-laki. Dari sisi tingkat pendidikan, terbanyak adalah PNS dengan 

pendidikan D-4/S-1, yaitu 51,5%; sementara jumlah PNS dengan 

pendidikan S-2 baru mencapai 2,71% dan belum ada PNS dengan 

pendidikan S-3. PNS dengan pendidikan SLTA atau di bawahnya mencapai 

18,19 %. Tabel 2.87 menggambarkan jumlah PNS berdasarkan jenis 

kelamin dan tingkat pendidikan. 

Tabel 2.87 

PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar berdasarkan jenis kelamin 

dan tingkat pendidikan, 2010 – 2015 

No Uraian 

Tahun 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Jumlah PNS 7.860 7.760 7.563 7.380 7.226 7.356 

 a. Laki-laki 2.840 2.763 2.655 2.583 2.517 2.532 

 b. Perempuan 5.020 4.997 4.908 4.797 4.709 4.824 

2. Tingkat 
pendidikan PNS 

      

 a. SD 97 97 79 80 75 74 

 b. SMP 154 154 136 112 109 110 

 c. SMA 1.448 1.448 1.260 1.140 1.071 1.154 

 d. D-1/D-2 1.898 1.898 1.608 1.444 1.315 1.194 

 e. D-3 914 914 859 797 771 857 

 f. D-4/S-1 3.209 3.209 3.454 3.630 3.710 3.788 
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No Uraian 

Tahun 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 g. S-2 140 140 167 177 175 199 

 h. S-3 - - - - - - 

Sumber : BKD dan Diklat 

 

2.4 Aspek Daya Saing Daerah 

2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah 

2.4.1.1 Keuangan dan Perbankan 

Kemampuan ekonomi daerah dapat dilihat dari pendapatan 

masyarakatnya, yang dapat diukur dari tingkat pengeluaran konsumsi 

rumah tangga. Peningkatan pengeluaran konsumsi rumah tangga salah 

satunya dipengaruhi oleh membaiknya ekonomi dan perubahan perilaku 

ekonomi masyarakat. Tabel 2.88 menggambarkan kemampuan ekonomi 

daerah :  

Tabel 2.88 
Indikator Daya Saing Daerah Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah 

No Uraian 
Tahun 

2011 2012 2013 2014 2015 

1. Pengeluaran konsumsi 
rumah tangga per kapita 

 n/a n/a  423.715,89 439.005,01 - 

2. Pengeluaran konsumsi 
non pangan perkapita 

n/a n/a  328.109,89 281.877,04 - 

Sumber : Badan Pusat Statistik 

 

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat 

dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam 

bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka 

meningkatkan perekonomian.  

 

Tabel 2.89 

Lembaga Keuangan, Hotel/Penginapan dan Restoran 

No Uraian 
Tahun 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Jumlah Bank Nasional 

(tidak Termasuk cabang) 
3 3 3 3 3 3 

2. Jumlah Bank Lokal (BPR) 21 21 21 21 21 21 

3. Jenis dan jumlah 

perusahaan asuransi dan 
cabang 

0 0 0 0 0 0 

4. Jenis, kelas, dan jumlah 

restoran: 
113 113 179 220 220 220 

5. Jenis, kelas, dan jumlah 

penginapan/hotel: 
9 8 10 12 12 12 

Sumber : Tanah Datar Dalam Angka, BPS 

2.4.1.2 Pertanian 

 Nilai Tukar Petani (NTP) adalah perbandingan antara indeks yang 

diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani. NTP > 100 

berarti petani mengalami surplus, pendapatan petani naik lebih besar dari 

pengeluarannya. Berdasarkan tabel berikut ini, NTP di Kabupaten Tanah 
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Datar cenderung turun nilainya, dari 105,48 pada tahun 2010 menjadi 

97,75 pada tahun 2015. Artinya, pada tahun 2015 petani mengalami defisit 

karena harga produksi relatif lebih kecil bila dibandingkan kenaikan harga 

barang yang dikonsumsinya. 

Tabel 2.90 

Indikator Daya Saing Daerah Bidang Pertanian 

No Uraian 
Tahun 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Nilai tukar petani 105,48 106,25 105,03 104,21 100,61 97,751) 

1) Berita Resmi Statistik, BPS Provinsi Sumatera Barat, 4 Januari 2016 

 

2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur 

2.4.2.1 Perhubungan 

Sarana dan prasarana wilayah/infrastruktur pada dasarnya adalah 

elemen pendukung bagi berlangsungnya aktivitas masyarakat dalam suatu 

wilayah, salah satunya adalah infrastruktur bidang perhubungan. Tabel 

2.91 menggambarkan perkembangan bidang perhubungan selama kurun 

waktu 2010 – 2015 :  

Tabel 2.91 

Indikator Daya Saing Daerah Bidang Perhubungan 

No Uraian 
Tahun 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Rasio panjang jalan 

per jumlah 
kendaraan 

- - 0,039 0,033 0,035 0,035 

2. Jumlah orang/ 
barang yang 
terangkut angkutan 
umum 

184.800 204.543 205.146 205.718 206.325 205.657 

3. Jumlah orang/ 

barang melalui 
dermaga/bandara/ 
terminal per tahun 

19.321 19.700 19.937 20.511 21.997 21.060 

Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 

 

Berdasarkan Tabel 2.91, rasio panjang jalan sejak tahun 2012 

cenderung fluktuatif sementara panjang jalan kabupaten sejak tahun 2010 

tidak mengalami peningkatan (1.408,8 km). Antara tahun 2012 – 2015 

terjadi penurunan rasio panjang jalan per jumlah kendaraan, yang berarti 

pada kurun waktu itu terjadi peningkatan jumlah kendaraan yang tidak 

diiringi dengan peningkatan panjang jalan. 

Pertumbuhan jumlah orang dan barang melalui terminal dari tahun 

ke tahun cenderung menunjukkan peningkatan. Hal ini salah satunya 

disebabkan oleh pelayanan yang lebih baik dan terus ditingkatkan setiap 

tahunnya. 
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2.4.2.2 Lingkungan Hidup 

Air Bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari 

yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum setelah 

dimasak. Sumber air bersih dapat dibedakan atas  air hujan, air sungai 

dan danau, mata air, air sumur dangkal, air sumur dalam. Persentase 

rumah tangga yang menggunakan air bersih di Kabupaten Tanah Datar 

dapat dilihat pada Tabel 2.92 : 

Tabel 2.92 

Indikator Daya Saing Daerah Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur 

Bidang Lingkungan Hidup 

No Uraian 
Tahun 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Persentase Rumah 

Tangga (RT) yang 
menggunakan air bersih 

14,49 15,96 16,80 17,79 17,67 14,55 

 Rumah Tangga yang 

menggunakan air bersih 

(PDAM) 

12.433 13.739 14.734 14.971 15.036 15.068 

 Jumlah Rumah Tangga 85.817 86.061 87.712 84.170 85.118 103.561 

Sumber : PDAM Kabupaten Tanah Datar 

 

2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi 

Tinggi rendahnya minat pelaku usaha untuk menanamkan investasi 

tergantung di antaranya kepada tingkat keamanan dan ketertiban, 

kemudahan pengurusan perizinan, tersedianya infrastruktur pendukung, 

jumlah dan macam pajak yang harus dipenuhi, dan regulasi yang 

mendukung iklim usaha. Tabel 2.93 menggambarkan indikator yang terkait 

dengan iklim investasi di Kabupaten Tanah Datar: 

Tabel 2.93 

Indikator Fokus Iklim Berinvestasi, 2010 - 2015 

No Uraian 
Tahun 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Jumlah kasus kriminal 396 232 347 354 416 495 

 Angka kriminalitas 11,65 6,81 10,15 10,32 12,00 13,64 

2. Jumlah demo n/a 2 3 3 2 4 

3. Lama proses perijinan:       

 SIUP 3 3 3 3 3 3 

 TDP 4 4 4 3 3 3 

 IUI 6 6 5 5 5 3 

 TDUH 15 15 14 5 5 4 

 IMB 15 15 15 7 7 7 

 HO 30 20 15 15 15 10 

4. Jumlah dan macam pajak 
dan retribusi daerah 

38 38 39 39 39 39 

5. Jumlah Perda/Perbup 
yang mendukung iklim 
usaha (terkait perizinan) 

n/a 7 12 25 34 44 

Data diolah 
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2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia 

2.4.4.1 Tenaga Kerja 

a. Rasio Lulusan S1/S2/S3 

Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh 

tingkat pendidikan, dimana semakin tinggi tingkat pendidikan yang 

ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga 

kerjanya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari 

tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan D1/D2/D3 sampai  

dengan S1, S2 dan S3, sebagaimana tampak dalam Tabel 2.94 : 

Tabel 2.94 

Rasio Kualitas Tenaga Kerja Terhadap Jumlah Penduduk Kabupaten Tanah Datar 

Tahun 2010 - 2015 

No Uraian 

Tahun  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Jumlah Lulusan 
DI/DII/DIII  

5.116 12.538 4.874 4.587 4.790 4.790 

2. Jumlah Lulusan 
DIV/S1/S2/S3 

7.896 441 16.270 14.110 12.834 12.834 

3. Jumlah 13.012 12.979 21.144 18.697 17.624 17.624 

4. Jumlah Penduduk 339.792 340.906 341.911 342.864 343.864 362.759*) 

5. Rasio Lulusan 
S1/S2/S3 

0,023 0,001 0,05 0,04 0,03 0,03**) 

Sumber : Tanah Datar Dalam Angka 
*) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
**) Angka perkiraan 
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b. Rasio Ketergantungan 

Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban 

yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap 

penduduk yang tidak produktif. Secara lebih lengkap dapat dilihat pada 

Tabel 2.95 : 
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Tabel 2.95 

Rasio Ketergantungan Penduduk 

No Uraian 
Tahun 

2010 2011 2012 2013 2014 2015*) 

1. Jumlah Penduduk 
usia < 15 tahun 

102.604 103.159 106.102 99.319 101.068 81.405 

2. Jumlah Penduduk 
usia > 64 tahun 

11.437 28.792 18.781 27.862 28.048 31.842 

3. Jumlah Penduduk 

usia tdk produktif 
(1) & (2) 

114.041 131.951 124.883 127.181 129.116 113.247 

4. Jumlah Penduduk 
usia 15-64 tahun 

225.751 208.122 218.108 215.683 217.120 249.512 

5. Rasio 
ketergantungan 

50,51 63,4 57,26 58,97 58,48 45,39 

Sumber : BPS Kabupaten Tanah Datar 
*) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2015 

 

Dari Tabel 2.95 dapat diketahui bahwa rasio ketergantungan 

Kabupaten Tanah Datar cukup tinggi yang berarti beban yang harus 

ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang 

belum produktif dan tidak produktif lagi masih cukup tinggi. Namun angka 

rasio ketergantungan cenderung menurun dari tahun 2011 sebesar 63,4% 

menjadi 45,39% pada tahun 2015. 


